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ABSTRACT 

THE CRITICALS FACTOR OF CSR POLICY IMPLEMENTATION ON POVERTY 
ALLEVIATION IN HEALTH SECTOR ON BULUNGAN REGENCY 

Reni Mayasari, ST 
r3n I bappeda@gmail.com 

Graduate Master Program 
Terbuka University 

Poverty is a national problem and become a global problem that us specifically embodied 
in the MDG's. Problems in poverty alleviation in Bulungan Regency are marked by an 
increase of poverty percentage of 0,31% in 2013 with poverty rate of 12,04%. Poverty 
problem is a multidimensional problem such as the health dimension. In 2015 infant 
mortality rate is 1711000 KH and the mortality rate of children 210/1000 from the live 
birth. That mortality rate shows an increase on infant and under-five mortality compared 
to the previous year. The low level of health indicators demands concrete steps to reduce 
number. Including the role of the private sector through the implementation of social and 
environmental responsibilities as an effort to reduce poverty. This research describes how 
implementation of CSR policy, health poverty reduction achievement and the influence 
between both of that. The population being an object of the research is the company that 
as implemented the health CSR program and the community that is in Ring I. While the 
sample of research includes decision makers, managerial and operational corporate 
executive and the community of l 00 peoples. This research used comparative analysis 
method of policy implementation achievement and regression analysis to assess the effect 
of CSR policy implementation on poverty alleviation. The overall CSR policy has been 
implemented by stakeholders by referring to the technical guidelines on the 
implementation of TSLP as set in regulation point 17 of 2015. There are a few 
discrepancies related to absence of information systems as a medium of communication 
between different stakeholders including the delivery of information to the target 
household level CSR program recipients, there is no provision of the number of staff to 
be met and the skills that must be owned in the implementation of CSR including the 
regulation of work specialization, non-tiered reporting procedures, lack of intensive 
monitoring oflocal government's evaluation, and the absence of body complete to verify 
the work pan of CSR activities. The company has implemented a CSR Program as an 
effort to overcome poverty in the health sector in Bulungan Regency although not as a 
whole focus on direct and infant mortality rate reduction directly but in broad outline has 
been synergistic with local government program ofBulungan Regency. Simultaneously 
the implementation of CSR policy has an effect on health poverty alleviation in Bulungan 
Regency and shows positive connecting. It's just that partial resources and the attitude of 
implementers have no effect on the decrease of infant and under-five mortality rate in 
Bulungan Regency. The condition is caused by most of the implementing staff of the CSR 
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program in the company not only handles one program makes can't focus of the CSR 
program implementation becomes divided and influential to the achievement of the target 
in each field especially the health field. On the other hand the budget allocated to the CSR 
program still largely determined by the head office so that company's interest enough to 
determine the priority of budget allocation in each field. While viewed from the aspect of 
executor attitude is inequality of priority in implementation of CSR program. The 
recommendation for the local government ofBulungan Regency is the establishment of 
the management institution of CSR intact, the optimization of institutional function and 
the utilization of information technology. Besides, it is necessary research that see the 
influence indirectly between each sub variable so that detail can be seen the role of sub 
variable so that can be focus on the future improvement. 

Keyword : CSR Policy Implementation, Poverty Alleviation in Health Sector 
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ABSTRAK 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN CSR TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG 
KESEHATAN KABUPATEN BULUNGAN 

Reni Mayasari, ST 
r3nl bappeda@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Kemiskinan merupakan masalah nasional bahkan menjadi masalah global yang 
secara khusus tertuang dalam tujuan MDGs. Permasalahan dalam penanggulangan 
kemiskinan di Kabupaten Bulungan ditandai dengan peningkatan prosentase kemiskinan 
sebesar 0,31% pada tahun 2013. Persoalan kemiskinan merupakan persoalan 
multidimensi diantaranya adalah dimensi kesehatan. Pada tahun 2015 Angka Kematian 
Bayi sebesar 17 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 21 per 1000 kelahiran hidup. 
Angka mortilitas tersebut memperlihatkan adanya tren peningkatan angka kematian bayi 
dan balita dibandingkan tahun sebelumnya. Masih rendahnya indikator dimensi kesehatan 
menuntut dilakukannya langkah konkrit lintas stakeholder. Termasuk peran pihak swasta 
meJalui pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) sebagai upaya 
penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 
17 Tahun 2015. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan CSR, 
capaian penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan serta pengaruh diantara keduanya. 
Populasi yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang telah melaksanakan 
program CSR bidang kesehatan serta masyarakat yang berada di Ring 1. Sedangkan 
sampel penelitian meliputi decision maker, manajerial & operational pelaksana 
perusahaan serta masyarakat sejumlah 100 orang. Penelitian ini menggunakan metode 
analisa komparatif untuk kesesuaian implementasi kebijakan CSR dan capaian 
penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan serta analisa regresi guna menilai 
pengaruh faktor-faktor dalam implementasi kebijakan CSR terhadap penanggulangan 
kemiskinan. Kebijakan CSR secara keseluruhan telah diimplementasikan oleh 
stakeholder dengan mengacu kepada petunjuk teknis pelaksanaan TSLP. Hanya saja 
terdapat beberapa ketidaksesuaian terkait tidak adanya sistem informasi sebagai media 
komunikasi antar lintas stakeholder termasuk penyampaian informasi hingga level rumah 
tangga sasaran penerima program CSR, tidak terdapat ketentuan jumlah staf yang harus 
dipenuhi serta skill/keterampilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan CSR termasuk 
pengaturan terhadap spesialisasi kerja, prosedur pelaporan yang tidak berjenjang, tidak 
adanya monitoring evaluasi dari Pemerintah Daerah secara intensif, serta belum adanya 
kelembagaan yang utuh untuk memverifikasi dan mensinergikan rencana kerja kegiatan 
CSR dari masing-masing perusahaan. Perusahaan telah melaksanakan program CSR 
sebagai upaya penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di Kabupaten Bulungan 
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meskipun tidak secara keseluruhan fokus pada penurunan angka kematian bayi dan balita 
secara langsung. Namun secara garis besar telah sinergis dengan program Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bulungan baik melalui upaya pelayanan kesehatan, imunisasi serta 
perbaikan gizi. Secara simultan implementasi kebijakan CSR berpengaruh terhadap 
penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di Kabupaten Bulungan dan menunjukkan 
hubungan yang positif. Hanya saja secara parsial sumber daya dan sikap pelaksana tidak 
berpengaruh pada penurunan angka kematian bayi dan balita di Kabupaten Bulungan. 
Kondisi tersebut disebabkan karena sebagian staf pelaksana program CSR di perusahaan 
tidak hanya menangani program CSR di bidang kesehatan sehingga fokus pelaksanaan 
menjadi terbagi dan berpengaruh kepada pencapaian target khususnya bidang kesehatan. 
Disisi lain anggaran yang dialokasikan untuk program CSR sebagian besar masih sangat 
ditentukan oleh kantor Pusat sehingga kepentingan perusahaan cukup menentukan 
prioritas pengalokasian anggaran di masing-masing bidang. Sedangkan dilihat dari segi 
sikap pelaksana terdapat ketidaksamaan prioritas dalam pelaksanaan program CSR. 
Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan adalah pembentukan 
kelembagaan pengelolaan CSR secara utuh, optimalisasi fungsi kelembagaan serta 
pemanfaatan teknologi informasi. Disamping itu diperlukan penelitian yang melihat 
pengaruh secara tidak langsung diantara masing-masing sub variabel agar secara rinci 
terlihat peranan sub variabel sehingga dapat dilakukan fokus perbaikan kedepannya. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan CSR, Penanggulangan kemiskinan bidang 
kesehatan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Basil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulungan 

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bulungan dapat dilihat dari kondisi 

geografis, demografi dan sosial ekonomi tennasuk visi misi lima tahun mendatang. 

Keempat aspek tersebut merupakan faktor internal daerah yang merupakan potensi serta 

kendala atau dapat dinilai sebagai faktor kekuatan atau kelemahan dalam pelaksanaan 

pembangunan. Berikut disajikan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bulungan 

berdasarkan data dan informasi yang dapat dihimpun dari berbagai sumber. 

a) Kondisi Geografis 

Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten induk dari Provinsi Kalimantan 

Utara, berada di bagian Timur dari Provinsi Kalimantan Utara pada posisi antara 

116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 

3°34'49" Lintang Utara Letak Geografis Kabupaten Bulungan di Provinsi 

Kalimantan Utara sangat strategis, karena memiliki wilayah daratan, pantai 

dengan lautnya, dan pulau-pulau besar dan kecil. 

Adapun batas wilayah administratifKabupaten BuJungan sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan 

Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan 

Sebelah Selatan : Provinsi Kalimantan Timur 

Sebelah Barat : Kabupaten Malinau 
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Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas 

Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tana Lia dan Kecamatan 

Peso Hilir dalam Wilayah Kabupaten Bulungan yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 

2002 maka Kabupaten Bulungan terdiri atas tiga belas kecamatan. Tetapi dengan 

adanya UU No. 34 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung, maka 

wilayah administrasi Kabupaten Bulungan meliputi sepuluh kecamatan yaitu 

Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung 

Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Timur, 

Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, dan 

Kecamatan Bunyu. 

Tabel 4.1 
Banyaknya Desa/Kelurahan Dan Luas Wilayah 

Menurut Kecamatan Tahon 2015 
Luas Wilayah Jumlah 

Kecamatan 
Kml % Desa 

Peso 3 142,79 23,84 10 

Peso Hilir 1 639,71 12,44 6 

Tanjung Palas 1 755,54 13,32 9 

Tg. Palas Barat 1 064,51 8,08 5 

Tg. Palas Timur 677,77 5,14 8 

Tanjung Selor 1 277,81 9,69 9 

Tg. Palas Tengah 624,95 4,74 3 

Sekatak 1 993,98 15, 13 22 

Bunyu 198,32 1,50 3 

Sumber: Data Pembangunan Kab. Bulungan, 2016 

Kecamatan Peso merupakan wilayah kecamatan terluas dengan akses terjauh 

ke ibukota kabupaten termasuk jumlah desa yang cukup banyak untuk dilayani. 

Ditambah wilayah desa-desa tersebut hams diakses melalui jalur transportasi air 
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untuk pelayanan publik tennasuk untuk penyaluran program penanggulangan 

kemiskinan. 

Wilayah terluas berikutnya adalah Kecamatan Sekatak dengan jumlah desa 

terbanyak yaitu 22 desa sehingga memerlukan ekstra waktu pelayanan mengingat 

jarak tempuh yang harus dilalui oleh transportasi darat. Ditambah lagi persebaran 

desa-desa yang cukup sporadis sehingga pelayanan publik memang harus 

dilakukan jemput bola kepada masyarakat setempat khususnya wilayah tempat 

bennukimnya suku Punan. 

Kondisi tersebut menyebabkan biaya transportasi sebagai penunjang 

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan menjadi besar proporsinya 

dalam penganggaran kegiatan. Sehingga terkadang untuk efisiensi anggaran maka 

dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara 

bersamaan dengan kegiatan lainnya. Hal ini menjadikan Pemerintah Daerah 

menjadi lebih selektif dalam pelaksanaan program pemerintah pusat khususnya 

program dengan biaya operasional terutama biaya transportasi yang lebih besar 

dibandingkan program yang disalurkan. Hal lainnya yang juga ditempuh adalah 

membuat simpul-simpul pelayanan yang mengakomodir beberapa wilayah yang 

berdekatan. 

Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau yang dialiri puluhan sungai 

besar dan kecil , scrta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, 

bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam. Adapun 

pulau yang terluas adalah Pulau Mandul di Kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) 

dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km) tennasuk yang berada 

di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung sedangkan gunung 

yang tertinggi adalah Gunung Kundas yang berada di Kecamatan Peso dengan 

ketinggian 1.6 70 m. 
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Tabel 4.2 
N ama D p an 30)301? UDl •a1 I a upaten S ·n·K b B I u unean 

Panjang 
No Nama Sungai Wilayah yang dilalui 

(km) 

I. Kayan 576 Tg. Selor, Tg. Palas, Tg. Palas Tengah, 

Tg. Palas Barat, Peso Hilir, Peso 

2. Pimping 43 Tg. Palas Utara 

3. Sekatak 72 Sekatak 

4. Jelarai 30 Tg. Selor 

Sumber: Data Pembangunan Kab. Bulungan, 2016 

Tabel 4.3 
Nama Gunnoe Dan Ketin!?!!iannya Menurut Kecamatan 
Kecamatan Nama Gunung Tinggi (m) 

Peso c:' Ubut Lebung 700 

=:: Brun 934 

O Kelu I 100 

O Bekayan I 599 

:: Kundas I 670 

Tanjung Palas D Sondong I 052 

D Gunung Putih 450 

D Mara 700 

Sekatak D Sombang I 450 

D Sekatak 250 

D Silid 300 

Sumber: Data Pembangunan Kab. Bulungan, 2016 

Secara keseluruhan kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Bulungan terbagi 

dalam 3 (tiga) karakteristik yaitu sebagai claerah pesisir, pedalaman dan 

perkotaan. Wilayah perkotaan meliputi Tanjung Selor, Tanjung Palas. Tanjung 
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Palas Utara clan Bunyu. Sedangkan wilayah Kecamatan Tanjung Palas Tengah, 

Tanjung Palas Timur dan Bunyu merupakan wilayah pesisir. Untuk wilayah 

pedalaman berada di Kecamatan Sekatak, Tanjung Palas Barat, Peso dan Peso 

Hilir. 

b) Visi Misi 

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu daerah otonomi yang berada di 

Provinsi Kalimantan Utara dengan visi pembangunan untuk lima tahun 

mendatang (2016-2021) yaitu "Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat 

Pangan Berbasis lndustri". Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam 

struktur ekonomi Kabupaten Bulungan diluar migas sehingga pengembangan 

perekonomian berbasis pengelolaan sektor pertanian dari hulu ke hilir tentunya 

menjadi sangat penting dan prioritas. Selain itu, pembangunan agribisnis akan 

berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama melalui perannya dalam 

menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan yang tentunya 

berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Bulungan. 

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan 

Kabupaten Bulunganuntuk periode 2016-2021 sebagai berikut: 

1) Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pangan nasional. 

2) Mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi. 

3) Meningkatkan aksessibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong percepatan 

pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah, wilayah pedaiaman dan 

terpencil serta pemerataan pembangunan antar wilayah. 

4) Pemantapan kual itas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan di 

Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan serta 

penerapan teknologi maju berbasis agribisnis. 

5) Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju dan sejahtera. 
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6) Reformasi birokrasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan menuju 

tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional serta berorientasi 

pada pelayanan publik. 

Misi kelima sejalan dengan aspek penelitian ini karena merupakan indikator 

capaian pembangunan dengan parameter utamanya adalah pengentasan 

masyarakat miskin sebagai refleksi dari hasil pembangunan. Salah satu yang 

mejadi sasaran spesifik adalah penurunan tingkat kemiskinan hingga di level 5-

6% pada tahun 2021. Hal ini masih berkaitan dengan Misi keempat sebagai 

pendukung pencapaian target tersebut, yaitu dengan meningkatkan derajad 

kesehatan masyarakat Kabupaten Bulungan. 

c) Koodisi Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungar1 berdasarkan hasil registrasi penduduk 

pada tahun 2015 tercatat sebesar 138.227 jiwa. Kepadatannya adalah berkisar 

antara 1,39 jiwalkm2 (Kecamatan Peso) sampai 72,65 jiwa/km2 (Kee. Tanjung 

Selor). Secara keseluruhan kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan adalah 

10,47 jiwalkm2. Kecamatan yang kepadatan penduduknya diatas rata-rata adalah 

Kecamatan Tanjung Palas Utara, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, dan 

Bunyu yang merupakan wilayah perkotaan. 

1.39 
64.IB 

Peso Peso Tg 
Hilir 

Tg Tg. Pala s Palas Tg. T anjung Palas Palas Tg. Sekatak Ba rat Selor Bunyu Utara Timur Palas 
Tengah 

Gambar4.2 
Kepadatan Peoduduk Kabupaten Bulungan Tahon 2015 
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Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan 

bahwa penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, 

ini terlihat dari rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten 

Bulungan adalah 115,50 ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan 

berbanding sekitar 116 laki-laki. Namun demikian perbedaaan tersebut tidak 

terlalu signifikan perbedaannya. 

160000 

1-10000 

llOOOO 

JOOOOO 

80000 

1:-1_11_1tJO 

-1 0000 

20000 

0 

2013 2014 2015 

• t.1~i - taki • l'ert.>mpuan 

Gambar4.3 
Komposisi Peoduduk Kabupateo Buluogan Tabon 2013 -2015 

Berdasarkan trend pertumbuhan penduduk yang fluktuatif mengindikasikan 

untuk tahun berikutnya akan terns meningkat seiring Kabupaten Bulungan sebagai 

ibukota provinsi barn yang menjadikan daerah migrasi bagi pendatang untuk 

mencari penghidupan yang layak. Bagi pendatang yang memiliki kemampuan dan 

kecakapan tentu tidak akan menjadi beban daerah. Namun bagi pendatang dengan 

keterbatasan keterampilam (skill) tentu akan menambah angka kemiskinan yang 

menjadi beban daerah. Program transmigrasi sebagai salah satu penyebab migrasi 

tentunya hams dikaji ulang penempatannya sesuai potensi transmigran dan 

karakteristik lokal daerah sehingga arahnya tidak menambah angka kemiskinan 

melainkan investasi guna pengembangan potensi lokal. Seleksi transmigran harus 
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sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat bersinergi dengan warga lokal. Ini 

menjadi satu tantangan tersendiri bagi pengembangan sumber daya manusia lokal, 

bukan hanya penduduk asli namun juga masyarakat yang telah lama bermukin di 

Kabupaten Bulungan. 

3,87 

1.95 

2009 20!0 2011 2012 20!3 20!4 2015 

Gambar4.4 
Laju Pertumbuhao Peodudok Kabupateo Buluogan Tahon 2009 - 2015 

Kantong-kantong kemiskinan memang berada di wilayah dengan kepadatan 

penduduk cukup tinggi meliputi Tanjung Selor, Tg. Palas, Tg. Palas Timur dan 

Tg. Palas Tengah. Tanjung Selor dan Tanjung Palas sebagai wilayah pusat kota 

menjadikan daya tarik tersendiri bagi para migran. Hal ini terlihat dari laju 

pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 sebesar 2.645 jiwa. Bagi mereka yang 

memiliki daya saing rendah tentunya akan menjadikan penambahan tingkat 

kemiskinan di wilayah perkotaan. Termasuk transmigran yang berada di wilayah 

Tanjung Palas Tengah baik lokal maupun luar daerah yang belum secara mandiri 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sedangkan untuk wilayah Sekatak dan Peso Hilir yang merupakan wilayah 

pedalaman masih rendah kepadatan penduduknya. Sehingga aktifitas 

perekonomian pun belum optimal yang tentunya berpengaruh pada tingkat 
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pendapatan masyarakat sehingga masih sekitar lebih dari 10% masyarakat dengan 

tingkat kesejahteraannya 30% terendah. 

d) Kondisi Sosial Ekonomi 

Kondisi sosial ekonomi menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang dapat 

dilihat dari pendidikan (angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka 

partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi mumi), 

kesehatan (kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup), Pertanahan 

(persentase penduduk yang memiliki lahan), danketenagakerjaan (rasio penduduk 

yang bekerja). 

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari 

tingkat terendah, yaitu Taman Kanak-kanak (TK) hingga tingkat Perguruan 

Tinggi. Sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan pembangunan di bidang 

pendidikan, pendidikan formal yang umumnya diselenggarakan oleh sekolah­

sekolah, tidak hanya yang dibawahi oleh Kementerian Pendidikan Nasional 

(Kemendiknas) saja, melainkan juga dibawahi oleh Lembaga/Kementerian lain, 

seperti Kementrian Agama, Kesehatan, Sosial, Pertanian, dan lainnya. 

Jumlah sekoiah di Kabupaten Bulungan (baik negeri maupun swasta) mulai 

dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah 

Umum pada tahun 2015/2016 adalah sebagai berikut: TK 46 unit, SD 136 unit, 

SLBN I unit, SMP 61 unit, SMU 13 unit, dan SMK 8 unit. Jurnlah ini sudah 

termasuk Madrasah lbtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang 

berada dibawah Kementrian Agama. 

Program pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan dapat dilihat dari 

meningkatnya jumlah sekolah yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten 

Bulungan. Sekolah tingkat SD tahun 201 5/20 16 ada 129 unit sekolah dasar negeri 

dan 7 unit sekolah dasar swasta. Sedangkan pada tingkat SMP tahun 20 15/2016 
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terdapat 57 unit Sekolah negeri dan 4 unit Sekolah swasta. Pada tingkat SMU ada 

9 unit sekolah negeri dan 4 unit sekolah swasta, dan untuk SMK terdapat 8 unit 

sekolah negeri dan swasta. 

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan juga dapat dilihat dari tingkat 

kelulusan siswa yang melaksanakan Ujian Akhir Nasional (UAN) yang mengikuti 

standar kelulusan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. 

Pada tahun ajaran 2015/2016, 100 persen siswa yang telah memenuhi standar 

kelulusan baik untuk SD, SMP, SMU maupun SMK. Adanya pembangunan 

sarana prasarana pendidikan yang menjangkau sampai ke pelosok daerah serta 

adanya program wajib belajar telah mendorong peningkatan partisipasi sekolah 

penduduk. Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bertujuan 

meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga semakin banyak 

penduduk yang dapat bersekolah. 

Angka partisipasi sekolah berdasarkan indikator anak putus sekolah dalam 

periode 2013-2015 secara umum mengalami peningkatan untuk semua jenjang 

usia SD, SL TP, dan SLT A. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

di Kabupaten Bulungan telah cukup baik. Partisipasi penduduk usia sekolah dapat 

menggambarkan tingkat ketersediaan kualitas sumber daya manusia dan aktivitas 

pendidikan di suatu daerah. Angka partisipasi sekolah pada tiap jenjang 

pendidikan di Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan semakin rendah angka partisipasi kasamya. 

APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil 

sementara penyebutnya sama. APM membatasi usia murid sesuai dengan usia 

sekolah pada tiap jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil. APM 

merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah pada 

jenjang pendidikan dan berusia sesuai dengan usia sekolah jenjang pendidikannya, 

sedangkan APK memberikan gambaran ~ecara umum tentang banyaknya anak 
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yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APM untuk semua jenjang 

pendidikan mengalami peningkatan pada tahun 2014 dibandingkan dengan 

capaian tahun 2013. 

Tabel 4.4 
Jumlah Anak Usia Sekolah Menurut Kelompok Umur 

di Kabupaten Bulungan Tabon 2013-2015 

Uraian 7-12 13-15 16-18 19-24 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Tahun 2013 

Tidak/Belum Sekolah 0 55 3 186 

Masih SekoJah 18.265 6.664 3.566 1.248 

Tidak Bersekolah lagi 0 262 2.096 9.992 

Jumlah 2013 18.265 6.981 5.665 11.426 

Tahun 2014 

Tidak/Belum Sekolah 0 0 0 360 

Masih Sekolah 15.344 6.932 3.821 2.545 

Tidak Bersekolah lagi 72 47 1.425 8.723 

Jumlah 2014 15.416 6.979 5.246 11.628 

Tahun 2015 

Tidak/Belum Sekolah 37,11% 0% 13,36% 49,53% 

Masih Sekolah 57,39% 20,75% 14,46% 7,40% 

Tidak Bersekolah lagi 0,31% 3,07% 7,40% 80,05% 

Jumlah 2015 100% 100% 100% 100% 

Sumber : Jndikator Pemhangunan Manusia Kah. Bulungan 2014 & 
Data Pembangunan Kah. Bulungan 2015 
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Sumber : lndikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bulungan 2013& 
Data Pembangunan Kab. Bulungan 2015 

Gambar4.5 
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Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bulungan 
Tahon 2013-2015 

Angka melek hurnf masyarakat Kabupaten Bulungan dari tahun ke tahun 

terns meningkat dan pada tahun 2014 telah mencapai 96,18%. Secara alami angka 

melek hurnf ini diharapkan akan terns meningkat dan pada akhirnya akan 

mencapai I 00% dengan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. 

Demikian halnya dengan rata-rata lama sekolahjuga terns mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun dan pada tahun 2014 telah mencapai 8,27 tahun. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
- ---·--- -- --

Sumber : lndeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bulungan, 2015 

Gambar4.6 
Angka MelekBurufKabupaten Bulungan Tahon 2007-2014 (%) 
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8,11 8,15 8,17 8,24 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bulungan, 2013 

Gambar4.7 
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Bulungan Tahon 2008-2013 

Untuk bidang kesehatan, dilihat dari fasilitas kesehatan yang ada di wilayah 

Kabupaten Bulungan terdapat 12 buah Puskesmas, 48 buah Puskesmas pembantu, 

20 buah Puskesmas keliling, 138 buah posyandu, 18 buah apotek, dan 3 rumah 

bersalin. Tenaga kesehatan terdapat 74 orang tenaga medis yang terdiri dari dokter 

umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Sedangkan tenaga kesehatan yang lain 

terdapat 762 orang tenaga perawat dan bidan, 58 orang tenaga farmasi, 65 orang 

tenaga gizi dan 79 orang sanitasi dan kesehatan masyarakat. 

Meningkatnya angka harapan hidup dapat diartikan adanya keberhasilan 

pembangunan dibidang kesehatan yang biasanya ditandai dengan membaiknya 

kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan masyarakat dan 

lingkungan. Angka Harapan Hidup yang dicapai pada tahun 201 3 sebesar 73,32 

tahun dan tertinggi di wilayah Kalimantan Utara. 

Sumber: Jndeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bulungan, 2013 

Gambar 4.8 
Perbandingan Angka Harapan Hidup (Tabon) Antar Kabupaten di P rovinsi 

Kalimantan Timur dan KalimantanUtara 2013 
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Kondisi sosial ekomoni lainnya dapat dilihat dari aspek ketenagakerjaan. 

Secara garis besar penduduk dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 

tenagakerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika 

penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di 

Indonesia adalah berumur 15 tahun-64 tahun. Angkatan kerja adalah penduduk 

usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi 

sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. 

Berdasarkan hasil Sakemas tahun 2015, jumlah angkatan kerja di Kabupaten 

Bulungan pada tahun 2014 sebanyak 52.361 orang. Dengan rincian, jumlah 

penduduk yang bekerja sebanyak 47.685 orang dan jumlah penduduk yang masih 

mencari pekerjaan sebanyak 4.676 orang. Sedangkan jumlah penduduk bukan 

angkatan kerja sebanyak 32.445 orang. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang 

menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja. TP AK 

Kabupaten Bulungan pada tahun 2014 sebesar 61 ,74 persen. Menurut jenis 

kelamin, TP AK laki-laki lebih besar dibandingkan TP AK perempuan. TP AK laki-

laki sebesar 86,22 persen dan TPAK. perempuan sebesar 32,80 persen. 

Tabel 4.5 
Jumlab Penduduk Usia Kerja di Kabu(!aten Bulungan Menurut Kegiatan Utama 

Jenis Kelamin 
Kegiatan Utama Jumlah Persentase 

Laki-laki Perempuan 

I. Angkatan Kerja 

• Bekerja 36.801 10.884 47.685 56,23 

• Mencari Pekerjaan 2.837 1.839 4.676 5,51 

II.Bukan Angkatan Kerja 

• Sekolah 
3.820 4.870 8.690 10,25 

• Mengurus Ru mah 
436 19.697 20.133 23,74 

Tangga 
2.081 1.541 3.622 4,27 

• Lainnya 

Jumlah 20 15 44.439 37.655 82.094 100,00 

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka, 2016 
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Berclasarkan Tabel 4.5, menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja pada 

tahun 2015 lebih besar yaitu 61,74% dibandingkan dengan bukan angkatan kerja 

yaitu sebesar 38,26 %. Dari persentase angkatan kerja, yang bekerja menunjukkan 

angka lebih banyak dibandingkan yang sedang mencari pekerjaan. Secara 

persentase kondisinya suclah bagus, tetapi ditinjau clari aspek penggangguran. 

berarti pengganggurannya cukup tinggi ( sekitar 10% ). 

Lapangan pekerjaan yang tersedia dan menyerap tenaga kerja atau dengan 

kata lain penduduk yang berusaha di bidang, terbagi menjadi sembilan sektor 

lapangan pekerjaan yaitu Pertanian; Pertambangan clan Penggalian; Industri; 

Listrik Gas dan Air; Konstruksi; Perclagangan; Transportasi dan Komunikasi; 

Lembaga Keuangan; dan Jasa. Dari kesembilan sektor tersebut, pada tahun 2015 

sektor pertanian masih mendominasi lapangan pekerjaan di Kabupaten Bulungan 

sebesar 38%. Kemudian disusul sektor jasa sebesar 19% dan sektor perdagangan 

12%. Seclangkan sektor yang prosentasenya terkecil aclalah sektor listrik, gas clan 

air minum yaitu kurang dari 1 %. 

1% 
8% 

19% 

Garn bar 4.9 

• Pertanian 

• Pertambangan 

lndustri 

• Listrik, Gas dan Air 
Minum 

• Konstruksi 

• Perdagangan 

Transportasi 

Jasa 

Komposisi Sektor Lapangan Pekerjaan Kabupaten Bulungan Tahon 2015 

Untuk wilayah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat rendah terbesar 

memang masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan 
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kehutanan. Hal ini sesuai dengan potensi wilayah masing-masing baik untuk 

wwilayah pesisir maupun pedalaman. Sedangkan untuk perkotaan di wilayah 

Tanjung Selor sudah mulai kepada arah perdagangan & jasa. Namun yang menjadi 

kendala dari sektor-sektor tersebut yang sebagian besar merupakan pemanfaatan 

sumber daya alam yang terbaharui adalah pada pengolahan lanjut dari hasil SDA itu 

sendiri yang belum optimal sehingga belum memiliki nilai jual tinggi. Sebagian 

besar hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam skala besar seperti padi, 

buah-buahan dan udang langsung dijual tanpa pengolahan lanjut untuk menambah 

masa produk dan nilai jual. Padahal pada saat musim panen potensi tersebut sangat 

melimpah ruah dan cukup potensial untuk diolah lebih lanjut. Sedangkan untuk 

potensi kehutanan bersifat jangka panjang untuk pemeliharaannya agar memberikan 

hasil yang optimal. Bahk:an terkadang hasilnya tidak sesuai dengan modal yang 

telah dikeluarkan. Kondisi tersebut dapat disebabkan sifat usaha kehutanan masih 

dikelola secara individual atau skala kecil sehingga belum terkoordinir pengelolaan 

usahanya. 

2. Kebijakan CSR Kabupaten Bulungan 

a) Dasar Kebijakan 

Pencapaian visi misi Kabupaten Bulungan dalam rangka penanggulangan 

kemiskinan lima tahun mendatang tentunya diimbangi dengan kebijakan yang 

bersifat operasional sebagai arah pelaksanaan suatu program. Diantaranya adalah 

kebijakan CSR sebagai dasar pelaksanaan pogram CSR oleh seluruh stakeholder 

yang terlibat didalamnya. Kebijakan CSR di Kabupaten Bulungan tertuang dalam 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Peraturan Bupati Nomor 

17 Tahun 20 15 tentang Petunjuk Pelaksanaan TSLP (Tanggungjawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan Terbatas). Kebijakan dimaksud tentunya mengacu pada 
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peraturan perundang-undangan diatasnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Kebijakan terkait petunjuk pelaksanaan TSLP ini dimaksudkan untuk 

memberikan arahan bagi pelaksanaan program TSLP di daerah. Adapun petunjuk 

pelaksanaan TSLP bertujuan untuk : 

a. mewujudkan harmonisasi clan sinergisme antara pelaksanaan program TSLP 

dengan program pembangunan Pemerintah Daerah; 

b. mewujudkan bentuk dan tata cara bentuk penyusunan laporan serta pemberian 

penghargaan bagi Perseroan dan publikasinya; dan 

c. mewujudkan keberlanjutnya penyelenggaraan program TSLP. 

b) Standarisasi Operasional Prosedur (SOP) 

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak terlepas dari struktur 

birokrasi yang ada. Struktur birokrasi yang efektif merupakan akumulasi dari SOP 

yang jelas dan transparan, hierarki yang tidak rumit dan berlapis, adanya 

pembagian kerja yang proporsional serta spesialisasi kerja sesuai tuntutan 

kebutuhan publik. Kebijakan SOP mengatur perihal tatacara sinergisme, sistem 

pelaporan serta monitoring evaluasi program CSR di Kabupaten Bulungan. 

Sedangkan untuk hierarki telah diatur tingkatan kelembagaan terkait pengelolaan 

program CSR serta hierarki sinergitas program mulai dari level desa/kelurahan, 

kecamatan hingga kabupaten. 

Kebijakan terkait petunjuk pelaksanaan TSLP telah mengatur prosedur yang 

harus dilakukan oleh masing-masing stakeholder baik pemerintah daerah maupun 

perusahaan. Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib 

membuat program dan kegiatan TSLP. Perusahaan wajib menetapkan tanggung 
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jawab sosial clan lingkungan Perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan 

perusahaan.Program clan kegiatan TSLP dimaksud dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan az.as kepatutan dan kewajaran. 

Rencana kegiatan program TSLP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan 

dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah. Sinergi program 

diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 

pemanfaatan program TSLP dengan usulan dari basil penjaringan program 

melalui musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan dan 

Desa/Kelurahan. 

Dari segi eksekutif, Pemerintah Daerah berperan dalam : 

a. memberikan pemahaman kepada perusahan bagaimana membangun 

Perusahaan dan kepentingan bisnisnya yang berpihak pada pemerataan 

melalui TSLP, 

b. mensinergikan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam 

upaya percepatan penanggulangan kemiskinan; 

c. menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan 

program TSLP kepada forum pelaksana TSLP, 

d. mempublikasikan kepada masyarakat Perusahaan yang mendapatkan 

penghargaan (Perusahaan yang te!ah bersungguh-sungguh melaksanakan 

TSLP) 

e. memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan program TSLP 

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam 

penyelenggaraan TSLP. Kelembagaan TSLP terdiri dari Forum Pelaksana TSLP 

(FP-TSLP), Tim Fasilitasi Program dan Kegiatan TSLP (TF-TSLP). serta Tim 

Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TSLP. 
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I) Forum Pelaksana TSLP (FP-TSLP) 

FP-TSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh 

beberapa Perseroan. FP-TSLP dalam melaksanakan program TSLP 

menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing 

anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah. 

2) Tim Fasilitasi Program dan Kegiatan TSLP (TF-TSLP); 

TF-TSLP anggotanya terdiri dari SKPD terkait.TF-TSLP dibentuk oleh 

Bupati dan bertugas : 

~ memfasilitasi pelaksanaan Koordinasi dalam rangka sinergi dan 

sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan TSLP; 

~ menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta 

evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanan 

program TSLP kepada SKPD; 

~ membantu perencanaan Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan 

informasi, publikasi dan penghargaan program TSLP dengan pihak 

terkait; 

~ menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan TSLP dari 

Perusahaan swasta, BUMN/BUMD; 

~ menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan 

program TSLP serta menyusun sistem informasi implementasi TSLP 

berbasis website di Daerah;dan 

~ memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari 

unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. 

3) Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TSLP 

Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TSLP dibentuk oleh 

Bupati yang kepengurusannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, 

Perseroan, dan Masyarakat. Tim Koordinasi bertugas melakukan pertemuan 
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secara berkala dalam rangka koordinasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan, 

pelaksanaan program kegiatan TSLP dalam mendukung upaya percepatan 

dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di wilayah 

kecamatan. 

Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan kegiatan TSLP di 

Kecamatan menghimpun laporan dari perusahaan terkait alokasi pembiayaan 

TSLP dan pelaksanaannya. Hasil himpunan laporan disampaikan kepada 

Bupati, kemudian dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Bulungan. Laporan 

dipublikasi melalui media cetak. 

Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TLSP di kecamatan 

Kabupaten Bulungan melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif 

oleh pengurus untuk dilaporkan kepada Bupati. Monitoring dan evaluasi 

dilaksanakan untuk mengetahui capaian dan kemajuan program; menilai 

kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan;dan mendokumentasikan berbagai 

kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program. 

c) Realisasi Kebijakan 

Kebijakan akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila dapat 

dikomunikasikan dengan baik antara informan dengan pihak penerima. Untuk itu 

diperlukan komunikasi yang optimal agar seluruh informasi dapat diterima oleh 

pelaksana kebijakan. Dibutuhkan metode yang akurat, kejelasan informasi dan 

konsistensi dari informan terkait petunjuk pelaksanaan kebijakan. Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bulungan telah mengatur hal dimaksud dalam kebijakan CSR 

sebagai berikut. 

Secara keseluruhan kebijakan CSR telah menguraikan metode, substansi dan 

kedudukan komunikasi yang hams ditempuh dalam pelaksanaan CSR. Namun 

demikian beberapa stakeholder baik perusahaan maupun Pemerintah Daerah 
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Kabupaten Bulungan masih optimal melaksanakannya. Adapun implementasi 

kebijakan CSR aspek komunikasi dapat diuraikan sebagai berikut. 

Berdasarkan kebijakan yang ada, beberapa perusahaan belum mengikuti 

sosialisasi yang telah dilakukan mengingat berbenturan dengan jadwal kegiatan 

lapangan serta lokasi perusahaan yang cukup jauh. Namun dari petunjuk 

pelaksanaan yang telah disosialisasikan telah memberikan penjelasan terkait 

tujuan dan cara pelaksanaan CSR serta tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan maupun program perusahaan. 

Mengingat pentingnya petunjuk pelaksanaan teknis CSR sebagai pedoman 

perusahaan sebagai pelaksana, seharusnya informasi tersebut tidak terputus pada 

saat sosialisasi. Perlu adanya tindak lanjut agar informasi dimaksud tersampaikan 

kepada perusahaan misal surat tembusan atau disampaikan menggunakan surat 

elektronik kepada perusahaan yang tidak menghadiri sosialisasi. Hal tersebut 

sesuai dengan harapan salah satu comdev officer PT. SKI yang disampaikan pada 

wawancara tanggal 17 Januari 2017 bahwa : 

"Pada saat sosialisasi kami belum dapat hadir karena bersamaan dengan 
kegiatan di lapangan. Kami berharap ada surat tembusan Perbup-nya kepada 
kami. Kami sudah komunikasikan sebelumnya apabila ada hal-hal yang 
urgent bisa dikirimkan via e-mail dan kami telah tinggalkan alamat e-mail 
kami kepada bagian sekretariat Forum CSR" 

Oleh karena itu keberlanjutan informasi petunjuk pelaksanaan hams 

mendapat perhatian agar tersampaikan kepada pihak pelaksana CSR. Tidak hanya 

dari bentuk/cara penyampaiaan melainkan juga kejelasan substansi dari kebijakan 

itu sendiri. Suatu kebijakan hams memberikan kejelasan informasi baik tujuan, 

waktu maupun cara pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan CSR yang ada 

memang telah menjelaskan maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan CSR serta 

cara pelaksanaannya. Dalam implementasinya ruang lingkup waktu pelaksanaan 

belum diatur dalam kebijakan dan hanya ruang lingkup cara pelaksanaan saja 
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yang sudah tertuang. Namun secara tersirat dalam sosialisasi maupun rapat 

internal Forum CSR telah disampaikan bahwa waktu pelaksanaan adalah satu 

tahun anggaran mengikuti pola APBD Kabupaten Bulungan. 

Hal lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah konsistensi dari informasi. 

Artinya petunjuk pelaksanaan CSR tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta program pemerintah maupun norma di 

masyarakat. Kondisi riil menunjukkan bahwa kebijakan CSR tidak bertentangan 

baik secara vertical maupun horinsontal sehingga telah sesuai dengan kaidah 

konsistensi dari informasi. Secara keseluruhan untuk aspek komunikasi telah 

diimplementasikan sesuai kebijakan CSR yang telah ditentukan. 

Ketersediaan sumber daya yang maksimal memberikan dampak terhadap 

pelaksanaan kebijakan yang optimal. Sumber daya sendiri dapat dilihat dari 

ketersediaan staf, informasi, anggaran, fasilitas dan wewenang. Untuk staf telah 

diatur unsur-unsur yang berada dalam satu forum tanpa menyebutkan jumlah yang 

harus dipenuhi atau keahlian yang dimiliki. Kebijakan sumber daya berupa 

informasi diatur peran pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai informasi 

serta mempublikasikan perusahaan yang melakukan ketaatan dalam aturan. 

Sedangkan untuk finansial dituangkan dalam kebijakan bahwa anggaran 

koordinasi program dan kegiatan dibebankan kepada APBD serta anggaran 

program dan kegiatan dibebankan kepada perusahaan. Lebih jelasnya kebijakan 

CSR sumber daya dapat dilihat sebagai berikut. 

Sumber daya yang dimiliki oleh perusahan sebagai pelaksana CSR sangat 

beragam dan sesuai dengan core bisnis atau bidang usaha perusahaan itu sendiri. 

Untuk perusahaan sudah memiliki staf yang memadai dan memiliki keterarnpilan 

untuk pengelolaan program CSR, sedangkan untuk perbankan belum terdapat 

spesialisasi pekerjaan dan hanya memiliki kemampuan secara makro/managerial. 

Media informasi program CSR yang digunakan masih bersifat internal dan 
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dilaksanakan secara lisan melalui rapat teknis. Namun beberapa perusahaan 

lainnya telah memanfaatkan media informasi lainnya baik media sosial maupun 

website. Dari segi financial secara keseluruhan masih menginduk pada kantor 

pusat dalam pengalokasian dan penetapan program CSR. Sedangkan fasilitas 

pendukung program CSR diperuntukkan bagi kegiatan operasional seperti office, 

kendaraan, dan peralatan kantor. 

Selain komunikasi dan sumber daya, sikap pelaksana juga berpengaruh 

terhadap implementasi kebijakan CSR. Sikap pelaksana yang efektif terlihat dapat 

dilihat dari komitmen, tanggungjawab dan kepatuhan terhadap aturan. Program 

CSR dilaksanakan sebagai komitmen bersama untuk penanggulangan kemiskinan 

dengan tujuan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan dan 

sinergitas, sekaligus membangun investasi sosial untuk keberlanjutan usaha 

perusahaan. Program CSR didukung karena adanya kesamaan prioritas yaitu 

upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan membangun masyarakat 

lokal melalui paradigma, pola pikir, habbit serta attitude kemandirian untuk maju 

kedepan serta memiliki rasa kebersamaan. Hanya saja mengingat perusahaan tidak 

bergerak di bidang yang sama atau memiliki core bisnis yang berbeda sehingga 

prioritas program CSR menjadi berbeda-beda. 

Namun demikian perusahaan telah menyampaikan kewajibannya dalam hal 

pelaporan baik secara berjenjang maupun berkala. Hanya saja tidak melalui 

Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan kegiatan TSLP di Kecamatan 

mengingat belum terbentuk tim dimaksud. Sehingga pelaporan dihimpun secara 

terpisah baik di Bappeda, Bagian Perekonomian Setda serta di TKPKD Kah. 

Bulungan. Termasuk pelaporan ke DPRD Kab. Bulungan meskipun dipublikasi 

melalui media cetak bersama dengan informasi pembangunan lainnya. Program 

CSR dilaksanakan sesuai petunjuk teknis namun terkadang tidak sesuai dengan 
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usulan masyarakat karena adanya proses verifikasi clari Kantor Pusat. Hal ini 

dilakukan perusahaan agar program yang dihasilkan sebagai kebutuhan riil 

masyarakat untuk jangka waktu panjang. Usulan tersebut dinilai dari segi manfaat 

dan beberapa pertimbangan lainnya sehingga layak untuk menjadi rencana kerja 

yang akan ditetapkan oleh level top management. 

Dilihat dari aspek struktur birokrasi, prosedur pelaksanaan program CSR 

bersifat fleksibel sesuai kondisi di lapangan tanpa meninggalkan substansi dari 

prosedur yang telah ditetapkan terutama yang bersifat legalitas seperti 

pembebasan lahan. Pengawasan pelaksanaannya dilaksanakan secara internal 

sebagai bahan evaluasi termasuk pengawasan dari Kantor Pusat sebagai justifikasi 

atas pelaporan yang telah disampaikan. termasuk publikasinya dengan perusahaan 

lain yang berdekatan wilayah operasi untuk mengantisipasi overlapping program 

CSR. Adapun monev sebagai bentuk pengawasan belum dilaksanakan secara 

optimal guna sinergitas program CSR oleh Pemerintah Daerah Kab. Bulungan 

sesuai struktur kelembagaan yang telah ditetapkan. Namun perencanaan program 

CSR telah dilaksanakan sesuai hierarki yang ada mulai dari level desa hingga 

kabupaten meskipun belum terbentuk struktur kelembagaan yang utuh secara 

berjenjang sehingga overlapping kewenangan di tiin pelaksana program CSR 

masih terjadi. 

Program CSR di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu 

investasi dalam kaitannya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan 

khususnya dalam hal peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Fokus 

pembangunan bidang kesehatan ialah pada peningkatan akses dan mutu di bidang 

kesehatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan 

hidup bagi masyarakat Kabupaten Bulungan. Perhatian penanggulangan 

kemiskinan pada bidang kesehatan menjadi semakin penting dimasa desentralisasi 
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seperti ini, karena kemampuan daerah dalam menentukan arah clan kebijakan 

pembangunannya, akan menentukan pula pembangunan dibidang ini secara 

mendasar. Oleh karena itu perluasan akses dan peningkatan mutu di bidang 

kesehatan wajib diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakatnya Arab 

kebijakan dalam perluasan akses dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas 

sarana dan prasarana pelayanan secara merata serta promosi kesehatan yang 

menyentuh semua lapisan masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 

juga harus ditingkatkan melalui penyediaan tenaga kesehatan yang professional 

clan berkualitas dalam setiap pelayanan kesehatan, penyediaan sistem dan akses 

pelayanan kesehatan yang berkualitas serta dilakukan berbagai aktifitas untuk 

mencegah dan menganggulangi penyakit menular dan tidak menular di 

masyarakat. 

Untuk mewujudkan target pembangunan dalam rangka penanggulangan 

kemiskinan bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bulungan melaksanakan berbagai upaya dalam pokok­

pokok program sebagai berikut. 

1) Pelayanan kesehatan 

Program pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk penurunan angka 

kematian bayi dan balita meliputi pelayanan kesehatan neonates, pelayanan 

kesehatan bayi dan pelayanan kesehatan balita. 

Neonatus adalah bayi usia 0 - 28 hari, dimana usia ini masuk dalam kategori 

usia rawan sehingga perlu dilakukan pemantauan secara intensif. Cakupan 

Kunjungan Neonatus dipantau dari cakupan Kunjungan Neonatusl{KNI), 

dan Kunjungan Neonatus 3 (KN3). lndikator ini dapat diukur melalui akses 

atau jangkauan pelayanan kesehatan Neonatal. 
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Gambar4.10 

Cakupan Pelayanan KNl dan KN3 Tahon 2013 - 2016 
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Kunjungan Neonatus Lengkap dalam tiga tahun terakhir menunjukan telah 

memenuhi target renstra. Cakupan kunjungan neonatus pertama (KNl) di 

Kabupaten Bulungan pada tahun 2016 sebesar 99,6% sedangkan untuk 

kunjungan Neonatus Lengkap (KN3) sebesar 98,5%. 
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Gambar 4.11 

Cakupan Pelayanan KNl dao KN3 Menurut Puskesmas Tahon 2016 
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Cakupan Kunjungan Neonatal menurut Puskesmas tahun 2016 di atas terlihat 

cakupan tertinggi KNI Kabupaten Bulungan ada pada puskesmas Lon Beluah 

dan Puskesmas Bumi Rahayu sebesar I 0 I% dan capaian terendah terdapat 

pada Puskesmas Salimbatu sebesar 96,6%, sedangkan cakupan KN3 tertinggi 

pada Puskesmas Long Beluah sebesar 108,74% dan terendah ada pada 

Puskesmas Salimbatu sebesar 87,15%.Untuk lebih meningkatkan Kunjungan 

Neonatus di Kabupaten Bulungan pemerintah telah mengupayakan alokasi 

dana diantaranya melalui dana alokasi khusus Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK) disamping pendanaan lainnya. 

Kesehatan bayi dan balita hams selalu dipantau untuk memastikan 

kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan kesehatan bayi 

termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran 

keberhasilan upaya penurunan angka kematian bayi dan balita. Pelayanan 

kesehatan pada bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan 

sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini 

mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi 

sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. 

Cakupan kunjungan bayi ini adalah cakupan bayi yang mendapatkan 

pelayanan paripuma minimal 4 kali yaitu I kali pada umur 29 hari - 2 bulan, I 

kali pada umur 3 - 5 bulan, dan satu kali pada umur 6 - 8 bulan dan I kali 

pada umur 9 - 11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun 

waktu tertentu. 
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Gambar 4.12 
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi menurut Puskesmas 

Di Kabupaten Bulungan Tahon 2016 
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Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tahun 2016 terdapat 

2. 702 bayi dengan cakupan Pelayanan Kesehatan bayi di Kabupaten 

Bulungan sebesar 98,2% dari 2.751 jumlah bayi atau dapat dikatakan hampir 

semua bayi mendapatkan pelayanan kesehatan. Cakupan pelayanan 

kunjungan bayi terendah pada Puskesmas Antutan sebesar 78,4% dan 

cakupan tertinggi pada Puskesmas Tanah Kuning sebesar 112,9%. 

Selanjutanya yang menjadi fokus adalah kehidupan anakusia dibawah lima 

tahun yang merupakan bagian sangat penting. Usia tersebut merupakan 

landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, 

pertumbuhan, perkembangan, dan hasil pembelajaran anak di sekolah, 

keluarga, masyarakat dan kehidupan secara umum. Adapun batasan anak 

balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12-59 bulan. 

Pelayanan kesehatan pada anak balita yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 

meliputi: 
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};;>- Pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal delapan kali setahun 

(penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan minimal delapan 

kali dalam setahun). 

};;>- Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun yakni setiap bulan 

Februari dan Agustus. 

};;>- Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang balita 

minimal dua kali dalam setahun. 

};;>- Pelayanan Anak Balita Sakit sesuai standar menggunakan Manajemen 

Terpadu Balita Sakit {MTBS). 
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Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Tahun 2017 

Gambar 4.13 
Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita menurut Puskesmas 

Di Kabupaten Bulungan Tabon 2016 

Capaian lndikator pelayanan Kesehatan anak balita di Kabupaten Bulungan 

sudah berada diatas target renstra yaitu 92%, sedangkan untuk puskesmas 

yang masih berada dibawah target yaitu puskesmas Tanah Kuning (77,12), 

Long Bia (81,07%) dan Salimbatu (84,93%). 

Pelayanan kesehatan anak balita pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 85,5% 

dari 11 .156 balita. Dengan semakin tingginya cakupan pelayanan 

menunj ukan adanya tingkat kesadaran orang tua yang semakin baik terhadap 

pemantauan tumbuh kembang anak. Cakupan pelayanan tertinggi yaitu 
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Puskesmas Tanah Kuning sebesar 123,7% sedangkan puskesmas dengan 

cakupan terendah pada Puskesmas Bunyu sebesar 62,3%. 

2) Imunisasi 

Untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi serta anak 

balita perlu dilaksanakan program imunisasi untuk penyakit-penyakit 

yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3l). Idealnya bayi harus mendapat 

imunisasi dasar lengkap terdiri dari BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, 

HB 3 kali dan campak 1 kali. Untuk menilai kelengkapan imunisasi 

dasar bagi bayi, biasanya dilihat dari cakupan imunisasi DPT3 + HB, Polio 4 

dan Campak 80%. 
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Gambar 4.14 
Persentase Cakupan Pelayanan Imunisasi 

menurut Jenis lmunisasi di Kabupaten Bulungan Tabon 2016 

Sejak lima tahun terakhir hasil cakupan imunisasi rutin Kabupaten Bulungan 

telah mencapai target nasional >80% dengan indikator cakupan imunisasi 

campak dan angka drop out (DO) dibawah nasional <5%. Berdasarkan 

Garn bar 4.14 dengan sasaran bayi pada tahun 2016 sebesar 2.488 bayi, 

cakupan masing-masing jenis imunisasi DPT+HB 3/DPT-HB-Hib3 sebesar 

99,7%, Polio 4 sebesar 98,4%, Campak 100,3% dan imunisasi dasar lengkap 

sebesar 99,7%. Cakupan imunisasi pada tahun 2016 sudah sangat baik, 

43199

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



87 

terlihat pada imunisasi campak dan imunisasi dasar lengkap yang sudah 

rnencapai 100% yaitu rneningkat bila dibandingkan dari tahun sebelurnnya. 

Pada tahun sebelumnya imunisasi campak dan imunisasi dasar lengkap yang 

hanya 93% menurun dari tahun sebelumnya pada tahun 2014. Hal ini terjadi 

karena drop outyang terjadi dikarenakan sasaran yang tidak hadir anak sakit, 

pindah ternpat tinggal, lupa untuk irnunisasi lanjutan di bulan berikutnya. 

Program imunisasi dapat berjalan secara efektif clan rnemberikan dampak 

penurunan kejadian penyakit apabila kelengkapan imunisasi telah 

terlaksana dan mutu pelayanan imunisasi diterapkan sesuai standar, 

terutama dalam penangan cool chain. 

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi 

yaitu Universal Child Immunization (UCI) desa/kelurahan. UCI 

desa/kelurahan adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana 2: 80% dari 

jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah 

mendapat imunisasi dasar lengkap. 

Target Renstra Dinas Kesehatan untuk cakupan desa/kelurahan UCI pada 

tahun 2015 sebesar l 00%. Sedangkan pada tahun 2016 semua 

desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bulungan termasuk dalam 

Desa/Kelurahan UCI dan sudah mencapai target Nasional yaitu l 00%. 

Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dimana cakupan 

desa/kelurahan UCI di Kabupaten Bulungan sebesar 98,8% yaitu terdapat 

satu kelurahan di wilayah Puskesmas Tanah Kuning yang belum memiliki 

capa1an sebesar 100% sehingga be I um mencapai target Renstra pada tahun 

2015. 
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3) Gizi 

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 

Tahun 2012 adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 

enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau 

minuman lain (kecuali obat, vitamin dan mineral). ASI mengandung 

kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung protein untuk daya 

tahan tubuh dan pembunuh kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian 

ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada bayi. Kolostrum 

berwama kekuningan dihasilkan pada hari pertama sampai hari ketiga. Hari 

keempat sampai hari kesepuluh ASI mengandung immunoglobulin, protein, 

dan laktosa lebih sedikit dibandingkan kolostrum tetapi lemak dan kalori 

lebih tinggi dengan wama susu lebih putih. Selain mengandung zat-zat 

makanan, ASI juga mengandung zat penyerap berupa enzim tersendiri yang 

tidak akan menganggu enzim di usus. 
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinos Kesehatan Tahun 2016 
Gambar 4.15 

Cakupan Pemberian ASI EkslusifMenurut Puskesmas 
di Kabupaten Bulungan Tahon 2015 

Mengacu pada target Renstra 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 

sebesar 80 persen, cakupan pemberian ASI eksklusif Dinas kesehatan sebesar 

59,4 persen belum mencapai target. Menurut data dari Bidang Kesehatan 

Masyarakat Dinas Kesehatan Kab_ Bulungan, hanya terdapat dua Puskesmas 
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yang berhasil mencapai target yaitu Puskesmas Bumi Rahayu (83,33 persen) 

dan Tanjung Palas (88, 17 persen). Puskesmas Salimbatu (52, 76 persen), 

Tanah Kuning (44,95 persen), dan Bunyu (36,56 persen) merupakan tiga 

Puskesmas dengan capaian terendah. 

Rendahnya cakupan pemberian ASI Eksklusif 0-6 bulan dapat disebabkan 

masih kurangnya pemahaman masyarakat bahkan petugas kesehatan tentang 

manfaat dan pentingnya pemberian ASI Eksklusif kepada bayi usia 0-6 

bulan, adanya promosi yang intensif susu formula, pemantauan sulit 

dilakukan, pencatatan dan pelaporan yang kurang tepat, masih kurangnya 

tenaga konselor ASI di lapangan, Rumah Sakit dan Bersalin, belum adanya 

sanksi tegas bagi RS/Klinik Bersalin/Bidan Praktek yang belum sayang bayi, 

serta masih rendahnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD). 

Penanggulangan kemiskinan di bidang kesehatan tidak hanya dilakukan 

semata-mata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melainkan juga 

didukung oleh perseroan melalui program CSR. Program CSR yang telah 

dilaksanakan di Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu tahun 2016 telah 

mencakup berbagai bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, 

lingkungan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan 

program CSR yang dilaksanakan berupa kegiatan pendampingan, bantuan 

stimulan baik barang maupun dana bergulir termasuk: pembangunan infrastruktur. 

Upaya di bidang kesehatan yang telah dilakukan beberapa perusahaan mengarah 

pada upaya penurunan angka kematian bayi dan balita di wilayah kerja masing­

masing perusahaan yang menjadi kelompok binaan. Lebih jelasnya beberapa 

program CSR yang telah dilaksanakan oleh pihak swasta di bidang kesehatan 

pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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1) PT. LAMINDO INTER MILIKON 

PT. Lamindo Inter Milikon merupakari perusahaan yang bergerak di bidang 

usaha pertambangan dengan wilayah operasi pada Kecamatan Bunyu meliputi 

tiga desa yaitu Desa Bunyu Timur, Desa Bunyu Barat dan Desa Bunyu 

Selatan. Program CSR di bidang kesehatan yang telah diupayakan oleh PT. 

PT. Lamindo Inter Milikon dalam upaya penurunan angka kematian bayi dan 

balita adalah program pemberian makanan tambahan dengan sasaran bayi dan 

balita yang memiliki gizi buruk. Dari rentang 9 tahun program ini telah 

berjalanterdapat perubahan yang signifikan dimana status gizi buruk di 3 desa 

menjadi 0% kecuali di Desa Bunyu Timur yang masih terdapat I bayi dengan 

gizi buruk yang merupakan penduduk migrasi dari daerah lain. Selama 

program CSR berjalan dilakukan pemantauan dengan melibatkan kader 

posyandu dan tenaga medis untuk mengevaluasi kecukupan gizi bayi dan 

balita sehingga menekan angka kematian bayi dan balita. Disamping itu 

dengan nutrisi yang cukup akan menghasilkan generasi yang cemerlang 

sebagaimana diungkapkan oleh Kepala CSR PT. Lamindo Inter Milikon 

dalam wawancara pada tanggal 16 Januari 2016 bahwa: 

"Ada perubahan yang signifikan dari program ini dimana status gizi 
buruk menjadi nol. Kami berharap dengan nutrisi yang terpenuhi, bayi 
:dan balita dapat tumbuh dan berkembang sesuai bakat yang dimiliki. 
Tidak harus unggul dari segi akademis melainkan juga skill lainnya dan 
ini merupakan investasi jangka panjang yang harus dipersiapkan sejak 
dini. Kami berharap dapat memberikan program lainnya di bidang 
kesehatan yang menstimulus kemampuan anak-anak, tidak sekedar 
menurunkan angka kematian bayi dan balita". 

Kondisi tersebut menunjukkan komitmen PT. Lamindo Inter Milikon untuk 

mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam 

pelayanan kesehatan bayi dan balita sebagai upaya penanggulangan 

kemiskinan bidang kesehatan melalui pemberian makan tambahan. Terutama 
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pemberian nutrisi ini sangat mendukung prioritas program I 000 hari 

kehidupan yang juga merupakan program nasional Kementerian Kesehatan. 

Bantuan stimulan makanan tambahan berupa barang diberikan kepada sasaran 

penerima program guna meminimalisir penyalahgunaan jika diberikan dalam 

bentuk uang. Termasuk sinergitas dalam dengan tenaga kesehatan dalam 

evaluasi program guna penetapan rumah tangga sasaran sehingga tidak terjadi 

inclusive error dan eksklusif error. 

Tabel 4.6 
Analisis Program CSR Bidang Kesehatan PT. LAMINDO INTER MILIKON 

Kegiatan Kelompok Alokasi Output Analisis 

Sasaran Anggaran Lokasi 

Pemberian Bayi dan 204.000.000,- Posyandu Tersedianya Kegiatan ini 

makanan balita di 3 desa susu sebagai upaya 

tam bah an yang (Bunyu entrakids preventif untuk 

memiliki Barat, setiap penanggulangan 

gizi buruk Bunyu bulannya gizi buruk 

(bayi Timur, termasuk secara 

berat lahir Bunyu tidak langsung 

rendah, Selatan) berpengaruh 

pada kesehatan 

bayi dan balita. 

Sumber : Hasil Analisis, 2017 

2) PT. DHARMA INTISA WIT LEST ARI 

Kurun waktu lima tahun sejak tahun 2012 ijin usaha perkebunan di 

Kabupaten Bulungan, PT. Dhanna Intisawit Lestari telah melaksanakan 

program CSR di berbagai bidang. Diantaranya adalah bidang kesehatan di 

wilayah kerja perusahaan meliputi Desa Jelarai, Tanjung Agung dan 

Wonomulyo. Program CSR bidang kesehatan yang telah dilakukan berupa 

43199

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



92 

kegiatan pelayanan kesehatan, imunisasi, perbaikan gizi dan promosi 

kesehatan. Secara keseluruhan program yang dilakukan merupakan upaya 

preventif sebagai pencegahan terhadap penurunan kondisi kesehatan dengan 

melibatkan peran serta masyarakat serta tenaga medis setempat. Adanya 

keterlibatan masyarakat diharapkan memunculkan perubahan perilaku 

sehingga mengubah kondisi status kesehatan baik individu dan masyarakat. 

Hal tersebut senada dengan apa yang diharapkan oleh Kepala CSR PT. 

Dharma Intisawit sebagaimana diungkapkan pada wawancara tanggal 26 

Januari 2017 bahwa : 

"CSR ini bukan hanya bersifat bantuan satu arah tapi bagairnana ada 
kedekatan emosional antara masyarakat dengan perusahaan sehingga 
secara perlahan kita dapat merubah pola pikir mereka. Mungkin jika 
dilihat dari nominal itu tidak seberapa, tapi dengan memberikan 
pendekatan yang positif dan motivasi kita dapat merubah status 
kesehatan mereka. Sebelumnya mereka tidak terbiasa dengan pola hidup 
bersih. Mereka bebas tidak menggunakan alas kaki, tidak berganti baju, 
jarang rnandi, tidak mencuci tangan dan hal lainnya karena keterbatasan 
akses informasi. Namun secara perlahan dengan kita terns rnengajak ke 
pola hidup bersih sebagai bagian dari promosi kesehatan, muncul 
kesadaran dari masyarakat untuk mengupayakan tindakan preventif'. 

Hal tersebut menunjukkan adanya sinergitas yang ingin dibangun oleh 

perusahaan dengan masyarakat mengingat adanya peran perusahaan sebagai 

agent development termasuk bermitra dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bulungan dalam upaya penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan. 

Masyarakat diperlakukan tidak hanya sebagai objek melainkan mitra sosial 

dengan pendekatan partisipatif guna pemberdayaan masyarakat itu sendiri. 

Adanya inisiatif masyarakat secara individu yang dimulai dari paradigma 

hidup sehat akan memberikan dampak secara luas bagi keluarga, desa, 

kecamatan hingga kabupaten. 
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Tabel 4.7 
Anlis" p a IS ro1 ram CSRB"d I an2 ~ b PT DHARMA INTISA WIT LESTARI ese atan . 

Kegiatan Kelompok Alokasi Output Analisis 

Sa saran Anggaran Lokasi 

Pemberian Bayi dan 7.200.000,- Posyandu Tersedianya Kegiatan 

makanan balita Jelarai dan makanan ini tidak 

tambahan Wonomulyo tambahan hanya 

(bubur ayam, sebagai 

bubur kacang upaya 

ijo) preventif 

Pelayanan Bayi, balita Tergantung Puskesmas Tersedianya untuk 

kesehatan & dan pelayanan Bumi 
. . . 

penanggul unumsas1 

imunisasi karyawan yang Rahayu dasar lengkap angan gizi 

perusahaan diberikan serta buruk 

pelayanan serta 

kesehatan peningka 

Pemeriksaan Karyawan Penyediaan Puskesmas Terdeteksinya tan 

NA wanita& bah an Bumi status imunitas 

istri Rahayu kesehatan yang 

karyawan reproduksi berpeng 

I wanita aruh pada 

Sosialisasi Kary a wan - Office Tersedianya penurunan 

kaki gajah perusahaan perusahaan informasi angka 

filariasis kematian 

(sumber bayidan 

pen yak it, balita. 

cara penularan, Melainkan 

tindakan juga untuk 

preventif, kesehatan 

tindakan ibu dan 

kuratit) promosi 

kesehatan 

berbasis 

masyara 
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Kegiatan Kelompok Alokasi Output Analisis 

Sasaran Anggaran Lokasi 

kat. 

Beberapa 

kegiatan 

adalah 

sharing 

dengan 

rujukan 

layanan 

kesehatan 

yaitu 

puskesmas 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 

3) PT. PRIMA KHATULISTIWA NUSANTARA 

PT. Prima Khatulistiwa Nusantara sebagai perusahaan di bidang usaha 

pertambangan telah menjalankan program CSR melalui departemen comdev 

dengan bertumpu pada empat pilar yang saling berkaitan diantaranya 

kesehatan & nutrisi. Program pada pilar kesehatan dan nutrisi meliputi 

pelayanan dan pendidikan kesehatan masyarakat, peningkatan gizi anak, 

pengembangan kesehatan & sanitasi lingkungan serta sarana air bersih. Pada 

tahun 2016 PT. Prima Khatulistiwa Nusantara telah melaksanakan kegiatan 

pemberian makanan tambahan balita pada posyandu di tiga kelompok 

wilayah dampingan (Desa Tengkapak, Apung, Tanjung Agung, Sajau Pura, 

Wonomulyo, Salimbatu dan Kelubir). 

Perusahaan dengan motto "melakukan Comdev dengan hati, cepat, efektif dan 

berbagi manfaaf' ini telah melakukan monitoring dan perbaikan status gizi 

bekerjasama dengan petugas kesehatan untuk menyasar 75 balita yang masih 
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malnutrisi (dibawah garis kuning dan dibawah garis merah). Disamping itu 

juga dievaluasi tingkat kehadiran bayi dan balita di posyandu untuk 

pelayanan kesehatan baik pemeriksaan rutin maupun imunisasi. Berdasarkan 

data yang tersedia, kehadiran bayi dan balita setiap bulan di fasilitas 

kesehatan adalah 1.099 balita dari total 1.636 balita atau sebesar 67, 17%. 

Berarti kesadaran masyarakat masih belum optimal untuk mendukung upaya 

penurunan angka kematian bayi dan balita meskipun status gizi sebagian 

besar di setiap kelompok wilayah diatas 85%.Disamping pemberian makanan 

tambahan dan pelayanan kesehatan, PT. Prima Khatulistiwa Nusantara juga 

bersinergi dengan lintas stakeholder lainnya (Dinas Kesehatan, Puskesmas 

Bumi Rahayu) melalui peningkatan kader posyandu serta sosialisasi 

kesehatan masyarakat. Tentunya kedepan akan ada pengembangan program 

CSR di bidang kesehatan sebagaimana dikemukakan oleh Comdev Manager 

PT. Prima Khatulistiwa Nusantara pada wawancara tanggal 18 Januari 2017 

bahwa: 

"Kami mencoba mengembangkan adanya program pos gizi. Jadi dalam 
satu puskesmas akan ada satu pos gizi yang bersifat sebagai pusat 
penanggulangan gizi bayi dan balita di sekitar wilayah puskesmas.. 
Metodenya kita buat terbalik dari biasanya. Kita akan melihat bagaimana 
pola atau budaya dari rumah tangga miskin atau berpenghasilan rendah 
dalam pemberian nutrisi atau pelayanan kesehatan bagi anak-anak 
mereka yang tidak malnutrisi. Jadi dari kondisi input yang negatif tetapi 
outputnya positif. Pendekatannya lebih kepada aspek perilaku 
masyarakat". 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya satu konsep pengembangan upaya 

kesehatan bayi dan balita melalui best practice. Melalui sharing pengalaman 

yang telah terbukti diharapkan adanya transfer knowledge secara meluas 

kepada masyarakat sekitar. Sekali lagi partisipasi masyarakat menjadi kunci 

keberhasilan program ini. Sinergitas antara perusahaan, pemerintah daerah 

dan masyarakat akan lebih memudahkan pencapaian target penurunan angka 
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kematian bayi dan balita. Masyarakat harus diberikan ruang untuk terlibat dan 

berkreasi untuk: pengembangan program kedepannya. 

Kegiatan 

Pemberian 

makanan 

tambahan 

Peningkatan 

kader 

posyandu 

Sosialisasi 

penyakit 

kaki gajah 

&POPM 

(pemberian 

obat 

pencegahan 

massal) 

Tabel 4.8 
Analisis Program CSR Bidang Kesehatan 

PT. PRIMA KHATULISTIW A NUSANT ARA 

Kelompok Alokasi Lokasi Output 

Sasaran Anggaran 

Balita dan - 3 Tersedianya 

PAUDdi posy an du makanan 

wilayah (KMO, tambahan untuk 

operasi SMO, 75 balita 

RMO) 

Kader - Des a Peningkatan 

posyandu Gunung pengetahuan & 

desa Sari keterampilan 

dampingan kader 

Seluruh - Ruang Terselenggaranya 

karyawan Meeting pemberian obat 

PT.PKN Kantor pencegahan 

Tam bang massal pada 

PT.PKN wilayah endemik 

Sumber: Hasil Ana/isis, 2017 

Analisis 

Kegiatan ini 

tidak hanya 

sebagaiupaya 

preventif untuk 

penanggulangan 

gizi buruk serta 

peningkatan 

imunitas yang 

berpengaruh 

pada penurunan 

angka kematian 

bayi dan anak. 

Melainkan juga 

untuk promosi 

kesehatan 

berbasis 

masyarakat 

serta 

peningkatan 

sumberdaya 

kesehatan 

dalam hat ini 

kader posyandu. 
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4) PT. SANGGAM KAHURIP AN INDONESIA 

Sebagai salah satu perusahaan di bidang usaha perkebunan, PT. Sanggam 

Kahuripan Indonesia telah menjalankan program CSR melalui departemen 

pranata humas dengan bertumpu pada empat pilar yang saling berkaitan 

diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya. Pilar lainnya yang 

menjadi andalan adalah pemberdayaan perempuan melalui gerakan 

SRIKANDI. Khusus di bidang kesehatan telah dilakukan beberapa kegiatan 

diantaranya pelatihan & sosialisasi kesehatan masyarakat, pemberian 

imuniasasi dasar lengkap serta pengolahan sampah dengan pola SR di 

wilayah dampingan dengan pusat rujukan di PKM Pimping. 

Dalam pelaksanaan program CSR bidang kesehatan, PT. Sanggam Kahuripan 

Indonesia melibatkan partisipasi kader posyandu serta tenaga medis 

puskesmas setempat untuk bersinergi mencapai target pembangunan bidang 

kesehatan. Tentunya kedepan akan ada pengembangan program CSR di 

bidang kesehatan sebagaimana dikemukakan oleh Pranata Humas PT. 

Sanggam Kahuripan Indonesia pada wawancara tanggal 17 Januari 2017 

bahwa: 

"Memang saat ini kami masih fokus melibatkan karyawan perusahaan 
beserta keluarga dan belum menjangkau masyarakat luas. Kedepannya 
kami akan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dan bermitra 
dengan tenaga kesehatan serta kader posyandu di desa sekitar wilayah 
perusahaan. Pendekatannya tetap berbasis kepada pemberdayaan 
masyarakat dan kami selaku fasilitator program yang akan dilaksanakan" 

Program yang telah dilaksanakan oleh PT. Sanggam Kahuripan Indonesia 

memang masih pada upaya peningkatan pemahaman masyarakat secara 

umum tentang upaya kesehatan. Kegiatan yang sinergis dengan pemerintah 

daerah khusus penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan difokuskan 

pada pemberian imunisasi sebagai upaya preventif dalam peningkatan 
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imunitas atau kekebalan tubuh. Termasuk peningkatan partisipatif masyarakat 

dalam promosi kesehatan untuk pencegahan penyakit menular maupun 

endemik. 

Kegiatan 

Pemberian 

imunisasi 

dasar 

Sosialisasi 

parenting, 

TBC, HlV, 

kanker 

Sosialisasi 

penyakit 

kaki gajah 

&POPM 

(pemberian 

obat 

pencegahan 

massal) 

Tabel 4.9 
Analisis Program CSR Bidang Kesehatan 

PT. SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA 

Kelompok Alokasi Output 
Lokasi 

Sasaran Anggaran 

Bayidan Poliklinik Peningkatan 

balita internal imunitas bayi 

(anak-anak perusahaan dan balita 

karyawan) 

Seluruh - Ruang Peningkatan 

karyawan meeting pemahaman 

PT.SKI perusahaan masyarakat 

PT. 

SKl/PKM. 

Pimping 

Seluruh - Poliklinik Terselenggaranya 

karyawan internal pemberian obat 

PT. SKI perusahaan pencegahan 

massal pada 

wilayah endemik 

Analisis 

Kegiatan ini 

tidak hanya 

sebagai 

upaya 

preventif 

untuk 

peningkatan 

imunitas 

yang 

berpengaruh 

pad a 

penurunan 

angka 
I 

kematian 

bayidan 

anak. 

Melainkan 

juga untuk 
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Kegiatan Kelompok Alokasi Output Analisis 
Lokasi 

Sasaran Anggaran 

promosi 

kesehatan 

berbasis 

masyarakat. 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 

5) BRI T ANJUNG SELOR 

BRI Tanjung Selor sebagai perusahaan di bidang usaha perbankan atau 

lembaga ekonomi mikro telah menjalankan program CSR melalui departemen 

Akuntansi dengan bertumpu pada core bisnis perbankan yaitu di bidang 

keuangan mikro. BRI Tanjung Selor telah melaksanakan program CSR di 

bidang kesehatan yaitu kegiatan operasi katarak bagi rumah tangga miskin. 

Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bulungan melalui Dinas Kesehatan serta Puskesmas Tanjung Selor. 

Perbankan yang bergerak hingga ke pelosok ini juga bermitra dengan 

stakeholder lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan diluar bidang 

kesehatan. Diantaranya bantuan permodalan dengan masyarakat binaan 

perusahaan lainnya sesuai bidang keuangan yang memang menjadi core 

business. Kedepannya BRJ Tanjung Selor berharap adanya pengembangan 

program CSR di bidang kesehatan sebagaimana dikemukakan oleh Account 

Officer BRI Tanjung Se I or pada wawancara tanggal 13 Januari 2017 bahwa : 

"Kami agak kesulitan jika mengusulkan kegiatan yang bukan core 
business kami, kecuali jika ada proposal dari mitra kerja misal 
Pemerintah Daerah atau pihak lainnya. Sebenarnya melalui core business 
kami telah berupaya membantu masyarakat untuk peningkatan 
kesejahteraan secara tidak langsung karena pendampingan kegiatan 
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dilakukan oleh mitra lainnya. Namun intinya adalah sinergitas program, 
bagaimana kita dapat mengambil peran dalam peningkatan kesejahteraan 
masyarakat". 

Program yang telah dilaksanakan oleh BRI Tanjung Selor merupakan suatu 

bentuk komitmen nyata dan sinergitas dengan stakeholder lainnya dalam 

upaya peningkatan kesehatan masyarakat pada umumnya. Memang masih 

belum fokus pada penurunan angka kematian bayi dan balita melainkan 

bantuan kesehatan guna peningkatan produktifitas masyarakat. 

Tabel 4.10 
Analisis Program CSR Bidang Kesebatan BRI Tanjung Selor 

Kegiatan Kelompok Alokasi Output Analisis 
Lokasi 

Sasaran Anggaran 

Operasi Masyarakat Rp 120 juta PKM. Peningkatan Kegiatan ini 

katarak miskin Tanjung kemampuan tidak 

sebanyak Se I or masyarakat berpengaruh 

44 orang pada penurunan 

angka kematian 

bayi dan anak. 

Melainkan upaya 

kesehatan untuk 

masyarakat 

berpenghasilan 

rendah sehingga 

menjadi 

produktif 

kembali. 

Sumber: Hasil Analisis, 201 7 
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B. Karakteristik Responden 

Berdasarkan survey primer pada tanggal 16 - 27 Januari 2017 dengan 

menyebarkan kuisioner kepada responden baik perusahaan maupun masyarakat, peneliti 

menerima secara utuh 100 kuisioner. Data yang valid diberikan oleh responden dengan 

mengisi kuisioner didampingi oleh peneliti sehingga apabila masih kurang jelas atau 

terdapat keragu-raguan dilakukan penjelasan langsung oleh peneliti kepada responden 

di lokasi survey. Selanjutnya dilakukan pengolahan data kuisioner sehingga 

karakteristik responden dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Umur dan Jenis Kelamin 

Dilihat dari kelompok umur, secara keseluruhan responden merupakan usia 

produktif 25-64 tahun dengan didom inasi oleh kelompok umur 31-40 tahun sebesar 

44%. Sedangkan dari segi jenis kelamin didominasi oleh responden laki-laki. Hal ini 

menunjukkan adanya keterwakilan gender serta kelompok umur . 

• 

· 1· Perempuan, • 31-40tahun, 
22 p p uan, uan, 

21 30 tab 41-50 tahun, 4 . mm 
~ ;. . un, Laki-Laki, 31· Laki-Laki, 4J Penmmr,an > 

11 Laki-.t!4ki,21- 40tabun,22 SOtabun 19 1-:h;_r~1r•~ 
Pe~ao < ' ·~mm;•.L 

20 'i 1' ~Blm~Jlki Perempuan • Total 50 tabun, 7 ta rnn, 

Sumber : Hasil Perhitungan, 201 7 
Gambar 4.16 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 

2. Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir didominasi oleh 

responden dengan tingkat pendidikan sarjana (S-1 ) sebanyak. 4 7 orang atau sebesar 
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47%. Sedangkan responden dengan jenjang pendidikan dibawah diploma hanya sebesar 

27%. Dengan demikian menunjukkan tingkat pemahaman responden untuk memberikan 

jawaban pada setiap item pertanyaan dapat diterima secara logis sesuai jenjang 

pendidikan yang telah dijalani. 

3. Pekerjaan 

Sumber : Hasi/ Perhitungan, 2017 
Gambar 4.17 

Karakteristik Respoodeo Berdasarkao Peodidikan 

Berdasarkan jenis pekerjaan, maka secara keseluruhan didominasi oleh responden 

yang bekerja sebagai PNS dan swasta masing-masing dengan prosentase 33% dan 43%. 

Lainnya adalah responden yang bekerja sebagai petani (3%), ibu rumah tangga (3%), 

dosen (7%), tenaga medis (4%), perangkat desa (6%) dan mahasiswa (1%). Kondisi 

tersebut menunjukkan heterogenitas atau adanya keterwakilan di berbagai mata 

pencaharian/pekerjaan. 

Sumber : Hasil Perhitungan, 2017 
Garn bar 4.18 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 
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4. KeterlibatanDalam Program CSR 

Sebagian besar responden pemah terlibat dalam program CSR baik sebagai 

pelaksana (32%), penerima program (5%) atau fasilitator (16%). Sedangkan 47% 

lainnya merupakan responden yang tidak pemah terlibat dalam program CSR. Adapun 

jangka waktu pengalaman selama terlibat dalam program CSR pun variatif. Sebagian 

besar telah berkecimpung selama 1-3 tahun yaitu sebesar 29% dan selama 4-6 tahun 

sebesar 14%. 

Sumber: Basil Perhitungan, 2017 

Gambar4.19 

• Pelaksana 

• Peneri ma 

, Fasilitator 

• Tidak pernab 
terlibat 

Karakteristik Responden Berdasarkan PartisipasiDalam Program CSR 

• 1-3 lhn 

• 4-<• thn 

- 9 llm 

I • •) thn 

Pebksana Penl"rima F~lsilitator 

Sumber: Basil Perhitungan, 2017 

Gambar 4.20 
Karakteristik Respoodeo Berdasarkao Waktu Peogalaman 

Keterlibatan Dalam Program CSR 
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C. Analisis Deskriptif Variabel Implementasi Kebijakan CSR dan 
Penanggulangan Kemiskinao Bidaog Kesehatan 

Secara deskriptif dapat digambarkanjawaban responden terhadap item-item 

pertanyaan yang disampaikan pada setiap variabel implementasi kebijakan (sub variabel 

baik komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi) dan variabel 

penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan. 

1. Variabel Implemeotasi Kebijakao 

a) Sub Variabel Komuoikasi 

Komunikasi merupakan salah satu faktor pen ting dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan. Mengkomunikasikan suatu kebijakan 

bukan hanya sekedar menyampaikan informasi dari pengambil kebijakan kepada 

sasaran kebijakan melainkan bagaimana kebijakan dapat dilaksanakan secara utuh 

oleb sasaran kebijakan melalui komunikasi yang efektif. Secara umum Edwards 

membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, 

konsistensi clan kejelasan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikai1 

keputusan, pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan surat 

perintah telah dikeluarkan. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus 

diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi kebijakan tersebut harus jelas. 

Kebijakan harus menjelaskan tujuan, waktu dan cara suatu program dilaksanakan. 

Ketidakjelasan kebijakan akan menyebabkan interpretasi yang salah bahkan 

mungkin bertentangan dengan makna pesan awalnya. Apabila implementasi 

kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus 

konsisten dan jelas. 

Jadi komunikasi menjadi faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan. Keberhasilan komunikasi yang efektif adalah 

bagaimana informasi dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh informan. 
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Hal tersebut tergantung pada media yang dipergunakan, cara penyampaian serta 

substansi dari informasi itu sendiri. Untuk mengukur sub variabel komunikasi 

merujuk pada kerangka pemikiran sebelumnya melalui 3 dimensi utama yaitu 

bentuk/cara, kejelasan informasi dan konsistensi. Lebih jelasnya pengamatan yang 

diperoleh dari kuisioner ditampilkan dalam basil tabulasi data sebagai berikut. 
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Tabel 4.11 
Proporsi Jawaban Respooden Terbadap Pernyataan Sub Variabel Komunikasi (X1) 

ITEM 'i fFrekuensi) 

PERTANYAAN STS TS R s SS 

X 1. 1 (bentuk komunikasi) 1 4 5 60 30 

X 1.2 (penerima komunik~ 1 2 10 62 25 

Xl.3 (sasaran infonnasi) I 4 14 59 22 

XI .4 (keielasan tujuan) 0 I 6 60 33 

Xl.5 (keielasan waktu) 0 I 9 72 18 

X 1.6 (keielasan cara) 0 2 10 65 23 

X 1.7 (konsistensi aturan) 0 1 6 49 44 

X 1.8 (konsistensi program) 0 0 6 55 39 

XI. 9 (konsistens i nonna) 0 0 4 57 39 

PENENTUANKATEGORI DALAM SUB VARIABEL - -

Nilai lndeks Minimum 

Nilai lndeks Maksimum 

Range 436 . 397 

Jeniang Range 39 : 5 

PENENTUANKATEGORI JUMLAH SUB VARIABEL 

Skor nXi.i n 

Nilai lndeks Minimum I x 9 x JOO 

Nilai lndeks Maksimum 5 x 9 x 100 

xi (Bobot) 
y 

100 1 2 3 4 5 

100 I 2 3 4 5 

100 I 2 3 4 5 

100 I 2 3 4 5 

100 I 2 3 4 5 

100 I 2 3 4 5 

100 I 2 3 4 5 

100 1 2 3 4 5 

100 I 2 3 4 5 

Prosentase 

Jumlah Jawaban 

= 397 

= 436 

= 39 

= 7.8 Kategori 

Jumlah 

= 900 

= 4500 

1 

1 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

4 

8 

2 

2 

4 

2 

0 

0 

Ji.xi Lfi.xi 

15 240 150 414 

30 248 125 408 

42 236 110 397 

18 240 165 425 

27 288 90 407 

30 260 115 409 

18 196 220 436 

18 220 195 433 

12 228 195 435 

JUMLAH 3764 

Total Skor Sub Variabel 

Nilai Indeks Maksimum 

3764 

4500 

x 100 83,644 

Tinggi 

KATEGORJ 

Cukuo 

Rend ah 

Sangat Rendah 

Tinggi 

Rend ah 

Rend ah 

Sangat Tirnn>i 

Sangat Tingl!:i 

Sangat Tinggi 

Tin1ni:i 

x 100% 

.... 
0 en 
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Berdasarkan hasil tabulasi data dimaksud diatas, menunjuk.kan bahwa adanya 

variasi sub variabel komunikasi mulai dari kategori sangat rendah hingga sangat 

tinggi. Namun secara keseluruhan sub variabel komunikasi memberikan 

tanggapan positif pada kategori tinggi dengan skor 3764 atau 83,64% dari 

keseluruhan tanggapan responden. 

Terkait dimensi bentuk/cara komunikasi yang dilakukan, bahwa pada 

umumnya responden memberikan tanggapan ke arah negatif untuk bentuk, 

penerima dan sasaran informasi dengan total skor masing-masing secara berturut 

sebesar 414, 408 dan 397 sehingga dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi cukup 

hingga sangat rendah. Berdasarkan item pertanyaan 1-3 bahwa sebagian besar 

responden menyatakan sosialisasi yang dilakukan sudah cukup, hanya saja belum 

melibatkan seluruh stakeholder pelaksana program CSR dan belum disampaikan 

secara tepat kepada rumah tangga sasaran yang berhak menerima program. 

Demikian halnya jika dilihat dari segi kejelasan informasi, responden 

menyatakan bahwa petunjuk teknis belum menjelaskan waktu dan cara 

pelaksanaan program CSR secara terinci. Namun demikian mendapat tanggapan 

positif dengan skor 425 bahwa petunjuk teknis telah menjelaskan tujuan program 

CSR dilaksanakan. Hal lain yang dapat diamati dari item pertanyaan 7-9 adalah 

adanya konsistensi informasi yang diberikan baik terhadap peraturan perundang­

undangan, program pemerintah maupun norma yang berlaku di masyarakat. 

b) Sub Variabel Somber Daya 

Dibutuhkan sumber daya yang cukup untuk dapat mengimplementasikan 

kebijakan secara efektif. Perintah-perintah implementasi mungkin dapat 

disampaikan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana 

kebijakan kekurangan sumber-sumber yang diperlukan maka implementasi inipun 
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cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber daya merupakan faktor yang 

penting dalam melaksanakan kebijakan public. Edward mengemukakan sumber­

sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik, 

wewenang dan fasilitas-fasilitas. 

Terkait staf maka jumlah tidak selalu memberikan efek positif bagi 

implementasi kebijakan meskipun kekurangan staf juga dapat menimbulkan 

persoalan yang rumit. Sehingga tidaklah cukup hanya dengan jumlah yang 

memadai untuk melaksanakan suatu kebijakan. Para pelaksana harus memiliki 

keterampilan-keterampilan sesuai bidang pekerjaannya. Somber penting yang 

kedua adalah informasi. Para pelaksana harus mendapat banyak informasi 

mengenai petunjuk untuk melaksanakan kebijakan tennasuk informasi mengenai 

ketaatan pelaksana lainnya terhadap kebijakan yang ada. 

Seorang pelaksana mungkin memiliki pemahaman yang baik akan petunjuk 

pelaksanaan kebijakan, staf yang cukup dan handal dan memiliki wewenang 

untuk melaksanakan tugasnya, namun tanpa fasilitas pendukung untuk 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab maka besar kemungkinan implementasi 

kebijakan tidak berhasil. Meskipun penyediaan fasilitas-fasilitas yang layak untuk 

mendukung implementasi kebijakan yang efektif tidaklah selalu mudah. 

Terkadang penyediaan fasilitas bersinggungan dengan asset atau tanah 

masyarakat. 

Secara keseluruhan sumber daya berpengaruh terhadap implementasi suatu 

kebijakan. Sumber daya yang berguna adalah bagaimana mengoptimalkan staf 

yang ada, ketersediaan informasi, alokasi anggaran & fasilitas yang memadai serta 

pembagian kewenangan yang proporsional untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Hal tersebut tergantung pada pengelolaan sumber daya yang tersedia. Untuk 

mengukur sub variabel sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
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CSR terhadap penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di Kabupaten 

Bulungan merujuk pada kerangka pemikiran sebelumnya melalui 5 dimensi utama 

yaitu staf, informasi, anggaran, fasilitas dan wewenang. Lebih jelasnya 

pengamatan yang diperoleh dari survey primer ditampilkan dalam basil tabulasi 

data sebagai berikut. 
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Tabel 4.12 Proporsi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Sub Variabel Sumber Daya (Xl) 

KODE fl (Frekuensl) xi (Bobot) fl.xi lftx/ 
PERTANYAAN STS TS R s SS J. 

X2. I (iumlah stat) 0 4 19 60 17 100 1 2 3 4 5 0 8 57 240 85 390 

X2.2 (skill stat) 0 3 9 54 34 100 l 2 3 4 5 0 6 27 216 170 419 

X2.3 (iumlah infonnasi) I 8 11 67 13 100 1 2 3 4 5 1 16 33 268 65 383 

X2.4 (informasi ketaatan) l 5 20 58 16 100 1 2 3 4 5 l 10 60 232 80 383 

X2.5 (alokasi angaran) 1 5 13 51 30 100 1 2 3 4 5 1 10 39 204 150 404 

X2.6 (sumber ani:rn:aran) 1 2 11 52 34 100 1 2 3 4 5 1 4 33 208 170 416 

X2.7 (penirnunaan anggaran) 1 3 12 64 20 100 1 2 3 4 5 1 6 36 256 100 399 

X2 .8 (pembagian wewenang) 0 3 12 69 16 100 1 2 3 4 5 0 6 36 276 80 398 

X2.9 (pelaksanaan wewenani:i.) I 7 8 58 26 100 I 2 3 4 5 1 14 24 232 130 401 

X2 .10 (ju mlah fas ii itas) 0 3 14 60 23 100 I 2 3 4 5 0 6 42 240 115 403 

X2. I I (penyediaan fasilitas) 0 2 16 55 27 100 1 2 3 4 5 0 4 48 220 135 407 

X2. I 2 (penyediaan fasilitas) 0 2 15 58 25 100 1 2 3 4 5 0 4 45 232 125 406 

JU ML AH 4809 

- -- ~ - - - -- - -PENENTUAN KATEGORI DA LAM SUB VARIABEL Persentase : Total Skor Sub Variabel 

Jumlah Jawaban Nilai Indeks Maksimum 

Nilai lndeks Mi nimum = 383 4809 x 100 80.15 

Ni lai lndeks Maksi mum = 419 6000 

Jeniang Range 36 : 3 = 12 Kategori : Tlnggi 

PENENTUAN KA TEGORI JUMLAH SUB VARIABEL 

Skor nXi.i n Jumlah 

Nilai lndeks Minimum 1 x 12 x 100 = 1200 

Nilai Indeks Maksimum 5 x 12 x 100 = 6000 

Jenjang Range 4800 : 5 = 960 

KATEGORI 

Sangat Rendah 

Sangat Tinggi 

Sangat Rendah 

Sangat Rendah 

Cukup 

Sangat Tinglri 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Tin11:izi 

Tin11:1Zi 

Tinooi 

x 100% 

..... ..... 
0 
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Berdasarkan hasil tabulasi data dimaksud diatas, menunjukkan bahwa adanya 

variasi sub variabel sumber daya mulai dari kategori sangat rendah hingga sangat 

tinggi. Namun secara keseluruhan sub variabel sumber daya memberikan 

tanggapan positif pada kategori tinggi dengan skor 4809 atau 80, 15% dari 

keseluruhan tanggapan responden. 

Kategori sangat rendah ditunjukkan pada dimensi staf dan informasi. Pada 

dimensi staf, responden memberikan tanggapan negatif dari segi jumlah staf 

dengan kategori sangat rendah atau skor 390. Demikian halnya dari dimensi 

informasi baik ketersediaan maupun informasi ketaatan pelaksana program CSR 

masih dirasakan sangat rendah oleh responden dengan skor 383. 

Sedangkan untuk dimensi anggaran dan wewenang, responden menyatakan 

bahwa sumber daya tersebut cukup tersedia untuk mendukung pelaksanaan 

program CSR sebagaimana dapat diamati dari item pertanyaan 5-9. Bahkan untuk 

kejelasan sumber anggaran yang dipergunakan mendapat tanggapan sangat positif 

dengan kategori sangat tinggi dengan skor 416. Termasuk dilihat dari skill atau 

keterampilan yang dimiliki oleh staf juga menunjukkan tanggapan yang positif 

dengan kategori sangat tinggi atau skor 419. 

Untuk dimensi fasilitas yang dapat diamati dari item pertanyaan 10-12 juga 

menunjukkan tanggapan positif baik dari segi ketersediaan yang memadai 

maupun tidak adanya pertentangan atau overlapping dengan asset tanah dan 

bangunan masyarakat. Kondisi ketersediaan fasilitas memiliki skor 403 dengan 

kategori cukup, sedangkan indikator lainnya pada dimensi fasilitas dengan 

kategori sangat tinggi. 

c) Sub Variabel Sikap Pelaksana 

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan mempunyai konsekuensi­

konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika pelaksana 
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bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya 

dukungan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana 

diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika tingkah 

laku atau perspektif pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan, maka 

proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Menurut Edwards, 

banyak kebijakan masuk ke dalam "zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang 

dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan, 

namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung 

dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan 

pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Disinilah kecenderungan-

kecenderungan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap implementasi. 

Secara keseluruhan sikap pelaksana menjadi salah satu faktor utama suatu 

kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal. Sikap pelaksana yang handal 

menjadi kunci sukses sebagai subjek dari implementasi kebijakan. Hal tersebut 

dapat tercermin dari sikap loyalitas terhadap organisasi serta tangungjawab 

melaksakan tugas fungsi unit organisasi. Untuk mengukur sub variabel sikap 

pelaksana yang mempengaruhi implementasi kebijakan CSR terhadap 

penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di Kabupaten Bulungan merujuk 

pada kerangka pemikiran sebelumnya melalui 3 dimensi utama yaitu komitmen, 

tanggungjawab dan kepatuhan terhadap aturan. Lebih jelasnya pengamatan yang 

diperoleh dari responden ditampilkan dalam basil tabulac;i data sebagai berikut. 
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Tabel 4.13 
Proporsi Jawaban Responden Terbadap Pernyataan Sub Variabel Sikap Pelaksana (XJ) 

KODE Ii (Frekuensi 
xi (Bobot) fl.xi "[fl.xi KATEGORI 

PERTANYAAN STS TS R s SS 2: 
X3. l (kesamaan prioritas) J 2 10 68 J9 JOO 1 2 3 4 5 J 4 30 272 95 402 Rendah 
X3.2 (komitmen bersama) 0 0 7 64 29 100 1 2 3 4 5 0 0 21 256 145 422 Sangat Tim!:e:i 

X3.3 (kesamaan tuiuan) 0 1 7 74 18 100 1 2 3 4 5 0 2 21 296 90 409 Cukup 

X3.4 (tanggungjawab) 0 1 10 52 37 JOO 1 2 3 4 5 0 2 30 208 185 425 Sangat Tinggi 

X3 .5 (pelaporan berjenjang) 0 2 12 68 18 JOO 1 2 3 4 5 0 4 36 272 90 402 Rendah 
X3.6 (pelaporan berkala) 0 2 13 72 13 100 I 2 3 4 5 0 4 39 288 65 396 Rendah 
X3.7 (kepatuhan aturan) 0 I 7 69 23 JOO I 2 3 4 5 0 2 21 276 J J 5 414 Tine:e:i 
X3.8 (kepatuhan rencana) 0 I 6 65 28 JOO J 2 3 4 5 0 2 18 260 J40 420 Sangat Tine:e:i 

JU ML AH 3290 Tin'1:'1:i 

PENENTUAN KATEGORI DALAM SUB VARIABEL Persentase Total Skor Sub Variabel 
x 100% 

Jawaban Nilai Indeks Maksimum Jumlah 

Nilai Indeks Minimum = 396 
3290 x 100 = 82.25 
4000 

Nilai lndeks Maksimum = 425 

Range 425 - 396 = 29 

Jenjang Range 29 3 = 9.7 Kategori Tinggi 

PENENTUAN KATEGORJ JUMLAH SUB VARIABEL 
Skor nXi.i n Jumlah 

Nilai lndeks Minimum 1 x 8 x JOO = 800 
Nilai Indeks Maksimum 5 x 8 x 100 = 4000 
Range 4000 - 800 = 3200 

Jenjang Range 3200 5 = 640 
~ 
~ w 
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Berdasarkan basil tabulasi data dimaksud diatas, menunjukkan bahwa adanya 

variasi tanggapan responden terhadap sub variabel sikap pelaksana mulai dari 

kategori rendah hingga sangat tinggi. Namun secara keseluruhan responden 

memberikan tanggapan positif terkait sikap pelaksana kebijakan CSR di 

Kabupaten Bulungan yaitu kategori tinggi dengan skor 3290 atau 82,25% dari 

keseluruhan tanggapan responden. 

Terkait dimensi komitmen, bahwa pada umumnya responden memberikan 

tanggapan positif adanya komitmen bersama dan kesamaan tujuan untuk 

penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan. Hanya saja untuk kesamaan 

prioritas, responden masih memberikan tanggapan negatif dengan kategori rendah 

atau skor 402. 

Demikian halnya jika dilihat dari segi tanggungjawab yang dapat diamati dari 

item pertanyaan 4-6, responden menyatakan bahwa perusahaan telah 

melaksanakan tanggungjawab tanpa adanya paksaan serta menyampaikan 

pelaporan secara berjenjang. Namun responden masih memberikan pernyataan 

negatif dengan kategori rendah atau skor 396 terkait pelaporan program CSR yang 

belum dilakukan secara berkala. Meskipun demikian untuk dimensi kepatuhan 

mendapat tanggapan positif dari reponden baik kepatuhan akan aturan maupun 

kesesuaian terhadap rencana program CSR yang telah ditetapkan masing-masing 

secara berturut dengan kategori tinggi (skor 414) dan sangat tinggi (skor 420). 

d) Sub Variabel Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Pemaharnan struktur birokrasi 

merupakan faktor fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Menurut 
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Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur 

kerja ukuran dasamya dan fragmentasi. 

Secara keseluruhan struktur birokrasi memberikan pengaruh keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan secara optimal. Struktur birokrasi yang ideal akan 

mempermudah cara kerja suatu kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan 

atau mencapai target organisasi. Stuktur birokrasi sebagai roadmap bagi pelaksana 

kebijakan akan menjadi kunci sukses implementasi kebijakan. Hal tersebut dapat 

tercermin dari prosedur yang tegas serta pembagian kerja yang proporsional. 

Untuk mengukur sub variabel struktur birokrasi yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan CSR terhadap penanggulangan kemiskinan bidang 

kesehatan di Kabupaten Bulungan merujuk pada kerangka pemikiran sebelumnya 

melalui 3 dimensi utama yaitu prosedur, hierarki, serta pembagian dan spesialisasi 

kerja. Lebih jelasnya pengamatan yang diperoleh dari survey primer ditampilkan 

dalam basil tabulasi data sebagai berikut. 
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Tabet 4.14 
Proporsi Jawaban Responden terhadap Pernyataan Sub Variabel Struktur Birokrasi (X4) 

KODE fl (Frekuensil 
xi (Bobot) fl.xi Lfi.xi KATEGORI 

PERTANYAAN STS TS R s SS } 

X4.1 (SOP) 0 4 20 63 13 100 1 2 3 4 5 0 8 60 252 65 385 Sangat Rendah 

X4.2 (oengawasan) 0 4 21 51 24 100 1 2 3 4 5 0 8 63 204 120 395 Rendah 

X4.3 (hierarki) 0 2 6 55 37 100 1 2 3 4 5 0 4 18 220 185 427 Sangat Tinggi 

X4.4 (hierarki) 0 3 9 52 36 100 l 2 3 4 5 0 6 27 208 180 421 Sangat Tinggi 

X4.5 (oembagian kerja) 0 2 9 61 28 100 l 2 3 4 5 0 4 27 244 140 415 Tinggi 

X4.6 (spesialisasai keria) I l 11 71 16 100 I 2 3 4 5 I 2 33 284 80 400 Rend ah 

JUMLAH 2443 Timrn:i 

PENENTUAN KA TEGORI DALAM SUB V ARIABEL Persentase Total Skor Sub Variabel 
x 100% 

Jumlah Jawaban Nilai Indeks Maksimum 

Nilai Indeks Minimum = 385 
Nilai Indeks Maksimum = 427 
Range 427 - 385 = 42 

2443 x 100 = 81.43 
3000 

Jenjang Range 42 3 = 14 

Kategori Tinggi 

PENENTUAN KA TEGORI JUMLAH SUB VARI ABEL 

Skor nXi.i n Jumlah 

Nilai Indeks Minimum l x 6 x 100 = 600 
Nilai Indeks Maksimum 5 x 6 x 100 = 3000 
Range 3000 - 600 = 2400 
Jenjang Range 2400 5 = 480 ~ 

~ 
en 
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Berdasarkan basil tabulasi data dimaksud diatas, menunjukkan bahwa adanya 

variasi tanggapan responden terhadap sub variabel struktur birokrasi mulai dari 

kategori sangat rendah hingga sangat tinggi. Namun secara keseluruhan responden 

memberikan tanggapan positif pada kategori tinggi dengan skor 2443 atau 81,43% 

dari keseluruhan responden. 

Kategori sangat rendah diberikan responden terhadap fleksibilitas SOP atas 

program CSR yang dilaksanakan dengan skor 385. Sedangkan kategori rendah 

lainnya ditunjukkan oleh adanya pengawasan yang kurang ketas atas program 

CSR yang dilaksanakan dan adanya spesialisasi kerja yang tidak berdasarkan 

kebutuhan pelaksanaan program CSR dengan masing-masing skor sebesar 395 

dan 400. 

Terkait dimensi hierarki serta pembagian kerja yang dapat diamati dari item 

pertanyaan 3-5, responden memberikan tanggapan positif bahwa pelaksanaan 

program CSR selama ini berdasarkan kebutuhan masyarakat serta tidak bertele­

tele. Demikian halnya dengan pembagian kerja program CSR dilakukan secara 

proporsional. 

2. Variabel Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan 

Secara keseluruhan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan merupakan 

upaya kesehatan untuk menjamin derajat kesehatan masyarakat sehingga berdaya dan 

mandiri untuk penghidupannya. Tanpa adanya masyarakat yang sehat maka tidak akan 

terwujud kondisi masyarakat yang kuat. Penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan 

memberikan indikasi keberhasilan implementasi suatu kebijakan secara optimal. Hal 

tersebut dapat tercermin dari upaya yang telah dilakukan baik melalui pelayanan 

kesehatan, peningkatan gizi maupun peningkatan imunitas. Untuk mengukur variabel 

penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di Kabupaten Bulungan merujuk pada 
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kerangka pemikiran sebelumnya melalui 3 dimensi utama yaitu pelayanan kesehatan, 

perolehan imunisasi dasar, pemberian ASI serta gizi seimbang. Lebih jelasnya 

pengamatan yang diperoleh dari responden ditampilkan dalam hasil tabulasi data 

sebagai berikut 
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Tabel 4.15 
Proporsi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Variabel Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesebatan {Y) 

KODE fl (Frekuensi 

PERTANYAAN STS TS R s SS ) 

Y.1 (pe)ayanan kesehatan) 1 5 12 48 34 100 

Y.2 (pelayanan kesehatan) 2 4 15 48 31 100 

Y.3 (imunisasi) 1 0 5 34 60 100 

Y.4 (AST eksklusit)) 0 2 4 30 64 100 

Y.5 (PMT) 2 1 7 34 56 100 
Y.6 (gizi seimbang) 0 2 6 27 65 100 

PENENTUAN KA TEGORI DA LAM SUB V ARIA BEL - -- --

Nilai Indeks Minimum = 
Nilai Indeks Maksimum = 
Range 456 - 402 = 
Jenjang Range 54 3 = 

xi (Bobot) 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

Jumlah 

402 
456 
54 

18 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 
3 4 5 

Persentase 

Jawaban 

Kategori 

PENENTUAN KATEGORI JUMLAH SUB VARIABEL 
Skor nXi.i n Jumlah 

Nilai lndeks Minimum I x 6 x 100 = 600 
Nilai Indeks Maksimum 5 x 6 x 100 = 3000 
Range 3000 - 600 = 2400 

Jeniang Range 2400 3 = 800 

1 

2 

1 

0 

2 
0 

Ji.xi "'[fl.xi 

10 36 192 170 409 
8 45 192 155 402 

0 15 136 300 452 

4 12 120 320 456 

2 21 136 280 441 
4 18 108 325 455 

JUMLAH 2615 

Total Skor Sub Variabel 

Nilai Indeks Maksimum 

2615 
3000 

Tinggi 

x 100 

KATEGORI 

Sangat Rendah 

Sangat Rendah 

Sangat Timrn:i 

Sangat Tine:e:i 

Tinirni 
Sangat Tine:e:i 

Tine:e:I 

x 100 

87.17 

~ 
~ 
\0 
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Berdasarkan basil tabulasi data dimaksud diatas, menunjukkan bahwa adanya 

variasi tanggapan responden terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di bidang 

kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini. Namun secara keseluruhan responden 

memberikan tanggapan positif pada kategori tinggi dengan skor 2615 atau 87,17% dari 

keseluruhan tanggapan responden. 

Terkait dimensi pelayanan kesehatan, bahwa pada umumnya responden 

memberikan tanggapan negatif terkait pelayanan kesehatan yang harus diterima oleh 

bayi mulai 0 bulan hingga umur I tahun. Kondisi tersebut dapat diamati dari item 

pertanyaan 1-2 dengan dengan kategori rendah masing-masing skor sebesar 409 dan 

402. Responden beranggapan bahwa masih perlu ditambah perolehan pelayanan 

kesehatan yang harus diterima bayi dan balita di fasilitas/tenaga kesehatan. Sedangkan 

untuk dimensi lainnya baik perolehan imunisasi, ASI eksklusif maupun gizi seimbang, 

sebagian besar responden memberikan tanggapan positif bahwa pelaksanaan program 

tersebut sebagai upaya penurunan angka kematian bayi dan balita di Kabupaten 

Bulungan. 

D. Uji Validitas 

Kuisioner yang memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai instrument 

penelitian adalah harus sah atau valid. Untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

instrumen penelitian (kuisioner) atau dengan kata lain pertanyaan yang digunakan 

dalam penelitian mampu mengukur variabel yang diinginkan, maka digunakan uji 

validitas. Uji validitas dilakukan terhadap kuisioner yang diberikan kepada 30 orang 

secara acak untuk memberikan tanggapan terhadap 150 butir-butir pertanyaan yang 

bersifat tertutup menggunakan skala Likert mewakili sub variabel yaitu: 

);--- Sub variabel komunikasi :9 item pertanyaan 

P. Sub variabel sumber daya : 12 item pertanyaan 
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~ Sub variabel sikap pelaksana : 8 item pertanyaan 

~ Sub variabel struktur birokrasi : 6 item pertanyaan 

~ V ariabel penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan : 6 item pertanyaa 

Perhitungan dengan menggunakan sofware aplikasi SPSS Versi 22 menunjukkan 

basil korelasi antara masing-masing skor indikator terhadap total skor konstruk, dalam 

hal ini nilai pearson correlation masing-masing butir pertanyaan dengan total konstruk. 

Adapun tingkat validitas pada butir-butir pertanyaan yang mengukur seluruh item 

pertanyaan ditunjukkan dalam tabel berikut. 

Tabet 4.16 
Basil Uji Validitas Pada Seluruh Item Pertanyaan 

Variabel Butir Nilai rtabel pada Keterangan 
Pertanyaan Korelasi Bivariate N=IOO, a=5% 

(Pearson Correlation) 
X1.1 0,726** Valid 
X1.2 0,685** Valid 
Xu 0,488** Valid 

x, X1.4 0,698** 0,195 Valid 
X1.s 0,687** Valid 
X1.6 0,770** Valid 
X1.1 0,647** Valid 
X1.s 0,607** Valid 
X1.9 0,401 * Valid 
X2.1 0,449* Valid 
X2.2 0,448** Valid 
X2.J 0,592** Valid 
X2.4 0,625** Valid 
X2.s 0,735** Valid 

X2 X2.6 0,749** Valid 
X2.7 0,415* 0,195 Valid 
X2.s 0,575** Valid 
X2.9 0,461 * Valid 
X 2.10 0,842** Valid 
X2.11 0,819** Valid 
X2.12 0,723** Valid 
XJ.1 0,630** Valid 
XJ.2 0,564** Valid 
X3.3 0,499** Valid 

X3 XJ.4 0,612** 0,195 Valid 
XJ .s 0,539** Valid 
XJ.6 0,864** Valid 
XJ.1 0,651 ** Valid 
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Variabel Butir Nilai 
Pertanyaan Korelasi Bivariate 

(Pearson Correlation) 
X3.s 0,729** 
X4.1 0,738** 
X-4.2 0,726** 
X-4.3 0,518** 

X4 M.4 0,665** 
M.s 0,696** 
X-4.6 0,511 ** 
Y.1 0,485** 
Y.2 0,369* 

y Y.3 0,694** 
Y.4 0,693** 
Y.5 0,709** 

Keterangan : ** s1grufikan pada taraf s1gmfikans1 1 %. 
* signifikan pada taraf signifikansi 5%. 

Sumber: Data Print Out SPSS diolah, 2017 
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r tabel pada Keterangan 
N=lOO, a=5% 

Valid 
Valid 
Valid 

0,195 Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

0,195 Valid 
Valid 
Valid 

Berdasarkan Tabel 4.21 terlihat bahwa dari keseluruhan item pertanyaan yang 

mengukur variabel X1, X2, XJ, X4, dan Y memiliki nilai koefisien korelasi pearson lebih 

besar dari nilai r tabel pada alpha 5% (0, 195). Artinya seluruh item pertanyaan 

dinyatakan valid untuk mengukur secara sah variabel yang akan diukur. 

E. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas untuk mengukur kehandalan kuisioner kepada seseorang walaupun 

dilakukan berulang kali. Artinya meskipun kuisioner berulang kali dilakukan, tetapi 

dapat memberikan kepercayaan dalam mengukur variabel. Seperti halnya uji validitas, 

uj i reliabilitas juga dilakukan terhadap kuisioner yang dibagikan kepada 30 orang secara 

acak untuk memberikan tanggapan terhadap 150 butir-butir pertanyaan yang bersifat 

tertutup menggunakan ska!a Likert sebelum disebarkan kepada responden yang 

merupakan sampel penelitian. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai Cronbach Alpha terhadap 

masing-masing pertanyaan yang mengukur suatu variabel. Nilai Cronbach Alpha yang 

menunjukkan ukuran tingkat reliabitas dikatakan reliabel jika > 0,60 sebagaimana cut 
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off Nunnally, (1960). Hasil perhitungan uji reliabilitas dengan software SPSS versi 22 

diperoleh nilai Cronbach Alpha sebagai berikut. 

Tabel 4.17 
Basil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitiao 

Variabel Jumlah Item Cronbach Alpha Kriteria Keterangan 

Pertanyaan 

X1 9 0,812 >0,60 Reliabel 

X2 12 0,850 > 0,60 Reliabel 

X3 8 0,780 > 0,60 Reliabel 

X4 6 0,707 > 0,60 Reliabel 

y 6 0,795 >0,60 Reliabel 

Sumber: Data Print Out SPSS diolah, 2017 

Berdasarkan Tabet 4.22 menunjukkan bahwa nilai masing-masing Cronbach 

Alpha baik komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi dan penurunan 

angka kematian bayi dan balita lebih besar dari Cut Off> 0,60 sehingga reliabel atau 

memiliki tingkat kehandalan yang memadai untuk digunakan dalam penelitian ini. 

F. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

reg;esi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala 

multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat 

estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (best linear unbiased 

estimator) yakni tidak terdapat heteroskedastistas, tidak terdapat multikolinearitas, dan 

tidak terdapat autokorelasi (Sudrajat 1988: 164). 

Jika terdapat heteroskedastisitas, maka varian tidak konstan sehingga dapat 

menyebabkan biasnya standar error. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit 

untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat 

signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya autokorelasi 
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mengakibatkan penaksir masih tetap bias clan masih tetap konsisten hanya saja menjadi 

tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan. 

Uji asumsi regresi ini dilakukan agar basil analisa regresi yang diperoleh lebih 

akurat. Jilca terdapat salah satu asumsi yang tidak terpenuhi, maka ada kecurigaan 

bahwa analisis yang diperoleh kurang akurat, error yang besar, koefisien yang tidak 

minim, variabel bebas yang tidak terdeteksi sehingga bisa menyebabkan kesalahan 

interpretasi. 

1. Uji Multikolinearitas 

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas, model regresi yang 

tepat harus tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas 

dapat dilakukan dengan menganalisis matrilc korelasi variabel-variabel independen. Jika 

nilainya > 0,90 maka terjadi multikolinearitas. Gejala multikolinearitas dapat terjadi 

dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai Cut Off 

Tolerance adalah < 0, IO yang berarti tidak ada korelasi, atau VIF lebih dari 10. 

Hasil uji multikolinearitas terhadap sub variabel komunikasi, sumber daya, sikap 

pelaksana dan struktur birokrasi dengan menggunakan software SPSS versi 22 adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.18 
H ·1 u·· M ltik r •t D SPSS ast l_Jl u o mean as engan 

Model X4 Xl X3 X2 

I Correlations X4 1,000 ,071 -,208 -,588 

Xl ,071 1,000 -,215 -,418 

X3 -,208 -,215 1,000 -,221 

X2 -,588 -,418 -,221 1,000 

Covariances X4 ,020 ,001 -,003 -,007 

Xl ,001 ,008 -,002 -,003 

X3 -,003 -,002 ,012 -,002 

X2 -,007 -,003 -,002 ,007 
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standardized 
Unstandardized Coellicients Coelliclents Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant) -,247 3,122 -.079 ,937 

X1 ,204 ,091 ,218 2,230 ,028 ,574 1,741 

X2 ,056 ,082 ,090 ,684 ,496 ,319 3,131 

X3 ,116 ,108 ,105 1,071 ,287 ,572 1,747 

X4 ,500 ,141 ,407 3,561 ,001 ,422 2,370 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data PrinJ Out SPSS diolah, 2017 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka nilai koefisien korelasi antar sub variabel 

terbesar adalah 0,588 antara subvariabel Sumber Daya (X.2) dengan Struktur Birokrasi 

(X4). Namun korelasi tersebut masih sekitar 58,8% atau masih dibawah 95%, sehingga 

dapat dikatakan tidak terjadi mulkolinearitas. Sedangkan hasil perhitungan nilai 

tolerance masing-masing sub variabel bebas nilainya tidak ada yang kurang dari 0, 10 

atau nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat dipastikan tidak terjadi multikolinearitas 

yang berarti pada model regresi. 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian ada atau tidaknya autokorelasi 

dengan SPSS versi 22 dapat dilihat dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW 

Test). Adapun hipotesis yang akan diuji adalah: 

• Ho : tidak ada autokorelasi (r=O) 

•Ha: ada autokorelasi (#0) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Kr. . p Itena 
Tabel 4.19 

ii K eneamb an eputusan Uii DW 
Hipotesis Nol Keputusan 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 

Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada keputusan 

Tidak ada korelasi korelasi negatif Tolak 

Tidak ada korelasi negative Tidak ada keputusan 

Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif Tidak ditolak 

Sumber: Ghozoli, I, (2009:100) 
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Jika 

O<d<dl 

dl:sd:sdu 

4-dl<d<4 

4-du:sd:s4-dl 

du<d<4-du 

Berdasarkan basil perhitungan SPSS versi 22 menghasilkan koefisien DW 

sebagaimana berikut : 

Model Summaryb 

Adjusted R Std. Error of Durbin-

Model R R Square Square the Estimate Watson 

1 ,69()3 ,476 ,454 2,72041 2,035 

a. Predictors: (Constant), X4, XI, X3, X2 
b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Print Out SPSS diolah, 2017 

Berdasarkan penghitungan tersebut, menunjukkan ni!ai DW sebesar 2,035 yang 

akan dibandingkan dengaan nilai tabel pada taraf signifikansi 5%, dengan jumlah 

sampel (n) 100 dan jumlah variabel independen (k) = 4. Hasil tabel menunjukkan bahwa 

nilai di = l,59 dan du=l ,76. Nilai DW sebesar 2,035 berada lebih besar dari batas bawah 

(du=l,76) dan kurang dari batas bawah (4-du atau 4-1,76/2,24). Sehingga kriterianya 

berada pada du<d<4-du atau keputusan tidak dapat menolak Ho. Dengan kata Jain dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi . 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas untuk mengetahui bahwa dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
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Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 

dengan menggunakan 2 ukuran yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat dan menggunakan perhitungan dengan uji Glejser. 

"iii 2 
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'U 
;; 
• a: 
'U • N 
~ 0 c • 'U 

~ 
c 
0 
;; 
: -2 ... 
~ 

~ 

0 

0 

Scatterplot 

Dependent Variable: Y 

0 
0 

0 0 

-2 0 

0 

0 

Regression Standardized Predicted Value 

Sumber: Data Print Out SPSS diolah, 2017 

Gambar 4.21 
Diagram Plot Uji Heteroskedastisitas 

0 

Berdasarkan gambar scatterplot diatas, maka terlihat bahwa titik menyebar secara 

acak meskipun tidak secara keseluruhan dan tersebar di atas dan bawah angka 0 pada 

sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Hasil pengamatan tersebut juga diuji dengan uji Glejser dengan meregres nilai absolut 

residual terhadap variabel independen dengan persamaan : 

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil perhitungan SPSS versi 

22 menunjukkan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.20 
Hasil Perhitungan Uji Glejser 

Coefficients8 

Unstandardized Standardized 

Coefficients Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 5,378 1,785 3,012 ,003 

XI ' 101 ,052 ,243 1,931 ,057 

X2 -,014 ,047 -,050 -,300 ,765 

X3 -,069 ,062 -,141 -1 ,121 ,265 

X4 -, 169 ,080 -,309 -2,105 ,038 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber: Data Print Out SPSS diolah, 2017 

Berdasarkan hasil uji Glejser, menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

signifikansinya masing-masing sub variabel diatas tingkat kepercayaann 5% kecuali 

untuk variabel X4 kurang dari 5%. Namun secara umum dapat dikatakan tidak terjadi 

gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian baik secara grafik maupun statistik bahwa 

model yang dipergunakan tidak mengalami heteroskedastisitas. 

4. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji mode! regresi berdistribusi normal atau 

tidak. Deteksi normal itas data atau model regresi secara statistik menggunakan analisa 

grafik yaitu histogram dan grafik normal P-Plot of Regression Stand. Hasil olahan 

perhitungan SPSS versi 22 diperoleh gambaran sebagai berikut 
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.,, 

Histogram 

DependentVulable: Y 

R•..-.•sion Sbnclwdlzff Residual 

Mrr.ln •S.SZ..16 
Std. O.v. • O.seo 
N a 100 

Sumber: Data Print Out SPSS diolah, 2017 

Gambar 4.22 Basil Pengujian Normalitas Melalui Diagram Histogram 

Normal P..P P1ototf~ St.ndardize>d RHldual 

D-V-: Y 

o.o D.2 o.• o.e OA 

ObservH CUIR Prob 

Sumber: Data Print Out SPSS diolah, 2017 

Gambar 4.23 Hasil Pengujian Normalitas Melalui Diagram Normal 
P-P Plot of Regresion Standardized Residual 

Secara grafik menunjukkan bahwa pada diagram histogram terlihat distribusi data 

membentuk lonceng dan simetris. Sedangkan pada grafik normal P-Plot terlihat titik-

titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya cukup berjauhan. 

Sedangkan untuk melihat normalitas data melalui pengujian secara statistik 

menggunakan uji Kolmogorov-Smimov (Uji KS). Pengujian Kolmogorov-Smirnov 

dengan melihat nilai Asympt. Sig (2 tailed). Apabila nilainya lebih besar dari 5% maka 

dipastikan berdistribusi normal dan sebaliknya jika lebih kecil dari 5% maka tidak 

berdistribusi normal . 
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Tabel 4.21 
Basil Uji Normalitas Dengan Uji Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Unstandardiz 

edResidual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 
2,66488231 

Most Extreme Absolute ,064 

Differences Positive ,049 

Negative -,064 

Test Statistic ,064 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,2ooc,d 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Data Print Out SPSS diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 4.29, maka diperoleh nilai t test sebesar 0,06 dan Asymp.Sig 

sebesar 0,200. Oleh karena nilai Asymp.Sig lebih besar dari 0,05 berarti data yang diuji 

berdistribusi normal. Sehingga dengan demikian baik secara grafik maupun statistik 

menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. 

G. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial 

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing (parsial) variabel 

bebas terhadap variabel terikat, sehingga digunakan uji t dengan menggunakan program 

SPSS very 22. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah: 
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Ho : b1,ln,b:J,b4 = 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial. 

Ha : b1,ln,b3,b4 -:f 0 terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial. 

Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% untuk n=IOO. Hasil pengujian 

dengan uji t adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.22 
Hasil Uji Bipotesis Dengan Uji t 

Coefficients• 

Unstandardized Standardized 

Coefficients Coefficients 

Model B Std. Error Beta T Sig. 

I (Constant) -,247 3,122 -,079 ,937 

XI ,204 ,091 ,218 2,230 ,028 

X2 ,056 ,082 ,090 ,684 ,496 

X3 ,116 ,108 ,105 1,071 ,287 

X4 ,500 ,141 ,407 3,561 ,001 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data Print Out SPSS diolah, 2017 

Berdasarkan data pengujian diatas, maka nilai t hitung dan nilai Sig menunjukkan 

sub variabel Komunikasi (X1) dan Struktur Birokrasi (X4) memiliki nilai < 0,05, 

sedangkan sub variabel Sumber Daya (X2) dan Sikap Pelaksana (XJ) memiliki nilai 

>0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sub variabel komunikasi (X ;) dan struktur 

birokrasi {M) menolak Ho. Artinya komunikasi berpengaruh signifikan terhadap 

penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan sertaterdapat pengaruh yang signifikan 

antara struktur birokrasi terhadap penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan . 
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Sedangkan sub variabel sumber daya (X2) dan sikap pelaksana (X.4) menerima Ho. 

Artinya sumber daya dan sikap pelaksana tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan. 

2. Uji Simultan 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah sub variabel 

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap 

penurunan angka kematian bayi dan balita secara simultan. Pengujian secara simultan 

menggunakan uji F pada taraf signifikansi 5%. Uji hipotesis yang dirumuskan adalah: 

Ho : bi,2,3,4 = 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur 

birokrasi terhadap variabel terikat. 

Ha : b1,i,J,4 -:f 0 terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur 

birokrasi terhadap variabel terikat. 

Kriteria pengujian adalah apabila nilai sig F hitung adalahjika nilai probabilitas < 

0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 

maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat.Berdasarkan hasil SPSS, diperoleh hasil perhitungan 

sebagai berikut : 

Model 

Tabel 4.23 
Hasil Perhitungan Uji Simultan Dengan Uji F 

ANOVA3 

Sum of 
Squares df Mean Square F 

1 Regression 639,692 4 159,923 21,609 

Residual 703,058 95 7,401 

Total 1342,750 99 

Sumber: Data Print Out SPSS diolah, 201 7 

Sig. 
,ooob 
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Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa nilai sig uji F menunjukkan 0,000 

artinya kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan menolak Ho dan menerima Ha. 

Dengan demikian berarti sub variabel komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan 

struktur birokrasi secara simultan berpengaruh terhadappenanggulangan kemiskinan 

bidang kesehatan di Kabupaten Bulungan. 

H. Pengaruh Implementasi Kebijakan CSR terhadap Penanggulangan 

Kemiskinan Bidang Kesehatan 

Pengaruh sub variabel komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur 

birokrasi terhadap penurunan angka kematian bayi dan balita dapat diketahui dengan 

melakukan analisis regresi berganda melalui sebuah persamaan regresi. Persamaan 

regresi yang diperoleh akan memberikan gambaran hubungan antara variabel-variabel 

yang akan diuji. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 22 terkait regresi berganda 

antara variabel bebas dan variabel terikat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: 

Y = -0,247 + 0,204 Xi+0,056X2+0,116 XJ+o,500 X4 

Dimana : 

Y Penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan. 

X1 Komunikasi. 

X2 Sumber daya. 

XJ Sikap pelaksana. 

X4 Struktur birokrasi. 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai 

konstanta sebesar -0.247 menunjukkan bahwa apabila terdapat perubahan komunikasi 
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(X1), sumber daya (X2), sikap pelaksana (X3), dan struktur birokrasi (M), maka 

penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan mengalami penurunan atau belum 

optimal dilaksanakan. 

Nilai koefisien regresi untuk sub variabel komunikasi (X1) sebesar 0,204 

menunjukkan adanya hubungan yang positif antara komunikasi dengan penanggulangan 

kemiskinan bidang kesehatan. Apabila komunikasi meningkat I%, maka akan 

meningkatkan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan sebesar 0,204% dan 

sebaliknya dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan. 

Sedangkan koefisien regresi untuk sub variabel sumber daya (X2) sebesar 0,056 

menunjukkan adanya hubungan yang positif antara sumber daya dengan 

penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan. Apabila terjadi peningkatan 1 % sumber 

daya akan berpengaruh pada penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan 0,056% dan 

sebaliknya dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. 

Demikian halnya dengan koefisien regresi sub variabel sikap pelaksana (X3) 

sebesar 0,116 menunjukkan adanya hubungan yang positif antara sikap pelaksana 

dengan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan. Jika sikap pelaksana meningkat 

I%, maka akan berpengaruh pada penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan 

sebesar 0,116% dan sebaliknya dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. 

Untuk koefisien regresi sub variabel struktur birokrasi (M) sebesar 0,500 juga 

menunjukkan adanya hubungan yang positif antara struktur birokrasi dengan 

penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan. Apabila struktur birokrasi meningkat 

sebesar I% akan berakibat pada penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan sebesar 

0,500% dan sebaliknya dengan asumsi faktor-faktor yang lain dianggap konstan. 

Untuk mendapatkan gambaran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara keseluruhan maka perlu dianalisis dengan analisis detenninasi. Adapun hasil 

SPSS menunjukkan basil sebagai berikut. 
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Tabel 4.24 
Analisis Determinasi Variabel lmplementasi Kebijakan CSR dan Penanggulangan 

Kemiskinan Bidang Kesebatan 

Model Summary 

Adjusted R 

Model R R Square Square 

1 ,69oa ,476 ,454 

a. Predictors: (Constant), X4, Xl, X3, X2 
Sumber: Data Print Out SPSS diolah, 2017 

Std. Error of 

the Estimate 

2,72041 

Berdasarkan analisis detenninan yang ditunjukkan oleh adjusted R Square sebesar 

0,454, menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan (Y) 

dipengaruhi oleh perubahan sub variabel komunikasi (X1), sumber daya (X2), sikap 

pelaksana (X3) dan struktur birokrasi (X4) sebesar 45,4%, sedangkan sisanya sebesar 

54,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi. 

Sedangkan jika dilihat masing-masing sub variabel maka persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Y = 8,065 +o,480 X1 + e 

Y = 8,268 +0,372 X2+ e 

Y = 8.006 +0,551 X3 + e 

Y = 7,136 +0,778 X4 + e 

Dengan demikian berdasarkan persamaan regresi secara parsial untuk masing-

masing sub variabel komunikasi (X1), sumber daya (X2), sikap pelaksana (X3) dan 

struktur birokrasi (X4) terhadap Y menunjukkan adanya hubungan positif seperti halnya 

pada persamaan regresi secara simultan. Apabila terjadi perubahan secara parsial sub 
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variabel komunikasi (X1), sumber claya (X2), sikap pelaksana (X3) clan struktur birokrasi 

(M), maka berakibat pacla peningkatao penanggulangan kemiskinan bidang kemiskinan. 

Dengan demikian secara keseluruhan komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana 

dan struktur birokrasi secara simultan berpengarub pada penanggulangan kemiskinan 

bidang kesehatan. Hubungan masing-masing sub variabel implementasi kebijakan CSR 

tersebut terhadap penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan aclalah positif dimana 

peningkatan kondisi komunikasi, somber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi 

yang ada berakibat pada penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan. Hanya sajajika 

dilihat secara parsial maka beberapa sub variabel ticlak berpengaruh signifikan terhadap 

penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan yaitu sumber daya clan sikap pelaksana. 

Hal tersebut menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan clari sub variabel tersebut 

sebagai bagian dari proses implementasi kebijakan CSR di Kabupaten Bulungan. 

Beberapa hal yang menjadikan somber daya tidak berpengaruh signifikan 

terhaclap penurunan kematian bayi clan balita disebabkan keterbatasan staf pelaksana 

program CSR. Kondisi tersebut didukung dengan tanggapan responden yang sangat 

rendah (skor 390) bahwa perusahaan memiliki staf pengelola CSR dengan jumlah yang 

memadai. Keterbatasan staf mengakibatkan beberapa bidang program CSR dikelola 

oleh satu orang sehingga pengelolaan program CSR menjadi kurang fokus di bidang 

kesehatan. Bahkan di beberapa perusahaan tidak terdapat pembagian bidang urusan 

dalam artian staf melaksanakan seluruh bidang program CSR seperti yang diungkapkan 

oleh PT. Dharma Intisawit Lestari sebagai berikut : 

"Di perusahaan kami staf melaksanakan seluruh bidang program CSR. Kita 
kerjanya keroyokan, tidak acla pemisahan bidang. Sebenamya ini cukup menjadi 
kenclala namun karena keterbatasan staf yang ada jadi kita utamakan program 
CSR bisa dilaksanakan walau belum optimal". 
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Pemyataan terkait keterbatasan staf pelaksana program CSR juga sejalan dengan 

yang dikemukakan oleh Kepala Divisi Humas PT. Lamindo Inter Millikan sebagai 

berikut: 

"Dari 7 pilar program CSR yang dilaksanakan, terdapat 2 staf yang menghandle 2 
bidang program CSR. Sebenamya kita ingin setiap bidang dikelola oleh satu staf 
sehingga lebih fokus pelaksanaannya dan optimal pencapaian targetnya. Namun 
dengan sumber daya yang ada kami berusaha memberikan semaksimal mungkin 
pendampingan program CSR". 

Dengan demikian ketersediaan jumlah staf yang memadai berpengaruh terhadap 

upaya program CSR yang dilakukan sebagai penanggulangan kemiskinan bidang 

kesehatan Kabupaten Bulungan. Sedangkan dari indikator sumber daya lainnya yaitu 

informasi juga menyebabkan sumber daya tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan. Responden menyatakan bahwa 

ketersediaan informasi termasuk didalamnya ketaatan pelaksanaan CSR oleh 

perusahaan dianggap masih sangat kurang. Perusahaan hanya memanfaatkan informasi 

informal sebagai media penyampaian informasi pelaksanaan CSR melalui rapat internal 

dan komunikasi lisan. Termasuk informasi tentang ketidaktaatan pelaksanaan CSR 

masih terbatas di internal perusahaan. Seharusnya informasi tersebut dapat diakses oleh 

stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program 

CSR selanjutnya. Kelemahan tersebut juga diungkapkan oleh Pranata Humas PT. 

Sanggam Kahuripan Indonesia sebagai berikut : 

"Kami belum memiliki media informasi online sehingga dapat diakses tidak 
hanya oleh karyawan melainkan juga stakeholder lainnya. Demikian halnya 
dengan informasi mengenai ketidaktaatan pelaksanaan CSR masih kami handel 
internal perusahaan. Harusnya memang ini disharing ke perusahaan sekitar agar 
tidak terjadi overlapping kegiatan atau kegiatan yang stagnan karena kita sudah 
tau track reccordnya kurang baik dalam pelaksanaan CSR". 

Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya pemanfaatan teknologi informasi 

sebagai penunjang penyebarluasan informasi termasuk informasi tentang ketidaktaatan 

pelaksanaan CSR. Pada era digitalisasi saat ini kecepatan dan ketepatan informasi 
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menjadi bagian terpenting dalam komunikasi dengan stakeholder lainnya. Penyebab 

lainnya dari sumber daya yang tidak berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan 

kemiskinan bidang kesehatan adalah pengalokasian anggaran yang masih sangat 

ditentukan oleh kantor pusat perusahaan. Tentunya hal ini menunjukkan adanya 

kepentingan perusahaan untuk mensetting program CSR sesuai core bisnis atau sebagai 

fasilitas untuk menaikkan branding perusahaan. Hal ini menyebabkan usulan kegiatan 

masyarakat yang memang sangat dibutuhkan sesuai social mapping menjadi terabaikan. 

Sehingga program CSR yang dilaksanakan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan karena adanya kepentingan perusahaan. 

Dengan kata lain terdapat perbedaan prioritas dalam pelaksanaan CSR antara 

perusahaan dengan usulan masyarakat. Perbedaan tersebut erat kaitannya dengan 

komitmen sikap pelaksana dalam penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan. Masih 

rendahnya komitmen perusahaan dalam kesamaan prioritas juga ditunjukkan dari 

tanggapan responden yang menyatakan masih rendahnya program CSR yang didukung 

bersama karena kesamaan prioritas. Pemyataan tersebut juga sejalan dengan pendapat 

Acoounting officer BRI Tanjung Selor bahwa : 

"Ketergantungan penetapan program CSR masih besar terhadap Kantor Pusat. 
Penetapan langsung diambil alih mereka dan memang sangat berorientasi pada 
core bisnis perusahaan. Agak sulit ketika kami mengusulkan kegiatan yang sesuai 
social mapping di masyarakat dan memang riil kebutuhan mereka" . 

Dengan demikian ketidaksamaan prioritas menyebabkan sikap pelaksana tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan. Namun 

secara keseluruhan dan secara simultan komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan 

struktur birokrasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanggulangan 

kemiskinan bidang kesehatan serta memberikan hubungan yang positif. 
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A. Kesimpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisa kesesuaian maka kebijakan CSR secara keseluruhan telah 

diimplementasikan meskipun belum secara optimal oleh stakeholder di Kabupaten 

Bulungan dengan mengacu kepada petunjuk teknis pelaksanaan TSLP. Dari segi 

komunikasi belum ada sistem informasi sebagai media komunikasi antar lintas 

stakeholder termasuk penyampaian informasi hingga level rumah tangga sasaran 

penerima program CSR. Dalam petunjuk teknis juga belum terdapat ketentuan secara 

jelas jumlah staf yang harus dipenuhi serta skill/keterampilan yang harus dimiliki dalam 

pelaksanaan CSR termasuk pengaturan terhadap spesialisasi kerja. Terdapat 

ketidaksesuaian terkait adanya prosedur pelaporan yang tidak berjenjang serta tidak ada 

monitoring evaluasi dari Pemerintah Daerah secara intensif sebagai bentuk pengawasan 

dan pengendalian terhadap pelaksanaan program CSR. Untuk pembagian kerja belum 

sesuai mengingat belum adanya kelembagaan yang utuh sebagai forum pelaksana dan 

tim fasilitasi untuk memverifikasi dan mensinergikan rencana kerja kegiatan CSR dari 

masing-masing perusahaan termasuk pelaksanaan prosedur pengawasan yang belum 

optimal. 

Berdasarkan analisis capaian, maka perusahaan telah melaksanakan program CSR 

sebagai upaya penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di Kabupaten Bulungan 

dan telah sinergis dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bu!ungan dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan melalui pelayanan kesehatan, 

imunisasi serta perbaikan gizi. Penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan lainnya 

adalah melalui kegiatan promosi kesehatan serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

miskin. Sinergitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan dibangun 
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tidak hanya antara perusahaan dengan tenaga kesehatan melainkan juga melibatkan 

masyarakat sebagai upaya pemberdayaan. Seluruh stakeholder bermitra mulai dari 

tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi sehingga meminimalisir overlapping 

kegiatan baik dari aspek penganggaran maupun penerima program. 

Jadi pengaruh faktor-faktor implementasi kebijakan CSR terhadap 

penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di Kabupaten Bulungan sebagai berikut : 

I . Komunikasi berpengaruh pada penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di 

Kabupaten Bulungan. Hal tersebut terlihat dari bentuk, kejelasan dan konsistensi 

dalam komunikasi lintas stakeholder terhadap penanggulangan kemiskinan bidang 

kesehatan di Kabupaten Bulungan. 

2. Sumber daya tidak berpengaruh pada penanggulangan kemiskinan bidang 

kesehatan di Kabupaten Bulungan. Kondisi tersebut disebabkan karena sebagian 

besar staf pelaksana program CSR di perusahaan tidak hanya fokus pada 

pelaksanaan program CSR di bidang kesehatan. Hal tersebut terlihat dari staf 

pelaksana yang menangani program CSR di seluruh bidang baik pendidikan, 

kesehatan infrastruktur, linglrnngan maupun ekonomi. Oleh karena itu, fokus 

pelaksanaan program CSR menjadi terbagi dan berpengaruh kepada pencapaian 

target di masing-masing bidang khususnya bidang kesehatan. Di sisi lain, 

anggaran yang dialokasikan untuk program CSR sebagian besar masih sangat 

ditentukan oleh kantor pusat, meskipun sebelurnnya telah dilakukan social 

mapping sehingga kepentingan perusahaan cukup menentukan prioritas 

pengalokasian anggaran di masing-masing bidang. 

3. Sumber daya tidak berpengaruh pada penanggulangan kemiskinan bidang 

kesehatan di Kabupaten Bulungan. Beberapa hal yang menyebabkan adalah ada 

ketidaksamaan prioritas dalam pelaksanaan program CSR. Hal ini sangat erat 

kaitannya dengan isu strategis yang terjadi di wilayah sekitar perusahaan yang 
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menjadi wilayah binaan/dampingan. Meskipun telah ditetapkan dalam prioritas 

pembangunan daerah guna penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan untuk 

disinergikan dengan rencana kerja CSR di masing-masing perusahaan. Setiap 

wilayah memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda-beda sehingga 

menjadikan perbedaan prioritas penanganan. Hal tersebut dikarenakan masing­

masing perusahaan memiliki kepentingan sebagai agent development yang harus 

memprioritaskan penyelesaian permasalahan di wilayah binaannya. 

4. Struktur birokrasi berpengaruh pada penanggulangan kemiskinan bidang 

kesehatan di Kabupaten Bulungan. Kondisi ini dijelaskan dari adanya fleksibilitas 

SOP, hierarki serta pembagian & spesialisasi kerja dalam implementasi kebijakan 

CSR terhadap penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di Kabupaten 

Bulungan. 

5. Secara simultan komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi 

berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di 

Kabupaten Bulungan dan menunjukkan hubungan yang positif. Hal tersebut 

berarti ada peningkatan atau perbaikan di masing-masing sub variabel yang akan 

menanggulangi kemiskinan bidang kesehatan dengan asumsi faktor lainnya 

dianggap tetap. 

B. Saran 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan guna menjawab permasalahan terkait 

irnplementasi kebijakan CSR sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan 

Kabupaten Bulungan. Saran yang diberikan untuk keperluan penelitian lebih lanjut 

diantaranya sebagai berikut : 

I. Penelitian ini rnemiliki keterbatasan dalam penentuan sampling perusahaan yang 

melaksanakan program CSR, mengingat masih banyak perusahaan yang dapat 
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dijadikan sampel penelitian sehingga memberikan gambaran yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan CSR serta upaya penanggulangan kemiskinan 

bidang kesehatan di Kabupaten Bulungan. Oleh karena itu, perlu ada penelitian yang 

bersifat komprehensif melibatkan seluruh perusahaan yang ada, tidak hanya fokus di 

bidang kesehatan melainkan menyeluruh pada dimensi kemiskinan lainnya seperti 

pendidikan, kewirausahaan & ketenagakerjaan, infrastruktur serta ketahanan pangan. 

2. Pembahasan dalam penelitian ini terbatas pada analisis pengaruh implementasi 

kebijakan CSR terhadap penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan Kabupaten 

Bulungan belum secara detail menjelaskan pengaruh secara tidak langsung antar sub 

variabel baik itu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana maupun struktur 

birokrasi sehingga perlu ada studi lanjutan mengenai pengaruh antara masing-masing 

sub variabel sehingga memberikan gambaran keterkaitan atau peranan diantara 

masing-masing sub variabel dalam proses implementasi kebijakn CSR. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi kebijakan CSR 

terhadap penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di Kabupaten Bulungan, maka 

diperoleh beberapa rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi percepatan 

penanggulangan kemiskinan di masa mendatang. Beberapa rekomendasi tersebut 

sebagai berikut : 

l. Pembentukan kelembagaan pengelolaan CSR secara utuh. Hal ini dimaksudkan 

untuk optimalisasi pelaksanaan CSR mengingat berdasarkan petunjuk teknis terdapat 

dua kelembagaan yang belum terbentuk yaitu Forum Pelaksana dan Tim Fasilitasi 

yang berfungsi sebagai verifikator dan fasilitator program CSR. Selama ini 

kelembagaan yang telah terbentuk adalah Forum CSR yang merupakan Tim 

Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan CSR yang mencakup keseluruhan 

pengelolaan program mulai dari perencanaan, sinkronisasi, pelaksanaan hingga 

evaluasi internal. Perlu ada pemisahan tugas fungsi antara fasilitator, verifikator dan 
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pelaksana program CSR agar tidak terjadi overlapping fungsi kelembagaan sesuai 

peran masing-masing stakeholder baik pemerintah daerah, pihak swasta maupun 

masyarakat. 

2. Optimalisasi fungsi kelembagaan. Dengan ada struktur kelembagaan yang 

proporsional dan terpisah fungsi, maka tugas dan fungsi dapat dijalankan secara 

optimal. Masing-masing pihak akan berperan sesuai kapasitasnya, baik itu fungsi 

perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Hal ini dilakukan mengingat selama 

ini pengawasan termasuk evaluasi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan 

masih lemah. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan sinergitas lintas stakeholder 

termasuk pelibatan masyarakat sebagai subjek pelaksanaan program CSR. 

3. Pemanfaatan teknologi informasi 

Mengingat kondisi geografis yang sulit dijangkau serta persebaran perusahaan yang 

sporadis maka diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dengan membangun 

sistem informasi yang sustainable yang dapat mengakomodir kebutuhan lintas 

stakeholder. Penyediaan sistem informasi ini akan mempermudah prosedur yang ada, 

baik dari segi pelaporan, perencanaan maupun monitoring dan evaluasi. Bahkan data 

yang ditampilkan dapat secara riil sesuai kondisi lapangan dan pertukaran informasi 

lintas stakeholder dapat dilakukan secara dini. 
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4. Apakah petunjuk pelaksanaan CSR telah disampaikan kepada 
rumah tan ga sasaran ang berhak menerima ro m 

5. Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR telah menjelaskan tujuan 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

dilaksanakan 

bertentangan 

Apakah Perusahaan memiliki staf pengelola CSR dengan 
"umlah yan memadai, bera a ·umlahnya 
Apakah Staf pengelola CSR memiliki keterampiian 

n elolaan untuk melaksanakan tu as. 
13. Apakah Terdapat banyak informasi mengenai petunjuk 

pelaksanaan kebi"akan CSR. 
14. Apakah Terdapat informasi mengenai ketaatan pelaksanaan 

kebijakan CSR. 
15. Apakah Tersedia anggaran yang cukup untuk pelaksanaan 

ro am CSR. 
16. Darimana sumber anggaran untuk pelaksanaan program CSR. 
17. Apakah Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program 

CSR dila rkan secara be ·en·ang. 
18. Apakah Program CSR dilaksanakan sesuai pembagian 

kewenangan. 
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

Apak:ah Kewenangan pelaksanaan 
dilaksanakan tan a aksaan. 
Apakah Pelaksanaan program CSR didukung oleh fasilitas 
an memadai. 

21. Apakah Penyediaan fasilitas penunjang program CSR 
bertentan an den an embebasan tanah masyarakat. 

22. Apakah Penyediaan fasilitas penunjang program CSR 
bertentan an den an embebasan ban arakat. 

Apakah Program CSR didukung bersama karena kesamaan 
rioritas. 

Apakah Program CSR dilaksanakan sebagai komitmen 
24

· bersama. 
Apakah Program CSR dilaksanakan dengan tujuan yang 

25. 

31. Bagaimanakah fleksibilitas prosedur pelakasanaan program 
CSR. 

32. Apakah terdapat pengawasan internal /ekstemal atas program 
CSR yang dilaksanakan. 

33. Apakah Pelaksanaan CSR sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 

34. A akah Pelaksanaan CSR tidak rumit/bertele-tele. 
35. Ba aimanakah Pembagian ke ·a rogram CSR 
36. Apakah terdapat Spesialisasi kerja karena tuntutan kebutuhan 

elaksanaan pro am CSR. 

37. Program CSR apa saja yang telah dilakukan di bidang 
kesehatan? 

38. Sia a kelompok sasarannya? 
39. Apakah terdapat perubahan yang signifikan dari kondisi 

sebelumnya? 
40. Bagaimana harapan atau saran agar kebijakan CSR dapat 

efektif menanggulangi kemiskinan bidang kesehatan? 
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Lampiran 2 Kuisioner 

Kemiskinan merupakan masalah nasional bahkan menjadi masalah global yang 

secara khusus tertuang dalam tujuan Millennium Development of Goals. Permasalahan 

dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bulungan ditandai dengan peningkatan 

prosentase kemiskinan pada tahun 2013 dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,04% atau 

meningkat sebesar 0,31 % dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut lebih buruk 

dibandingkan rata-rata capaian tingkat provinsi (6,38%) maupun nasional (11 ,47%). 

Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi, diantaranya adalah 

dimensi kesehatan. Berdasarkan profit Kesehatan Kabupaten Bulungan pada tahun 2015 

jumlah kematian bayi sebanyak 45 kasus dari 2.580 kelahiran hidup dan jumlah 

Kematian Balita sebanyak 55 kasus dari 2.580 kelahiran hidup. Angka mortilatas tersebut 

memperlihatkan adanya tren peningkatan Angka Kematian Bayi dan Balita dibandingkan 

tahun sebelumnya. Masih rendahnya indikator dimensi kesehatan menuntut dilakukannya 

Jangkah-langkah konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. 

Urgenitas kemiskinan menjadikan seluruh stakeholder secara bersama 

menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas kegiatan 

pembangunan. Termasuk diantaranya pihak swasta (perbankan, lembaga keuangan, 

perusahaan) yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dan 

Jingkungan (CSR) untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan termasuk 

upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan juga telah 

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 17 

Tahun 2015 yang bertujuan untuk mewujudkan hannonisasi dan sinergisme antara 

pelaksanaan program CSR dengan program pembangunan pemerintah daerah. 

Kondisi tersebut menjadi aset bagi Pemerintah Daerah untuk bersama-sama Pihak 

Swasta dalam mensinergikan program CSR dengan program OPD sebagai upaya 

percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bulungan. Dalam kurun 5 (lima) 

tahun terakhir imrlementasi program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan masih 

mengalami permasalahan baik dari segi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana 

maupun struktur birokrasi. 

Berdasarkan identifikasi pennasalahan diatas, maka dilakukan penelitian terkait 

"PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CSR TERHADAP 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BID ANG KESEHAT AN DI KABUP ATEN 

BULUNGAN". Diharapkan dari penelitian ini adanya rekomendasi terhadap 

implementasi CSR yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan ; ang terintegrasi, 

sinergis dan berkelanjutan antara seluruh stakeholder. 
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Peribal : Permobonan Peneisian Kuisioner 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Kepada : 1. PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA 

2. PT. DHARMA INTISA WIT LESTARI 

3. PT. LAMINDO INTERMILIKON 

4. PT. SANGGAM KAHURIP AN INDONESIA 

S. BRI Tanjung Selor 

6. Masyarakat (Desa Tengkapak, Apung, Tanjung Aguog, Sajau 

Pura, Wonomulyo, Salimbatu, Kelubir, Sajau Hilir, Bunyu, 

Salimbatu & Tanjung Selor) 

Sehubungan dilaksanakannya penelitian dalam rangka tugas akhir program 

pascasarjana Universitas Terbuka dengan judul "PENGARUH IMPLEMENT ASI 

KEBIJAKAN CSR TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKJNAN BIDANG 

KESEHATAN DI KABUPATEN BULUNGAN", maka digunakan kuisioner sebagai 

instrument penelitian. Besar harapan kami bahwa Ibu/Bapak/Saudara dapat berpartisipasi 

dalam penelitian ini sebagai upaya perbaikan/evaluasi terhadap implementasi kebijakan 

CSR yang telah ada. 

Sesuai dengan kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan saya jaga 

kerahasiannya. Atas waktu dan kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 

Peneliti, 

RENI MA YASARI 
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NR: .................... . 
(Diisi oleh Peneliti) 

LEMBAR KUISIONER 

PETUNJUK PENGJSIAN KUISIONER 

1. Mohon dengan honnat bantuan dan kesediaan Ibu/Bapak/Saudara untuk 

menjawab seluruh pemyataan yang disediakan. 

2. Berikanlah tanggapan terhadap beberapa pemyataan yang tersedia dengan 

memberi tanda checklist("") pada salah satu dari lima altematif pilihan 

(STS, TS, R, S, SS) 

3. Terdapat Iima altematif jawaban, yaitu : 

STS = untuk jawaban sangat tidak setuju 

TS = untukjawaban tidak setuju 

R = untuk jawaban ragu-ragu 

S = untuk jawaban setuju 

SS = untuk jawaban sangat setuju 

4. Karakteristik responden: 

a. Umur : ... . .... .... tahun 

b. Jenis kelamin : laki-laki I perempuan 

c. Pendidikan 

d. Pekerjaan 

e. Kedudukan dalam program CSR 

0 Pelaksana 

0 Penerima 

0 Lainnya : .. . .. . . ...... ........ . ... . 

f. Pengalaman dalam program CSR : .. . . .. . . . tahun 
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"PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CSR TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG KESEHAT AN DI KAB. 
BULUNGAN" 

1. KOMUNIKASI 
·- 'r, .. 

" Alternatif Jawaban 
No. Pernyataan 

STS TS R s SS 
1. Petunjuk pelaksanaan CSR disamoaikan secara langsung melalui sosialisasi. 
2. Petunjuk pelaksanaan CSR disamoaikan keoada stakeholder yang harus melaksanakannya. 
3. Petunjuk pelaksanaan CSR disamoaikan keoada rumah tanirna sasaran vang berhak menerima program. 
4. Petunjuk pelaksanaan CSR menjelaskan tuiuan program dilaksanakan. 
5. Petunjuk pelaksanaan CSR mehjelaskan waktu program dilaksanakan. 
6. Petunjuk pelaksanaan CSR menjelaskan cara program dilaksanakan. 
7. Petunjuk pelaksanaan CSR tidak bertentangan dengan oeraturan oerundang-undangan yang berlaku. 
8. Petuniuk pelaksanaan CSR tidak bertentangan dengan program pemerintah. 
9. Petuniuk pelaksanaan CSR tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

2. SUMBER DAYA 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

STS TS R s SS 
10. Perusahaan memiliki stafpengelola CSR denganjumlah yang memadai. 
11. Staf pengelola CSR memiliki keterampilan pengelolaan untuk melaksanakan tugas. 
12. Terdapat banyak informasi mengenai petunjuk pelaksanaan kebijakan CSR. 

13 . Terdapat informasi mengenai ketaatan pelaksanaan kebijakan CSR. 

14. Tersedia an1nmran yang cukup untuk pelaksanaan program CSR. 
15. Tersedia sumber anggaran yangjelas untuk pelaksanaan erogram CSR. 
16. Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program CSR dilaoorkan secara berieniang. 
17. Program CSR dilaksanakan sesuai Eembagian kewenangan. 
18. Kewenangan pelaksanaan program CSR dilaksanakan tanpa paksaan. 
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No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS R s SS 

19. Pelaksanaan program CSR didukung oleh fasilitas yang memadai. 
20. Penyediaan fasilitas penunjang program CSR tidak bertentangan dengan pembebasan tanah masyarakat. 
21. Penyediaan fasilitas penuniang program CSR tidak bertentangan dengan pembebasan banirunan masyarakat. 

3. SIKAP PELAKSANA 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS R s SS 

22. Program CSR didukung bersama karena kesamaan prioritas. 
23. Program CSR dilaksanakan sebagai komitmen bersama. 
24. Program CSR dilaksanakan dengan tujuan yang sama. 
25. Program CSR dilaksanakan penuh tanggungiawab tanoa paksaan. 
26. Program CSR dilaporkan secara berjenjang. 
27. Program CSR dilaporkan secara berkala. 
28. Program CSR dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan 
29. Program CSR dilaksanakan sesuai rencana keria yang telah ditetapkan 

4. STRUKTUR BIROKRASI 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS R s SS 

30. Terdapat prosedur yang fleksibel atas program CSR yang dilaksanakan. 
31. Terdapat pengawasan yang ketat atas program CSR vang dilaksanakan. 
32. Pelaksanaan CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
33. Pelaksanaan CSR tidak rumit/bertele-tele. 
34. Pembagian keria program CSR dilakukan secara proporsional. 
35. Spesialisasi kerja dilakukan karena tuntutan kebutuhan oelaksanaan program CSR. 
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No. 

36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

5. PENURUNAN ANGKA KEMATIAN BAYI & BALITA 

Pernyataan Alternatif Jawaban 
.i,._'l:( '· . STS TS · R s SS · 

Setiap bayi memperoleh minimal 3 kali pelayanan kesehatan himrn:a 1 bulan setelah lahir. 
Setiap bayi memperoleh minimal 4 kali pelayanan kesehatan rnulai urnur t - t 1 bulan setelah lahir. 
Setiap bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap. 
Setiap bayi memperoleh AS1 eksklusif. 
Setiap bayi memperoleh makanan pendamoing ASJ. 
Setiap balita rnernperoleh gizi seimbang, 

Bagaimanakah konsep yang diharapkan atau saran masukan agar kebijakan CSR dapat efektif menanggulangi kemiskinan di bidang 

kesehatan khususnya menurunkan angka kematian bayi dan balita? 

I. 

2. 

3. 

Demikian kuisioner ini dibuat dan diucapkan terima kasih atas partisipasi responden yang telah meluangkan waktunya 

dalam pengisian kuisioner ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Bulungan. 
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Lampiran 3 Transkrip Wawancara 

------~ 

NI : 01 
(Diisi oleh Peneliti) 

KARAKTERISTIK INFORMAN : 
a. Umur : 50 tahun 
b. Jenis kelamin : laki-laki 
c. Pendidikan Terak.h ir : S-1 
d. Pekerjaan : Swasta 
e. Jabatan : Kepala Divisi Humas 
f. Instansi : PT. DHARMA INTISA WIT LEST ARI 
g. Pengalaman dalam program CSR : 5 tahun 

Pertanyaan 
Jawaban 

1. Apa yang menjadi 
pelaksanaan CSR 

dasar Undang-Undang, PP dan Petunjuk 
teknis pelaksanaan CSR 

2. Apakah petunjuk pelaksanaan CSR Belum pernah mengikuti sosialisasi 
telah diterima secara langsung tentang petunjuk teknis pelaksanaan 
melalui sosia lisasi CSR 

3. Apakah petunjuk pelaksanaan CSR Hanya petunjuk teknis internal 
telah disampaikan kepada staf perusahaan 
pelaksana 

4. Apakah petunjuk pelaksanaan CSR Hanya petunjuk teknis internal 
telah disampaikan kepada rumah perusahaan 
tangga sasaran yang berhak 
menenma program 

5. Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR Ya, intinya untuk pemberdayaan 
telah menjelaskan tujuan program masyarakat dan keberlanjutannya 
dilaksanakan 

6. Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR Tidak, namun sudah terbiasa bahwa 
menjelaskan waktu program semua kegiatan dengan jangka waktu 
dilaksanakan satu tahun anggaran 

7. Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR Ya, sudah diatur cara pelaksanaan 
menje laskan cara program mulai perencanaan hingga evaluasi 
dilaksanakan 

8. Apakah ada Petunjuk pelaksanaan Tidak ada, semua sesua1 dengan 
CSR yg bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
peraturnn perundang-undangan berlaku 

ang berlaku. 
9. Apakah ada Petunjuk pelaksanaan Tidak ada, semua sinergis dengan 

CSR yang bertentangan dengan program pemerintah 
program pemerintah. 

10. Apakah ada Petunjuk pelaksanaan Tidak ada, kita sangat menjaga norma 
CSR yg bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat karena ini 
yang berlaku di masyarakat. sesuatu yang cukup riskan 
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11. 

Pertanyaan 

Apakah Perusahaan memiliki staf 
pengelola CSR dengan jumlah yang 
memadai, berapa jumlahnya 

12. Apakah Staf pengelola CSR 
memiliki keterampilan pengelolaan 
untuk melaksanakan tugas. 

13. Apakah Terdapat banyak informasi 
mengenai petunjuk pelaksanaan 
kebijakan CSR. 

Jawaban 

Ya, untuk saat ini jumlah staf ada 3 
orang dan cukup memadai untuk 
menghandle kegiatan CSR 
Ya, untuk pelatihan staf pengelola kita 
bekerjasama dengan Univ. 
Samatadarma 
Masih minim secara visual. Informasi 
petunjuk pelaksanaan CSR 
disampaikan melalui rapat internal 
sesuai kebutuhan pelaksanaan di 
lapangan 

14. Apakah Terdapat informasi Informasi yang ada masih bersifat 
mengenai ketaatan 
kebijakan CSR. 

pelaksanaan lisan. Kami sering berkomunikasi 
dengan perusahaan lain terkait 
pelaksanaan CSR. Apabila ada satu 
kegiatan atau ada kelompok yang tidak 
sesuai dengan ketentuan akan dapat 
diketahui dari sharing dengan 
perusahaan lainnya. 

15. Apakah Tersedia anggaran yang 
cukup untuk pelaksanaan program 
CSR. 

Ya, tersedia anggaran CSR setiap 
tahunnya. Jika berbicara cukup atau 
tidak itu sesuatu yang relatif. Intinya 
kita berbuat terlebih dahulu sesuai 
kemampuan yang ada. 

16. Darimana sumber anggaran untuk Dari Kantor Pusat sesuai usulan 
pelaksanaan program CSR. masyarakat dan mapping sosial setiap 

tahunnya. Usulan dilakukan pada akhir 
tahun sebelumnya ke level Top 
management. Terkadang beberapa 
kegiatan kami sharing dengan SKPD 
yang ada atau perusahaan sekitamya. 

17. Apakah Penggunaan anggaran 
untuk pelaksanaan program CSR 
dilaporkan secara berjenjang. 

18. Apakah Program CSR dilaksanakan 
sesuai pembagian kewenangan. 

19. Apakah Kewenangan pelaksanaan 
program CSR dilaksanakan tanpa 
paksaan. 

Ya, ke kantor pusat dan Pemda. Untuk 
Pemda kami kirim melalui Sistem 
Kemiskinan Terpadu secara online 
untuk mempermudah. Hardcopynya 
menyusul. 
Ya, program CSR dilaksanakan oleh 
bagian comdev dengan pembagian di 
bidang administrasi & lapangan untuk 
seluruh pilar (pendidikan, lingkungan 
& perrnukiman, ekonomi, sosial 
budaya) 
Tidak, semua sesuai komitment kita 
terhadap program CSR. Namun 
menurut saya paksaan itu harusnya ada, 
biar perusahaan sadar akan 
tan · awabsosial ke ada 
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No Pertanyaan 

20. Apakah Pelaksanaan program CSR 
didukung oleh fasilitas yang 
memadai. 

21. Apakah Penyediaan fasilitas 
penunjang program CSR 
bertentangan dengan pembebasan 
tanah masyarakat. 

22. Apakah Penyediaan fasilitas 

23. 

penunJang program CSR 
bertentangan dengan pembebasan 
bangunan masyarakat. 

Apakah Program CSR didukung 
bersama karena kesamaan prioritas. 

Apakah Program CSR dilaksanakan 
24. sebagai komitmen bersama. 

25. 

26. 

27. 

Apakah Program CSR dilaksanakan 
dengan tujuan yang sama. 

Apakah Program CSR dilaksanakan 
pen uh tanggungjawab tan pa 
paksaan. 

Apakah Program CSR dilaporkan 
secara berjenjang. 

Jawaban 

masyarakat. Perlu ada tindakan sedikit 
keras untuk menekan perusahaan. 
Ya, fasilitas pendukung tersedia 
khusus untuk program CSR guna 
mendukung kegiatan operasionaJ 
seperti kantor, kendaraan dan 
perlengkapan kantor 
Ya, masih ada beberapa lahan plasma 
yang belum pembebasan tanah dengan 
masyarakat. Namun itu terns kami 
upayakan untuk dapat diselesaikan 
Tidak ada, karena lahan perkebunan 
belum terbangun 

Ya, kami mendukung program CSR 
karena adanya kesamaan prioritas yaitu 
membangun masyarakat dengan pola 
pikir maju kedepan serta memiliki rasa 
kebersamaan. 
Ya, kami melaksanakan program CSR 
sebagai bentuk komitmen untuk 
penanggulangan kemiskinan 
Ya, kami yakin bahwa goals yang ingin 
dicapai dari program CSR adalah 
kemandirian dan pemberdayaan 
masyarakat sekaligus membangun 
investasi sosial dan eekonomi untuk 
keberlanjutan usaha perkebunan. 
Ya, tidak ada intervensi dari pihak 
manapun. Namun kami merasa 
harusnya Pemda sedikit tegas atau 
kesannya memaksa agar perusahaan 
dapat memenuhi tanggungjawab sosial 
dan lingkungannya 
Ya, program CSR yang telah 
dilaksanakan dilaporkan kepada 
Kantor Pusat dan Pemerintah Daerah 
Kab. Bulungan 

Apakah Program CSR dilaporkan Ya, program CSR yang telah 
dilaporkan setiap 28. secara berkala. dilaksanakan 

Apakah Program CSR dilaksanakan 
sesuai petunjuk pelaksanaan yang 

29. telah ditetapkan. 

triwulan. 
Ya, sebagai acuan pelaksanaan. Namun 
terkadang tidak sesuai dengan usulan 
masyarakat karena adanya proses 
verifikasi. Hal ini dilakukan 
perusahaan agar program yang 
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No 

30. 

Pertanyaan 

Apakah Program CSR dilaksanakan 
sesua1 rencana kerja yang telah 
ditetapkan. 

31. Bagaimanakah fleksibilitas 
prosedur pelakasanaan program 
CSR. 

32. Apakah terdapat pengawasan 
internal /ekstemal atas program 
CSR yang dilaksanakan. 

33. Apakah Pelaksanaan CSR sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 

34. 

35. 

36. 

Apakah Pelaksanaan CSR 
rumit/bertele-tele. 

Bagaimanakah 
program CSR 

Pembagian 

tidak 

kerja 

Apakah terdapat Spesialisasi kerja 
karena tuntutan kebutuhan 
pelaksanaan program CSR. 

37. Program CSR apa saja yang telah 
dilakukan di bidang kesehatan? 

Jawaban 

dihasilkan bukan hanya sekedar 
keinginan untuk jangka waktu pendek 
melainkan sebagai kebutuhan untuk 
jangka waktu panjang. Usulan tersebut 
dinilai dari segi manfaat dan beberapa 
pertimbangan lainnya sehingga layak 
untuk menjadi rencana kerja yang akan 
diusulkan ke level top management. 
Ya, baik program usulan maupun top 
down 

Prosedur pelaksanaan program CSR di 
kami cukup fleksibel sesuai kondisi di 
lapangan sepanjang tidak 
meninggalkan substansi dari prosedur 
yang telah ditetapkan terutama yang 
bersifat legalitas. 
Ya, pengawasan di\aksanakan secara 
internal sebagai bahan evaluasi 
termasuk publikasinya dengan 
perusahaan lain yang berdekatan 
wilayah operasi untuk mengantisipasi 
overlapping program CSR. 
Ya, pelaksanaan program CSR sesuai 
usulan masyarakat untuk selanjutnya 
diverifikasi berdasarkan mapping 
permasaJahan dan kebutuhan 
masyarakat. 
Ya, semua sudah ada prosedumya. 
Untuk program CSR yang berkaitan 
dengan penyed iaan fasilitas 
tanah/pembebasan asset masyarakat 
memang memerlukan ekstra prosedur 
untuk legalitas. 
Pembagian kerja berdasarkan tugas dan 
fungsi pelaksanaan program CSR yang 
dilaksanakan yaitu managerial, 
operasional dan adrninistrasi. 
Tidak, mengingat pelaksanaan 
program CSR bergabung dengan fungsi 
Humas. 

Kami sudah melaksanakan beberapa 
kegiatan CSR di bidang kesehatan 
seperti pemberian makanan tambahan, 
pelayanan kesehatan. imunisasi, 

.__~-'--~~~~~~~~~~~~~--'-----"-~-""--~~~-
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No Pertanyaan 
Jawaban 

pemeriksaaan IVA dan sosialisasi kaki 
gajah. 

38. Siapa kelompok sasarannya? Masih ditujukan untuk karyawan 
karyawati serta keluarga perusahaan 

39. Apakah terdapat perubahan yang Sudah ada perubahan perilaku 
signifikan dari kondisi sebelumnya? kesehatan dari karyawan karyawati 

untuk pola hidup bersih sehat termasuk 
kualitas kesebatan ibu dan anak 

40. Bagaimana harapan atau saran agar Kami merasa program CSR be I urn 
kebijakan CSR dapat efektif tersinkron dengan baik. Perlu adanya 
menanggulangi kemiskinan bidang satu bentuk sinergitas yang nyata antar 
kesehatan? pihak swasta di semua lini dan level 

decision maker utamanya sehingga 
goals pemba ngunan tercapai termasuk 
upaya percepatan penanggulangan 
kemiskinan. 
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NI :02 
(Diisi oleh Peneliti) 

KARAKTERISTIK INFORMAN : 
a. Umur : 39 tahun 
b. Jenis kelamin : laki-laki 
c. Pendidikan Terakhir : S-1 
d. Pekerjaan : Perbankan 
e. Jabatan : Account Officer 
f. Instansi : BRI Tanjung Selor 
g. Pengalaman dalam program CSR : 8 tahun 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apa yang menjadi 
pelaksanaan CSR 

dasar Undang-Undang, PP dan Petunjuk 
teknis pelaksanaan CSR 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Apakah petunjuk pelaksanaan CSR 
telah diterima secara langsung 
melalui sosialisasi 

Apakah petunjuk pelaksanaan CSR 
telah disampaikan kepada staf 
pelaksana 
Apakah petunjuk pelaksanaan CSR 
telah disampaikan kepada rumah 
tangga sasaran yang berhak 
menerima rogram 
Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR 
telah menjelaskan tujuan program 
dilaksanakan 
Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR 
menjelaskan waktu program 
di laksanakan 
Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR 
menjelaskan cara program 
di!aksanakan 

Ya, saya sendiri yang mengikuti 
sosialisasi tentang petunjuk teknis 
pelaksanaan CSR di Gedung 
Serbaguna 
Sudah disampaikan pada saat rapat 
teknis internal perusahaan serta melalui 
papan pengumuman 
Sebagian besar kami bermitra dengan 
OPD terkait sehingga OPD yang 
menangani langsung ke rumah tangga 
sasaran enenma program 
Ya, karena goals itu yang kami pegang 
sebagai bahan pertimbangan ke kantor 
pusat sebagai legal itas 
Tidak, namun sudah terbiasa bahwa 
semua kegiatan dilaksanakan dengan 
jangka waktu satu tahun anggaran 
Ya, sudah diatur cara pelaksanaan 
mulai perencanaan hingga evaluasi 
hanya saja belum bersinergi atau 
dengan kata lain forum CSR yang ada 
belum efektif 

8. Apakah ada Petunjuk pelaksanaan Tidak ada, semua sesuai dengan 
CSR yg bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
peraturan perundang-undangan berlaku 
yang berlaku. 

9. Apakah ada Petunjuk pelaksanaan Tidak ada, semua sinergis dengan 
CSR yang bertentangan dengan program pemerintah 
program pemerintah. 

~-~ 

43199

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Lampirao 3 Traoskrip Wawaocara 

No Pertanyaao Jawaban 

10. Apakah ada Petunjuk pelaksanaan Tidak ada, namun ketika berhadapan 
CSR yg bertentangan dengan norma dengan norma yang berlaku di 
yang berlaku di masyarakat. masyarakat ini menjadi dilema karena 

adanya kesenjangan program yang 
dilakukan tidak sama antar wilayah 

~ ~;-~~~,...<'-::" ~ ·7 ~~~~ • 

;i _._~~.,.,,_.., ,,./.,, -- -
11. Apakah Perusahaan memiliki staf Ya, untuk saat ini jumlah staf ada 3 

pengelola CSR dengan jumlah yang orang dan cukup memadai untuk 
memadai, berapa jumlahnya menangani kegiatan CSR 

12. Apakah Staf pengelola CSR Belum, untuk pelatihan staf pengelola 
memiliki keterarnpilan pengelolaan masih dilakukan via email dari kantor 
untuk melaksanakan tugas. pusat 

13. Apakah Terdapat banyak informasi Ya, bisa melalui media elektronik, dan 
mengenai petunjuk pelaksanaan Forum CSR 
kebijakan CSR. 

14. Apakah Terdapat informasi lnformasi yang ada masih bersifat 
mengena1 ketaatan pelaksanaan lisan. Apabila ada satu kelompok yang 
kebijakan CSR. tidak sesuai dengan ketentuan akan 

dapat diketahui dari sharing dengan 
perusahaan lainnya. 

15. Apakah Tersedia anggaran yang Ya, tersedia anggaran CSR setiap 
cukup untuk pelaksanaan program tahunnya namun be I um memadai 
CSR. mengingat masih berupa tun tu tan 

dasar. 
16. Darimana sumber anggaran untuk Dari Kantor Pu sat sesuai usulan 

pelaksanaan program CSR. masyarakat dan mapping sosial setiap 
tahunnya. Terkadang beberapa 
kegiatan kami sharing dengan OPD 
yang ada atau perusahaan sekitarnya 
misal Dinas Sosial. Dinas Kesehatan, 
dan PT. PKN 

17. Apakah Penggunaan anggaran Ya, ke kantor pusat dan Pemda 
untuk pelaksanaan program CSR maksimal 2 mmggu setelah 
dilaporkan secara berjenjang. pelaksanaan program CSR. 

I 8. Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, program CSR dilaksanakan oleh 
sesuai pembagian kewenangan . bagian comdev secara langsung. 

19. Apakah Kewenangan pelaksanaan Ya, prgram CSR dilaksanakan tanpa 
program CSR dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 
paksaan. Kami lakukan ini tulus semata-mata 

untuk kemandirian masyarakat. 
20. Apakah Pelaksanaan program CSR Ya, namun tidak secara khusus 

didukung oleh fasilitas yang diperuntukkan untuk CSR 
memadai. 

21. Apakah Penyediaan fasilitas Tidak pemah kegiatan CSR 
penunjang program CSR bertentangan dengan pembebasan 
bertentangan dengan pembebasan tan ah masyarakat karena biasanya 
tanah masyarakat. hanya dim bentuk barang atau kegiatan 
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No Pertanyaan Jawaban 

22. Apakah Penyecliaan fasilitas Tidak pernah kegiatan CSR 
penunJang program CSR bertentangan dengan pembebasan 
bertentangan dengan pembebasan bangunan masyarakat karena biasanya 
bangunan masyarakat. hanya dalam bentuk barang atau 

kegiatan 

Apakah Program CSR didukung Ya, kami mendukung program CSR 
bersama karena kesamaan prioritas. karena adanya kesamaan prioritas yaitu 

23
· membangun masyarakat mandiri 

den an la ikir maju kedepan 
Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, kami melaksanakan program CSR 

24. sebagai komitmen bersama. sebagai bentuk kom itmen untuk 

25. 

enanggulangan kemiskinan 
Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, kami yakin bahwa goals yang ingin 
dengan tujuan yang sama. dicapai dari program CSR adalah 

kemandirian dan pemberdayaan 
masyarakat sekaligus membangun 
investasi ekonomi untuk keberlanjutan 
usaha masyarakat 

Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, tidak ada intervensi dari pihak 
26. penuh tanggungjawab tanpa manapun. 

paksaan. 
Apakah Program 
secara berjenjang. 

27. 

CSR dilaporkan Ya, program CSR yang telah 
dilaksanakan dilaporkan kepada 
Kantor Pusat dan Pemerintah Daerah 
Kab. Bulungan 

28. 

Apakah Program CSR dilaporkan 
secara berkala 

Apakah Program CSR dilaksanakan 
sesuai petunjuk pelaksanaan yang 

29
· telah ditetapkan. 

Apakah Program CSR dilaksanakan 
sesuai rencana kerja yang telah 

30. ditetapkan. 

31. Bagaimanakah fleksibil itas 
prosedur pelakasanaan program 
CSR. 

Ya, program CSR yang tel ah 
dilaksanakan dilaporkan maksimal 14 
hari dari waktu pelaksanakaan 
termasuk publikasi dalam buletin 
Ya, sebagai acuan pelaksanaan. Namun 
terkadang tidak sesuai dengan usulan 
masyarakat karena adanya proses 
verifikasi oleh Kantor Pusat. 
Ya, untuk rencana top down. 
Sedangkan untuk usulan terkadang 
tidak sesuai dengan rencana kerja 
karena melihat cost benefit kegiatan. 

Prosedur pelaksanaan program CSR di 
kami cukup tleksibel sesuai kondisi di 
lapangan sepanjang tidak 
meninggalkan substansi dari prosedur 
yang telah ditetapkan bahwa untuk 
pembangunan fi sik harus persetujuan 
Kantor Pusat. 
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diJema bagi kami karena tidak 
seluruhnya bisa kami cover 

.t ~ -i;-~~~_;-~··. . - . 
.,..> ... ?,,.'._: 

11. Apakah Perusahaan memitiki staf 
pengelola CSR denganjumlah yang 
memadai, berapa jumlahnya 

12. Apakah Staf pengelola CSR 
memiliki keterampilan pengelolaan 
untuk melaksanakan tugas. 

13. Apakah Terdapat banyak informasi 
mengenai petunjuk pelaksanaan 
kebijakan CSR. 

14. Apakah Terdapat 
mengenai ketaatan 
kebijakan CSR. 

informasi 
pelaksanaan 

15. Apakah Tersedia anggaran yang 
cukup untuk pelaksanaan program 
CSR. 

16. Darimana sumber anggaran untuk 
pelaksanaan program CSR. 

17. Apakah Penggunaan anggaran 
untuk pelaksanaan program CSR 
dilaporkan secara berjenjang. 

18. Apakah Program CSR dilaksanakan 
sesuai pembagian kewenangan. 

19. Apakah Kewenangan pelaksanaan 
program CSR dilaksanakan tanpa 
paksaan. 

Ya, untuk saat ini jumlah staf pengelola 
CSR ada 6 orang dan cukup memadai 
untuk menghandle kegiatan CSR 
meskipun ada 1 staf yang memegang 2 
bidang program CSR 
Ya, ada 2 staf yang telah dilatih 
bekerjasama dengan Kementrian 
ESDM serta Universitas di Jogja 
Sudah ada namun belum optimal 
karena masih minim secara visual. 
Informasi petunjuk pelaksanaan CSR 
disampaikan melalui rapat internal 
sesuai kebutuhan pelaksanaan di 
lapangan 
Informasi yang ada masih bersifat 
lisan. Kami sering berkomunikasi 
dengan perusahaan lain terkait 
pelaksanaan CSR. Apabila ada satu 
kegiatan atau ada kelompok yang tidak 
sesuai dengan ketentuan akan dapat 
diketahui dari sharing dengan 
perusahaan lainnya. 
Ya, tersedia anggaran CSR setiap 
tahunnya sekitar 2,5 - 2, 7 Milyar dan 
tentu itu tidak cukup untuk mengcover 
seluruh keinginan masyarakat. 
Dari Kantor Pusat sesuai usulan 
masyarakat dan mappmg sosial & 
stakeholder setiap tahunnya. Usulan 
dilakukan pada akhir tahun sebelumnya 
ke level Top management. 
Ya, ke kantor pusat dan Pemda. Untuk 
Pemda kami kirim melalui Sistem 
Kemiskinan Terpadu secara online 
untuk mempermudah. Hardcopynya 
menyusul. 
Ya, program CSR dilaksanakan oleh 
bagian comdev dengan pembagian ke 
7 bidang (infrastruktur, kesehatan, 
pendidikan, lingkungan, ekonomi, 
entertainment, keagamaan) 
Ya, semua sesuai komitment kita 
terhadap program CSR. 
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No 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Pertanyaan 

Apakah terdapat pengawasan 
intemal/ekstemal atas program CSR 
yang dilaksanakan. 
Apakah Pelaksanaan CSR sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 

Apakah Pelaksanaan CSR tidak 
rumit/bertele-tele. 
Bagaimanakah Pembagian kerja 
program CSR 
Apakah terdapat Spesialisasi kerja 
karena tuntutan kebutuhan 
pelaksanaan program CSR. 

37. Program CSR apa saja yang telah 
dilakukan di bidang kesehatan? 

38. Siapa kelompok sasarannya? 

39. Apakah terdapat perubahan yang 
signifikan dari kondisi sebelumnya? 

40. Bagaimana harapan atau saran agar 
kebijakan CSR dapat efektif 
menanggulangi kemiskinan bidang 
kesehatan? 

Jawaban 

Ya, pengawasan dilaksanakan oleh 
auditor dari kantor pusat 

Ya, pelaksanaan program CSR sesuai 
usulan masyarakat untuk selanjutnya 
diverifikasi berdasarkan mapping 
permasalahan dan kebutuhan 
masyarakat. 
Cukup rumit mengingat harus 
persetujuan Kantor Pusat 
Tidak terdapat pembagian kerja 

Tidak, mengingat pelaksanaan 
program CSR bergabung dengan fungsi 
account officer 

Kami sudah melaksanakan beberapa 
kegiatan CSR di bidang kesehatan 
seperti operasi katarak yang merupakan 
pelayanan kesehatan bagi warga yang 
tidak mampu. Kedepannya kami ingin 
fokus bagi kesehatan di kawasan rawan 
DBD sebagai rum ah tangga 
percontohan 
Rumah tangga miskin 

Tentunya warga yang dibantu menjadi 
lebih produktif karena kembalinya 
penglihatan 
Kami merasa program CSR belum 
memiliki sinergitas antar stakeholder. 
Perlu adanya satu mekanisme yang 
efektif sehingga program CSR terpadu 
dan sinergis. 
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NI : 03 
(Diisi oleh Peneliti) 

KARAKTERJSTIK INFORMAN : 
a. Umur : 36 tahun 
b. Jenis kelamin : laki-laki 
c. Pendidikan Terakhir : S-1 
d. Pekerjaan : Swasta 
e. Jabatan : Kepala CSRJCOMDEV 
f. Instansi : PT. LAMINDO INTERMILIKON 
g. Pengalaman dalam program CSR : 5 tahun 

Pertanyaan 
Jawaban 

1. Apa yang menjadi dasar Undang-Undang, PP tentang Petunjuk 
teknis pelaksanaan CSR 

2. 

3. 

4. 

pelaksanaan CSR 

Apakah petunjuk pelaksanaan CSR 
telah diterima secara langsung 
melalui sosialisasi 
Apakah petunjuk pelaksanaan CSR 
telah disampaikan kepada staf 
pelaksana 
Apakah petunjuk pelaksanaan CSR 
telah disampaikan kepada rumah 
tangga sasaran yang berhak 
menerima rogram 

Belum pernah mengikuti sosialisasi 
tentang petunjuk teknis pelaksanaan 
CSR 
Hanya petunjuk teknis internal 
perusahaan serta dari kementerian 
ESDM 
Hanya petunjuk teknis internal 
perusahaan 

5. Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR Ya, mtmya untuk pemberdayaan 
telah menjelaskan tujuan program masyarakat dan keberlanjutannya 
dilaksanakan 

6. Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR Tidak, narnun sebagian besar kegiatan 
menjelaskan waktu program dengan jangka waktu satu tahun 
dilaksanakan 

7. Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR Ya, sudah diatur cara pelaksanaan 
menjelaskan cara program mulai perencanaan, pengawasan 
dilaksanakan hin ga evaluasi 

8. Apakah ada Petunjuk pelaksanaan Tidak ada, semua sesuai dengan 
CSR yg bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
peraturan perundang-undangan berlaku 
yang berlaku. 

9. Apakah ada Petunjuk pelaksanaan Tidak ada, semua mendukung dengan 
CSR yang bertentangan dengan program pemerintah 

rogram pemerintah. 
10. Apakah ada Petunjuk pelaksanaan Tidak ada, hanya saja ketidakpuasan 

CSR yg bertentangan dengan norma dari masyarakat terhadap program CSR 
yang berlaku di masyarakat. yang telah dilakukan tentunya cukup 
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20. Apakah Pelaksanaan program CSR 
didukung oleh fasilitas yang 
memadai. 

21. Apakah Penyediaan fasilitas 
penunjang program CSR 
bertentangan dengan pembebasan 
tanah masyarakat. 

Jawaban 

Ya, fasilitas pendukung tersedia khusus 
untuk program CSR guna mendukung 
kegiatan operasional seperti kantor, 
kendaraan dan perlengkapan kantor 
Tidak, karena sebelum kesekusi kami 
hams persiapkan legal drafting untuk 
berita acara kepemilikan aset 

22. Apakah Penyediaan fasilitas Tidak, karena sebelum kesekusi kami 
penunjang program CSR harus persiapkan legal drafting untuk 
bertentangan dengan pembebasan berita acara kepemilikan aset 
bangunan masyarakat. 

• ~ =J - .. ,...:,. 

Apakah Program CSR didukung Ya, kami mendukung program CSR 
bersama karena kesamaan prioritas. karena adanya kesamaan prioritas yaitu 

23
· membangun masyarakat dengan pola 

pikir maju kedepan 
Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, kami melaksanakan program CSR 

24. sebagai komitmen bersama. sebagai bentuk komitmen untuk 
penanggulangan kemiskinan 

25. 

Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, kami yakin bahwa goals yang ingin 
dengan tujuan yang sama. dicapai dari program CSR adalah 

kemandirian dan pemberdayaan 
masyarakat mengingat tambang ini 
tentunya tidak berkelanjutan. Jangan 
sampai Bunyu menjadi kota mati 

Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, tidak ada intervensi dari pihak 
26. penuh tanggungjawab tanpa manapun. 

27. 

paksaan. 
Apakah Program CSR dilaporkan 
secara berjenjang. 

Apakah Program CSR dilaporkan 
28. secara berkala. 

Apakah Program CSR dilaksanakan 
29. sesuai petunjuk pelaksanaan yang 

telah ditetapkan. 
Apakah Program CSR dilaksanakan 
sesuat rencana kerja yang telah 

30
· ditetapkan. 

Ya, program CSR yang telah 
dilaksanakan dilaporkan kepada 
Kantor Pusat dan Pemerintah Daerah 
Kab. Bulungan 
Ya, program CSR yang telah 
dilaksanakan dilaporkan setiap 
triwulan. 
Ya, sebagai acuan pelaksanaan. 

Ya, baik program usulan maupun hasil 
mapping dimana kami bekerjasama 
untuk pendampingan dengan 
Universitas Borneo 

31 . Bagaimanakah fleksibi litas Prosedur pelaksanaan program CSR di 
prosedur pelakasanaan program kami cukup flek sibe l sesuai kondisi di 
CSR. lapangan sepanjang tidak 
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No 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Pertanyaan 

Apakah terdapat pengawasan 
intemal/ekstemal atas program CSR 
yang dilaksanakan. 
Apakah Pelaksanaan CSR sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 

Apakah Pelaksanaan CSR tidak 
rum i t/bertele-tele. 

Bagaimanakah Pembagian kerja 
program CSR 
Apakah terdapat Spesialisasi kerja 
karena tuntutan kebutuhan 
pelaksanaan program CSR. 

37. Program CSR apa saja yang telah 
dilakukan di bidang kesehatan? 

38. Siapa kelompok sasarannya? 

39. Apakah terdapat perubahan yang 
signifikan dari kondisi sebelumnya? 

40. Bagaimana harapan atau saran agar 
kebijakan CSR dapat ef ektif 
menanggulangi kemiskinan bidang 
kesehatan? 

Jaw a ban 

meninggalkan substansi dari prosedur 
yang telah ditetapkan oleh Kantor 
Pu sat 
Ya, pengawasan dilaksanakan secara 
ektemal sebagai bentuk klarifik.asi 
kegiatan hingga justifikasi 
Ya, pelaksanaan program CSR sesuai 
usulan masyarakat untuk selanjutnya 
diverifikasi berdasarkan mapping 
permasalahan dan kebutuhan 
masyarakat. 
Tidak, terutama yang terkait 
pembebasan asset seperti yang pemah 
kami lakukan yaitu pembuatan embung 
Pembagian kerja berdasarkan bidang 
program CSR yang dilaksanakan 
Ya, mengingat pelaksanaan program 
CSR khusus ditangani bidang 
tersendiri . 

Kami fokus pada penanganan gizi 
buruk bekerjasama dengan pihak 
puskesmas mengingat anak merupakan 
investasi jangka panjang. Jadi kami 
memberikan makanan tambahan 
berdasarkan ahli gizi 
Bayi gizi buruk, bayi berat Iahir rendah, 
balita gizi buruk 
Ya sangat signifikan, saat ini untuk 
Desa Bunyu Timur sudah 0% untuk 
kasus gizi buruk 
Kami merasa program CSR belum 
tersinkron dengan baik. Perlu 
adanyaindependensi, penguatan 
kelembagaan CSR. otoritas pembagian 
kewenanangan mengingat saat m1 
sangat diatur oleh Kantor Pusat 
sehingga tidak ada keleluasaan pihak 
daerah untuk berbuat sesuai kebutuhan 
masyarakat 
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NI :04 
(Diisi oleh Peneliti) 

KARAKTERISTIK INFORMAN : 
h. Umur : 52 tahun 
i. Jenis kelamin : laki-laki 
j. Pendidikan Terakhir : S-1 
k. Pekerjaan : Swasta 
I. Jabatan : Direktur 
m. lnstansi : PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA 
n. Pengalaman dalam program CSR : 19 tahun 

Pertanyaan 
Jawaban 

1. Apa yang menjadi dasar Undang-Undang, PP dan Petunjuk 
teknis pelaksanaan CSR pelaksanaan CSR 

2. Apakah petunjuk pelaksanaan CSR YA, kami mengikuti sosialisasi tentang 
telah diterima secara langsung petunjuk teknis pelaksanaan CSR 
melalui sosialisasi 

3. Apakah petunjuk pelaksanaan CSR Ya, sudah kami sampaikan melalui 
telah disampaikan kepada staf rapat internal perusahaan, bulletin, 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

pelaksana wesite 

Apakah petunjuk pelaksanaan CSR Ya, sudah kami sampaikan ke 
telah disampaikan kepada rumah masyarakat penerima sesuai 4 pilar 
tangga sasaran yang berhak program CSR kami 
menenma rogram 
Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR Ya, walaupun secara nonnative 
telah menjelaskan tujuan program 
dilaksanakan 
Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR 
menjelaskan waktu program 
dilaksanakan 
Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR 
menjelaskan cara program 
dilaksanakan 
Apakah ada Petunjuk pelaksanaan 
CSR yg bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Tidak, namun sudah terbiasa bahwa 
semua kegiatan dengan jangka wak.1:u 
satu tahun anggaran 
Ya, walaupun belum secara gambling 
diatur terutama mekanisme interaksi 
den an masyarakat 
Tidak ada, semua sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

Apakah ada Petunjuk pelaksanaan Tidak ada, semua sinergis dengan 
CSR yang bertentangan dengan program pemerintah 

ro ram emerintah. 
I 0. Apakah ada Petunjuk pe laksanaan Gesekan dengan masyarakat itu pasti 

CSR yg bertentangan dengan norma ada, apalagi terkait masalah lahan tapi 
yang berlaku di masyarakar_. ---~_k_a_m_i __ b_er_u~p_a~y_a_b_a_h_w_a __ i_tu __ t_id_a~k 
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No Pertanyaan Jawaban 

berpengaruh dengan program CSR 
mengingat kami bagian yang terpisah 
antara aktifitas tambang dengan 
pemberdayaan CSR 

1 ••,.~;,;;>:_..,..~o •, {><*>,.._!'!" ..;-i~•:;. -µ..,,,.., 

. ~ 

11. Apakah Perusahaan memiliki staf 
pengelola CSR dengan jumlah yang 
memadai, berapa jumlahnya 

12. Apakah Staf pengelola CSR 
memiliki keterampilan pengelolaan 
untuk melaksanakan tugas. 

13. Apakah Terdapat banyak informasi 
mengenat petunjuk pelaksanaan 
kebijakan CSR. 

14. Apakah Terdapat in fonnasi 
mengenai ketaatan pelaksanaan 
kebijakan CSR. 

15. Apakah Tersedia anggaran yang 
cukup untuk pelaksanaan program 
CSR. 

16. Darimana sumber anggaran untuk 
pelaksanaan program CSR. 

17. Apakah Penggunaan anggaran 
untuk pelaksanaan program CSR 
diJaporkan secara berjenjang. 

18. Apakah Program CSR dilaksanakan 
sesuai pembagian kewenangan. 

19. Apakah Kewenangan pelaksanaan 
program CSR dilaksanakan tanpa 
paksaan. 

20. Apakah Pelaksanaan program CSR 
djdukung oleh fasjJjtas yang 
memadai. 

Ya, untuk saat ini jumlah staf ada 6, 1 
manager dan I tenaga administrasi 
yang tergabung dalam department 
comdev dan cukup memadai untuk 
menghandle kegiatan CSR 
Ya, setiap tahun kami ikutkan pelatihan 
termasuk dengan anggota keluarga 
harus stay di lokasi agar memiliki rasa 
kebersamaan dalam menjalankan 
program CSR 
Ya, melalui rapat internal, website dan 
bulletin 

Ya, kami menginventarisir by name by 
address sehingga j ika ada satu kegiatan 
atau ada kelompok yang tidak sesuai 
dengan ketentuan akan dapat diketahui 
Ya, tersedia anggaran CSR setiap 
tahunnya. Ada perhitungan sendiri 
untuk alokasi dana tergantung basil 
produksi tambang 
Dari Kantor Pusat sesuai usulan 
masyarakat dan mapping sosial setiap 
tahunnya. 
Ya, ke kantor pusat dan Pemda. Untuk 
Pemda kami kirim melaJui Sistem 
Kemiskinan Terpadu secara online 
untuk mempermudah. Hardcopynya 
menyusul. 
Ya, program CSR dilaksanakan oleh 
bagian comdev dengan pembagian 4 
pilar (kesehatan & nutrisi , lingkungan 
dan budaya, kontribusi sosial 
ekonomi, pendidikan) 
Ya, sama sekali tidak ada paksaan, 
kami ingin membangun daerah demi 
kesejahteraan bersama 
Ya, fasilitas pendukung tersedia 
khusus untuk program CSR guna 
mendukung kegiatan operasional 
seperti kantor kendaraan dan 
perlengkapan kantor 

~-~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Lampiran 3 Transkrip Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 

21. Apakah Penyediaan fasilitas Tidak, karena program CSR terpisah 
penunjang program CSR dengan pembebasan tanah masyarakat. 
bertentangan dengan pembebasan 
tanah masyarakat. 

22. Apakah Penyediaan fasilitas Tidak 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

penunJang program CSR 
bertentangan dengan pembebasan 
bangunan masyarakat. 

Apakah Program CSR didukung Ya, kami mendukung program CSR 
bersama karena kesamaan prioritas. karena adanya kesamaan prioritas yaitu 

membangun masyarakat dengan pola 
pikir maju kedepan serta memiJiki rasa 
kebersamaan. 

Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, kami melaksanakan program CSR 
sebagai komitmen bersama. sebagai bentuk komitmen bersama 

untuk penanggulangan kemiskinan 
meskipun pendekatan yang dilakukan 
dapat berbeda 

Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, kami yakin bahwa goals yang ingin 
dengan tujuan yang sama. dicapai dari program CSR adalah 

kemandirian dan pemberdayaan 
masyarakat sekaligus membangun 
investasi sosial dan eekonomi untuk 
keberlanjutan usaha perkebunan. 

Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, tidak ada intervensi dari pihak 
penuh tanggungjawab tanpa manapun. 
paksaan. 
A pakah Program 
secara berjenjang. 

CSR dilaporkan Ya, program CSR yang telah 
dilaksanakan dilaporkan kepada 
Kantor Pusat, Pemerintah Daerah Kab. 
Bulungan serta Kementerian ESDM 

Apakah Program CSR dilaporkan Ya, program CSR yang telah 
secara berkala. dilaksanakan dilaporkan setiap 

triwulan, khusus ke Kementerian 
ESDM dilakukan 2 kali dalam setahun 
pemaparan 

Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, sebagai acuan pelaksanaan. 
29. sesuai petunjuk pelaksanaan yang 

telah ditetapkan. 
Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, baik program usulan maupun top 

30. sesua1 rencana kerja yang telah down 
ditetapkan. 

31 . Bagaimanakah fleksibilitas Prosedur pelaksanaan program CSR di 
prosedur pelakasanaan program kami cukup fleksibel sesuai kondisi di 
CSR. lapangan sepanjang tidak 
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No Pertanyaan 

32. Apakah terdapat pengawasan 
internal /eksternal atas program 
CSR yang dilaksanakan. 

33. Apakah Pelaksanaan CSR sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 

34. Apakah Pelaksanaan CSR tidak 
rumit/bertele-tele. 

35. Bagaimanakah Pembagian kerja 
program CSR 

36. Apakah terdapat Spesialisasi kerja 
karena tuntutan kebutuhan 
pelaksanaan program CSR. 

37. Program CSR apa saja yang telah 
dilakukan di bidang kesehatan? 

38. Siapa kelompok sasarannya? 

39. Apakah terdapat perubahan yang 
signifikan dari kondisi sebelumnya? 

40. Bagaimana harapan atau saran agar 
kebijakan CSR dapat efektif 
menanggulangi kemiskinan bidang 
kesehatan? 

Jawaban 

meninggalkan substansi dari prosedur 
yang telah ditetapkan 
Ya, pengawasan dilaksanakan secara 
intemal/eksternal sebagai bahan 
evaluasi 
Ya, pelaksanaan program CSR sesuai 
usulan masyarakat untuk selanjutnya 
diverifikasi berdasarkan mapping 
permasalahan dan kebutuhan 
masyarakat. 
Ya, semua sud ah ada prosed urn ya. 
Untuk program CSR yang berkaitan 
dengan penyediaan fasilitas 
tanah/pembebasan asset masyarakat 
memang memerlukan ekstra prosedur 
untuk legalitas. 
Pembagian kerja berdasarkan tugas dan 
fungsi pelaksanaan program CSR yang 
dilaksanakan yaitu managerial, 
operasional dan administrasi. 
Ya mengingat pelaksanaan program 
CSR terpisah dengan bidang produksi 
tam bang. 

Kami sudah melaksanakan beberapa 
kegiatan CSR di bidang kesehatan 
seperti pemberian makanan tambahan, 
pos gizi, peningkatan posyandu, 
penguatan kader prosyandu dengan 
sharing PKM Bumi Rahayu 
Bayi dan balita di wi layah operasional 
perusahaan serta tenaga kesehatan 
Sudah ada perubahan derajat kesehatan 
maupun pola perilaku kesehatan 
masyarakat 
Kami merasa program CSR sudah 
bbisa bergerak lehih maju, membangun 
network itu yang penting, sharing 
ide/konsep pengembangan demi 
kesejahteraan masyarakat 

43199

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Lampiran 3 Transkrip Wawancara 

-------~ 

NI : 05 
(Diisi oleh Peneliti) 

KARAKTERISTIK INFORMAN : 
o. Umur 
p. Jenis kelamin 
q. Pendidikan Terakhir 

: 25 tahun 
: laki-laki 
: S-1 

r. Pekerjaan : Swasta 
s. Jabatan : Pranata Humas 
t. Instansi : PT. SANGGAM KAHURIP AN INDONESIA 
u. Pengalaman dalam program CSR : 4 tahun 

Pertanyaan 
Jawaban 

1. Apa yang menjadi 
pelaksanaan CSR 

dasar Undang-Undang, PP dan Petunjuk 
teknis pelaksanaan CSR 

2. Apakah petunjuk pelaksanaan CSR Belum pernah mengikuti sosialisasi 
telah diterima secara langsung tentang petunjuk teknis pelaksanaan 
melalui sosialisasi CSR 

3. Apakah petunjuk pelaksanaan CSR Hanya petunjuk teknis internal · 
telah disampaikan kepada staf perusahaan 
pelaksana 

4. Apakah petunjuk pelaksanaan CSR Hanya petunjuk teknis internal 
telah disampaikan kepada rumah perusahaan 
tangga sasaran yang berhak 
menerima ro am 

5. Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR 
telah menjelaskan tujuan program 
di laksanakan 

6. Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR 
menjelaskan waktu program 
di laksanakan 

7. Apakah Petunjuk pelaksanaan CSR 
menjelaskan cara program 
dilaksanakan 

8. Apakah ada Petunjuk pelaksar.aan 
CSR yg bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

9_ Apakah ada Petunjuk pelaksanaan 
CSR yang bertentangan dengan 
program emerintah_ 

JO_ Apakah ada Petunjuk pelaksanaan 
CSR yg bertentangan dengan norma 
yang berlaku di masyarakaL 

Ya, intinya untuk pemberdayaan 
masyarakat 

Tidak, namun sudah terbiasa bahwa 
semua kegiatan dengan jangka waktu 
satu tahun 
Ya, sudah d iatur cara pelaksanaan 
mulai perencanaan hingga evaluasi 

Tidak ada, sem ua sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

Tidak ada, semua sinergis dengan 
program pemerintah 

Tidak ada, namun terkadang ada 
perbedaan pola pohi, habbit, attitude 
yang berbeda dengan norma yang 
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No Pertanyaan 
Jawaban 

berlaku di masyarakat karena 
.. 
llll 

sesuatu yang cukup riskan 

' ·~-'~ " : '~::rZ· !._ ,_ 
·--"£'~- ..... :·"· • - 1~ '-< ._.,#•a~ 

- • • >'' ""' - :: 

11. Apakah Perusahaan memiliki staf Ya, untuk saat ini jumlah staf ada 3 
pengelola CSR dengan jumlah yang orang dan cukup memadai untuk 
memadai, berapa jumlahnya menghandle kegiatan CSR 

12. Apakah Staf pengelola CSR Bel um, mengingat be I um pemah 
memiliki keterampilan pengelolaan mengikuti pelatihan khusus 
untuk melaksanakan tugas. 

13. Apakah Terdapat banyak informasi Masih minim secara visual. lnf ormasi 
mengenai petunjuk pelaksanaan petunjuk pelaksanaan CSR 
kebijakan CSR. disampaikan melalui rapat internal dan 

sirect speech sesuat kebutuhan 
pelaksanaan di lapangan 

14. Apakah Terdapat informasi Informasi yang ada masih bersifat 
mengenai ketaatan pelaksanaan lisan. Kami sering berkomunikasi 
kebijakan CSR. dengan perusahaan lain terkait 

pelaksanaan CSR. Apabila ada satu 
kegiatan atau ada kelompok yang tidak 
sesuai dengan ketentuan akan dapat 
diketahui dari sharing dengan 
perusahaan lainnya. 

15. Apakah Tersedia anggaran yang Ya, tersedia anggaran CSR setiap 
cukup untuk pelaksanaan program tahunnya. Jika berbicara cukup atau 
CSR. tidak itu sesuatu yang relatif. 

16. Darimana sumber anggaran untuk Dari Kantor Pusat sesuai usu Ian 
pelaksanaan program CSR. masyarakat dan mapping sosial setiap 

tahunnya. 
17. Apakah Penggunaan anggaran Ya, ke kantor pusat dan Pemda. Untuk 

untuk pelaksanaan program CSR Pemda kami kirim melalui Sistem 
dilaporkan secara berjenjang. Kemiskinan Terpadu secara on line 

untuk mempermudah. Hardcopynya 
menyusul. 

18. Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, program CSR dilaksanakan oleh 
sesuai pembagian kewenangan. bagian comdev dengan pembagian di 

bidang administrasi & Japangan untuk 

I 
seluruh pilar (asisten, office, 
administrasi) 

19. Apakah Kewenangan pelaksanaan Ya, semua sesuai komitment kita 
program CSR dilaksanakan tanpa terhadap program CSR. 
paksaan. 

20. Apakah Pelaksanaan program CSR Ya, fasj]jtas pendukung tersedia khusus 
didukung oleh fasilitas yang untuk program CSR guna mendukung 
memadai. kegiatan operasional seperti kantor, 

kendaraan dan perlengkapan kantor 
f--

2 l. Apakah Penyediaan fas ilitas Ya, masih ada beberapa lahan plasma 
penunJang program CSR yang belum pembebasan tanah dengan 
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No Pertanyaan 

bertentangan dengan pembebasan 
tanah masyarakat. 

Jawaban 

masyarakat. Namun itu terus kami 
upayakan untuk dapat diselesaikan 

22. Apakah Penyediaan fasilitas Tidak ada, karena lahan perkebunan 
belum terbangun pen Un Jang program CSR 

bertentangan dengan pem bebasan 
bangunan masyarakat. 

~ ~-:':.ff.'i.$' :·~. . _/ : ,. 
... ,,·;:--Z.1".:'~.'.!- ~.,c:c~J~- ~-

Apakah Program CSR didukung Ya, karni mendukung program CSR 
bersama karena kesamaan prioritas. karena adanya kesamaan prioritas yaitu 

23
· membangun masyarakat dengan pola 

pikir maju kedepan 
Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, kami melaksanakan program CSR 

24. sebagai komitmen bersama. sebagai bentuk komitmen untuk 
penanggulangan kemiskinan 

Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, kami yakin bahwa goals yang in gin 
25. dengan tujuan yang sama. dicapai dari program CSR adalah 

kemanusiaan dan keberlanjutan . 
Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, tidak ada intervensi dari pihak 

26. penuh tanggungjawab tanpa manapun. 

27. 

28. 

29. 

paksaan. 
Apakah Program CSR dilaporkan 
secara berjenjang. 

Apakah Program CSR dilaporkan 
secara berkala. 

Apakah Program CSR dilaksanakan 
sesuai petunjuk pelaksanaan yang 
telah ditetapkan. 

Ya, program CSR yang telah 
dilaksanakan dilaporkan kepada 
Kantor Pusat dan Pemerintah Daerah 
Kab. Bulungan 
Ya, program CSR yang telah 
dilaksanakan dilaporkan setiap 
triwulan. 
Ya, sebagai acuan pelaksanaan. Namun 
terkadang tidak sesuai dengan usulan 
masyarakat karena adanya proses I 
verifikasi. Hal 1m dilakukan 
perusahaan agar program yang 
dihasilkan bukan hanya sekedar 
keinginan untuk jangka waktu pendek 
melainkan sebagai kebutuhan untuk 
jangka waktu panjang. lntinya jangan 
kegiatan asal-asalan. 

Apakah Program CSR dilaksanakan Ya, baik program usulan maupun top 
sesua1 rencana kerja yang telah down 

30· ditetapkan. 

31. Bagaimanakah fleksibilitas Prosedur pelaksanaan program CSR di 
prosedur pelakasanaan program kami cukup fleksibel sesuai kondisi di 
CSR. lapangan 
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No Pertanyaan 

32. Apakah terdapat pengawasan 
internal /ekstemal atas program 
CSR yang dilaksanakan. 

33. Apakah Pelaksanaan CSR sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 

34. Apakah Pelaksanaan CSR tidak 
rumit/bertele-tele. 

35. Bagaimanakah Pembagian kerja 
program CSR 

36. Apakah terdapat Spesialisasi kerja 
karena tuntutan kebutuhan 
pelaksanaan program CSR. 

37. Program CSR apa saja yang telah 
dilakukan di bidang kesehatan? 

38. Siapa kelompok sasarannya? 

39. Apakah terdapat perubahan yang 
signifikan dari kondisi sebelumnya? 

40. Bagaimana harapan atau saran agar 
kebijakan CSR dapat efektif 
menanggulangi kemiskinan bidang 
kesehatan? 

Jawaban ' 

Ya, pengawasan dilaksanakan secara 
internal dari kantor pusat 

Ya, pelaksanaan program CSR sesuai 
usulan masyarakat untuk selanjutnya 
diverifikasi berdasarkan social 
mapping, FGD dan PRA 
Ya, semua sudah ada prosedurnya. 
Untuk program CSR yang berkaitan 
dengan penyediaan fasilitas 
tanah/pembebasan asset masyarakat 
memang memerlukan ekstra prosedur 
untuk legalitas. 
Pembagian kerja berdasarkan tugas dan 
fungsi pelaksanaan program CSR yang 
dilaksanakan yaitu managerial, 
operasional dan administrasi. 
Tidak, mengingat pelaksanaan 
program CSR bergabung dengan fungsi 
Hum as. 

Kami sudah melaksanakan beberapa 
kegiatan CSR di bidang kesehatan 
seperti pemberian makanan tambahan, 
pelayanan kesehatan, imunisasi, 
pemeriksaaan IV A dan sosialisasi kaki 
gajah. Jadi sifatnya preventif dan 
promosikesehatan 
Masih ditujukan untuk karyawan 
karyawati serta keluarga perusahaan 
Sudah ada perubahan perilaku 
kesehatan dari karyawan karyawati 
untuk pola hidup bersih sehat termasuk 
kualitas kesehatan ibu dan anak 
Kami merasa program CSR terlalu 
besar, harus ada lingkup kecil yang 
membawahi beberapa wilayah, 
sehingga control semakin mudah, 
meminimalisir overlapping serta lebih 
efektif efisien. 
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4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 5 4 4 3 I 3 5 2 5 4 5 I 4 I 5 4 4 4 3 4 5 I 4 
5 s 5 3 4 4 3 3 5 4 4 4 5 3 I 3 5 4 4 4 4 I 4 I 4 3 5 4 3 s I 3 
5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 l 3 4 4 4 4 4 I 4 5 5 4 3 3 
4 4 4 2 4 4 3 2 5 4 1 4 4 4 I 4 5 3 4 4 4 I 4 
s s 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 I ' 4 4 4 4 5 4 I ~ 4 
s 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 , , 4 5 4 4 4 4 I ··4' 

4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 I 4 5 4 4 2 5 I · 4 

2 5 4 4 4 4 4 2 5 4 3 5 4 4 I .4 4 4 4 4 s I 4 , 
4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 I 4 5 3 4 4 4 I ·~4 

5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 I ·4 

5 4 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5 4 5 4 
4 4 4 2 4 3 3 5 4 5 4 5 · 3 4 •r 
5 4 5 3 4 3 2 5 4 5 4 4 

2 s 5 
5 
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4 4 

4 5 2 a 4 4 4 4 5 4 4 ' 4 4 
4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 s 
4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 s 4 4 5 4 4 4 4 4 I 4 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 s 4 s 4 ' 5 4 4 4 4 4 I s 
4 4 5 5 5 4 4 s s 4 5 4 4 4 3 ' 3 5 3 4 4 I 5 
4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 3 s 4 3 4 I 4 s 
4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 3 s 4· 4 4 I 4 5 , 4 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 s 3 4 2 4 4 5 3 3 4 I 4 I 3 4 3 4 4 I 5 4 
4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 I 4 I 3 s I 3 3 4 4 I 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 s 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 I 4 I 4 f I 3 '4 4 3 I ·. 4 4 
3 3 4 4 4 4 3 3 5 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 I 4 I s 3 I 3 4 4 4 I 4 5 
4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 s 4 4 s 4 4 s 3 4 4 I 4 I 4 4 ·. 1 4 s 4 s I s s 
4 4 5 4 4 s 3 4 s 4 s 4 4 s 4 4 4 4 4 s I 4 I 3 4 I 4 s 4 s I 4 ·s 
4 3 s 4 4 5 3 4 s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I 4 I s 4 I 4 5 4 4 I s ' 4 

4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I s I s 5 I 4 5 3 s I 4 s 
4 4 4 4 s 5 4 4 . 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I s I 3 s I 4 s 4 4 I 4 4 
4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I 4 I 4 4 I 4 5 4 s I 5 5 
3 3 4 4 5 5 4 4 5 3 4 s 4 4 4 4 4 4 3 4 I 4 I 5 5 I 4 s 4 I 4 4 
3 3 4 4 s 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 I 4 I s 5 I 4 5 4 I 4 4 
3 4 4 4 4 3 4 s s 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 I 4 I 3 4 I S 

3 4 4 4 4 4 4 5 s 4 4 4 4 4 ·s 4 4 4 4 4141 .'4 

3 4 4 4 4 4 4 s s 4 4 4 4 4 5 4 4' 4 4 4 :J 4 I 4 . 
3 4 4 4 4 s 4 s 5 4 4 4 4 s 4 4 4 4 4 4 I 4 I 5 
3 3 4 4 4 5 3 s 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I 4 I 4 

4 3 4 4 4 5 3 5 s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I 4 I 4 
4 4 4 4 4 5 3 s s 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 5 4 I 4 I 4 I 4 

3 4 4 5 4 3 I 4 ., , 3 .. I 5 '· 

4 3 4 5 5 3 I 4 · ~ 3 ·1 4 
4 4 s 4 I s ' I 4 I 4 
4 
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4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
4 4 s 4 4 4 5 5 5 4 4 4 s 4 4 
4 4 s 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 3 4 4 s s 4 4 4 s 4 11 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 3 5 s s 5 s s s 4 S I 4 S I 4 5 s 
4 4 4 4 4 3 s s s s s s s 4 4 1. 4 4. I 3 4 I S 4 
4 4 4 4 4 3 s 5 4 5 s 5 4 4 4., ·I · 4 4 ·1 s s I · s 4 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 s s 5 s I s 3 I 4 4 I 4 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 s 5 4 5 4 s 5 I s 4 I 4 s I 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 I 4 4 I 4 4 I . 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 I 4 3 I 4 4 I 4 3 
4 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 s I 4 3 I 4 4 I 4 3 
4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 s I s 3 I 4 4 I 4 4 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 I s 4 I 4 4 4 I 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 I 3 5 I 4 3 3 I 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 I 3 4 I s 4 s I 5 s 
4 3 3 s 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 I 5 5 I 3 3 3 I 4 3 
4 4 4 s 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 I 5 4 I 4 4 4 I 4 4 
4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 I s 4 I 4 4 4 I 4 4 
4 5 5 4 s 4 4 4 5 4 4 5 4 4 I s s I 4 4 5 I 3 4 
4 4 4 4 s 4 .4 4 4 4 5 5 4 s' I · .s s I ' 5, 3 3 q 4 s· 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 s I s 4 I 4 4 4 ' I 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 I s s I 4 4 3 ii 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 I s 4 I 3· 4 4 I 4 3 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 I 5 3 4 4 I 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 I 5 4 3 3 4 

4 4 5 4 4 5 4 
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Lampiralll 6 Tabel Anali~a 

Tabel 1 Implementasi Kebijaka 11 CSR 5 ub Variabel Ko1nunika1 i 

lndikhtor PT. LIM 

Bentuk.'cara I Tidak me11gikuti 

sosialisasi 

PT. DTL 

Mengikuti sosialis 

Kejelasan 

informasi 

Menjelaskan tujua 1 Menjelaskan tujua 

d:m cara i:elaksanaaan cara pelaksanaaan 

CSR 

Konsis1ensi I Tidak benentangan 

ckngan pogram 

p1:rusahaan 

Tidak berentanga 

d !ngan pDgram 

p !rusahaan 

Sumber · Observ~si & Wawancar.1, 2017 

lSi Mengik 

1 dan Menjel1 

CSR cara pe 

1 Tidak t 

dengan 

perusar 

PT. PK!' I PT. SKI 

uti sosia isasi I Tidak nengiku ti 

sosiali ·;asi 
--

1skan tuj Jan dan Menje askan tu juan dar 

aksanaaan CSR cara p< :laksanru tan CSR 

ertentan; ~an I Tidak )ertentai 1gan 

program I dengar 1 progran 

aan I perusa 1aan 

~ Bru 
g ikuti sosialisasi 

Men} :laskan tujuan 

dan c tra pelaksanaaan 

CSR t: bertentrngan 

'n progn:m 

I perus thaan 
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Lampiran 6 Tabel Analisa 

Tabel 2 Analisis Komparatiflmplementasi Kebijakan CSR Sub Variabel Komunikasi 

I lndikator Kebijakan CSR lmplementasi Analisis 

I 
Bentuk/cara Dilakukan sosialisasi Telah dilaksanakan Belum adanya tembusan sebagai tindak lanjut kepada stakeholder yang 

dan publikasi serta sosialisasi dan publikasi ke tidak hadir agar informasi tetap tersampaikan kepada pelaksana CSR. 

penyusunan sistem lintas stakeholder Sedangkan untuk sistem informasi sebagaimana diamanatkan dalam 

informasi Juknis bergabung dengan Sistem Informasi Kemiskinan Terpadu dimana 

perusahaan sebagai user dari Pokja Pengembangan Kemitraan. Hal ini 

agar lebih efektif serta tidak terjadi overlap penyampaian informasi 

pelaksanaan CSR. 

Kejelasan Menjelaskan tujuan Perusahaan memaham i Dalam petunjuk teknis belum mengatur waktu pelaksanaan CSR. Namun 

informasi dan cara pelaksanaan tujuan dan cara demikian dalam sosialisasi serta rapat internal bahwajangka waktu 

CSR pelaksanaan CSR pelaksanaan CSR adalah satu tahun anggaran sesuai APBD Kabupaten 

Bulungan. 

Konsistensi Penjelasan teknis Adanya Perbup terkait Secara vertikal rnaupun horizontal tidak terdapat pertentangan terhadap 

dijabarkan dalam petunjuk teknis petunjuk teknis pelaksanaan CSR. 

Perbup pelaksanaan CSR 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 
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Lampiran 6 Tabel Analisa 

Tabel 3 Implementasi Kebijakan CSR Sub Variabel Sumber Daya 

lndikator PT. LIM PT. OIL PT. PKN PT. SKI BRI 

Staf I Manajer I Manajer I Manajer I Manajer 1 Manajer 

5 Staf 2 Staf I Asisten l Asisten 1 Staf 

6 Staf 2Staf 

Hanya 1 orang yang Sebagian besar pernah Sebagian besar pernah Belum pernah Belum pernah 

pernah mengikuti mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan 

pelatihan program CSR, 2 program CSR program CSR program CSR, hanya program CSR 

orang lainnya pernah pelatihan managerial 

mengikuti pelatihan secara umum 

managerial secara umum 

Informasi Informasi petunjuk Informasi petunjuk lnformasi petunjuk Informasi petunjuk Informasi petunjuk 

pelaksanaan program CSR pelaksanaan program pelaksanaan program pelaksanaan program pelaksanaan program 

disampaikan melalui rapat CSR disampaikan CSR disampaikan CSR disampaikan CSR disampaikan 

internal dan pamtlet melalui rapat internal melalui rapat internal, melalui media sosial melalui e-mail dan 

media cetak dan website dan direct speech rapat internal 

Tidak terdapat informasi Terdapat informasi Terdapat informasi Terdapat informasi Tidak terdapat 

mengenai ketaatan mengenai ketidaktaatan mengenai ketaatan mengenai ketidaktaatan informasi mengenai 

pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan 
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Lampiran 6 TabeJ Analisa 

Indikator PT. LIM PT. DIL PT. PKN PT. SKI BRI 

pelaksanaan kebijakan CSR melalui sharing CSR melaui media cetak CSR (misal : kelompok ketaatan pelaksanaan 

CSR dengan perusahaan COMDEV NEWS per nelayan yang tidak kebijakan CSR 

sekitar wilayah operasi triwulan dan detail by melaksanakan program 

(misal overlap program) name by address demplot ikan) 

Financial Tersedia anggaran rutin Tersedia anggaran rutin Tersedia anggaran rutin Tersedia anggaran rutin Tersedia anggaran 

setiap tahunnya setiap tahunnya setiap tahunnya setiap tahunnya rutin dan insidental 

berdasarkan mapping berdasarkan mapping berdasarkan tonase hasil berdasarkan usulan (usulan) setiap 

kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat produksi tambang masyarakat yang telah tahunnya 

diverifikasi 

Anggaran bersum ber dari Anggaran bersumber Anggaran bersumber dari Anggaran bersumber Anggaran bersumber 

Kantor Pusat serta dana dari Kantor Pusat serta Kantor Pusat serta dana dari Kantor Pusat dari Kantor Pusat serta 

sharing dengan mitra dana sharing dengan sharing dengan mitra dana sharing dengan 

lainnya (misal : Pertamina, mitra lainnya (misal : Jainnya (misal : Disdik, mitra lainnya (misal : 

Kecamatan, Dinkes, Univ. Disperindagkop & BRI) PT. PKN, Dinas 

Borneo) UKM) Sosial) 

Penggunaan anggaran Penggunaan anggaran Penggunaan anggaran Penggunaan anggaran Penggunaan anggaran 

dilaporkan ke Kantor dilaporkan ke Kantor dilaporkan ke Kantor dilaporkan ke Kantor dilaporkan ke Kantor 

Pusat pada awal tahun Pusat pada awal tahun Pusat pada awal tahun Pusat pada awal tahun Pusat maksimal 14 hari 

berikutnya. Sedangkan berikutnya. Sedangkan berikutnya. Sedangkan berikutnya. Sedangkan dari pelaksanaan 
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Lampiran 6 Tabel Analisa 

Tndikator PT. LIM PT. DIL PT. PKN PT. SKI BRI 

kepada Pemerintah Daerah kepada Pemerintah kepada Pemerintah kepada Pemerintah program CSR. 

Kab. Bulungan dilakukan Daerah Kab. Bulungan Daerah Kab. Bulungan Daerah Kab. Bulungan Sedangkan kepada 

per triwulan secara on line. dilakukan per triwulan dilakukan per triwulan dilakukan per triwulan. Pemerintah Daerah 

secara online. secara online. Kab. Bulungan 

dilakukan per triwulan 

secara online. 

Fasilitas Fasilitas pendukung Fasilitas pendukung Fasilitas pendukung Fasilitas pendukung Fasilitas pendukung 

tersedia khusus untuk tersedia khusus untuk tersed ia khusus untuk tersedia khusus untuk tidak tersedia khusus 

program CSR yang program CSR yang program CSR yang program CSR yang untuk program CSR 

mendukung kegiatan mendukung kegiatan mendukung kegiatan mendukung kegiatan melainkan juga sebagai 

operasional (office, operasional (office, operasional (office, operasional (office, keperluan core bisnis 

kendaraan, perlengkapan kendaraan, kendaraan, perlengkapan kendaraan, 

kantor) perlengkapan kantor) kantor) perlengkapan kantor) 

I Seluruh fasilitas Masih ada fasilitas Masih ada fasi I itas Masih ada fasilitas Belum pernah 

penunjang program CS R penunjang program CSR penunjang program CSR penunjang program menyediakan fasilitas 

berupa lahan telah berupa lahan plasma berupa lahan CSR berupa lahan fisik yang 

dilakukan pembebasan yang masih dalam pertambangan yang plasma yang masih menggunakan tanah 

dari asset masyarakat proses pembebasan masih dalam proses dalam proses dan bangunan 

dengan asset masyarakat masyarakat 
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Lampiran 6 Tabel Analisa 

Tndi kator PT. LIM PT. OIL PT.PKN PT.SKI BRI 

pembebasan dengan asset pembebasan dengan 

masyarakat asset masyarakat 

Wewenang Program CSR Program CSR Program CSR Program CSR Program CSR 

dilaksanakan oleh bagian dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh 

comdev sesuai pembagian bagian comdev dengan comdev department bagian pranata humas bagian account officer 

kewenangan berdasarkan pembagian di bidang dengan pembagian dengan pembagian di 

pil ar-pil ar program CS R adrnini strasi & lapangan kewenangan di 4 pilar bidang administrasi dan 

(pend id ikan, kesehatan, untuk seluruh pilar (food & nutrisi, lapangan untuk seluruh 

lingkungan, infrastruktur, (pendidikan, lingkungan knowledge & education, pilar (pendidikan, 

keagamaan, ekonomi, & perrnukiman, economic development, kesehatan, ekonomi, 

entertainment) ekonomi, sosial budaya) social) budaya) 

Sumber : Observasi & Wawancara, 201 7 
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Lampiran 6 Tabel Analisa 

Tabel 4 Analisis Komparatif Implementasi Kebijakan CSR Sub Variabel Sumber Daya 

f ndikator Kebijakan CSR I lmplementasi Analisis 

Staf Forum CSR terdiri dari unsur Pemerintah 

Daerah, Perseroan dan Masyarakat 

Informasi I Pemerintah daerah berperan mempublikasikan 

kepada masyarakat Perusahaan yang 

mendapatkan penghargaan (Perusahaan yang 

telah bersungguh-sungguh melaksanakan 

TSLP) dan memberikan informasi & berbagai 

data guna penyusunan program CSR 

Forum CSR berdasarkan SK Bupati Bulungan Petunjuk teknis tidak mengatur 

Nomor terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, spesifikasijumlah staf serta 

Perseroan dan Masyarakat keterampilan yang harus 

dimiliki oleh perusahaan. 

Telah dilaksanakan CSR awards pada Desember Pemerintah daerah telah 

2016 yang diserahkan langsung oleh Wakil melibatkan perusahaan serta 

Bupati Bulungan kepada perseroan di masing- memberikan informasi & 

masing kategori sebagai bentuk apresiasi berbagai data guna penyusunan 

terhadap komitmen membangun Bulungan. program CSR termasuk 

publikasi kepada masyarakat 

tentang Perusahaan yang telah 

bersungguh-sungguh 

melaksanakan program CSR 

serta himbaun kepada 

perusahaan lainnya yang belum 
.. 
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Lampiran 6 Tabel Analisa 

Tndikator Kebijakan CSR Implementasi Anal is is 

berpartisipasi untuk ikut 

bermitra dalam pelaksanaan 

program CSR guna 

penanggulangan kemiskinan. 

Financial Biaya koordinasi program dan kegiatan TSLP Biaya koordinasi program dan kegiatan Forum Anggaran koordinasi telah 

dibebankan pada APBD. CSR dibebankan pada rekening Bappeda Kab. dialokasikan sesuai petunjuk 

Program dan kegiatan TSLP merupakan Bulungan. teknis pada APBD Kabupaten 

kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan Program dan kegiatan CSR dianggarkan oleh Bulungan. Sedangkan untuk 

diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang perusahaan berdasarkan ketentuan dan mapping anggaran perusahaan telah 

pelaksanaannya dilakukan dengan sosial kebutuhan masyarakat dengan dialokasikan dengan 

memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran. persetujuan kantor pusat perusahaan masing- memperhatikan azas kepatutan 

masing. dan kewajaran. 

Fas ilitas Pemerintah daerah dapat memfasilitasi Adanya Forum CSR yang ditetapkan tanggal Pemerintah daerah melalui 

terbentuknya forum dalam penyelenggaraan melalui SK Bupati Bulungan. BAPPEDA Kab. Bulungan 

CSR menfasilitasi terbentuknya 

Forum CSR sebagai forum 

koordinasi 

Sumher : Hasil Analisis, 201 7 
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Lampiran 6 Tabet Analisa 

Tabel 5 lmplementasi Kebijakan CSR Sub Variabel Sikap Pelaksana 

Indikator PT. LAMINDO PT. DHARMA PT. PRIMA KHARISMA PT. SANGGAM 

INTER MILIKON INTISA WIT LEST ARI NUSANTARA KAHURIPAN BRI 

INDONESIA 

Komitmen Program CSR Program CSR Program CSR dilaksanakan Program CSR Program CSR 

di laksanakan sebagai dilaksanakan sebagai sebagai komitmen bersama dilaksanakan sebagai dilaksanakan 

komitmen bersama kom itmen bersama untuk penanggu langan komitmen bersama untuk sebagai komitmen 

untuk penanggulangan untuk penanggulangan kemiskinan dengan tujuan penanggulangan bersama untuk 

kemiskinan dengan kemiskinan dengan kemandirian masyarakat kemiskinan dengan penanggulangan 

tujuan pemberdayaan tujuan kemandirian dan dan keberlanjutan sekaligus tujuan pemberdayaan kemiskinan dengan 

masyarakat sekaligus pem berdayaan membangun sinergitas. masyarakat khususnya tujuan kemandirian 

I membangun investasi rnasyarakat seka I igus Program CSR didukung perempuan sekaligus masyarakat 
I 

sos ial untuk membangun investasi karena adanya kesamaan membangun investasi sekaligus 

keberlanj utan usaha sosial dan ekonorni prioritas yaitu membangun sosial untuk mengem bangkan 

pertambangan. untuk keberlanjutan masyarakat yang keberlanjutan usaha core bisnis yang 

Program CSR usaha perkebunan. sustainable sebagai agen perkebunan. Program menjadi bidang 

didukung karena Program CSR didukung perubahan meskipun berada CSR didukung karena usaha. Program 

adanya kesamaan karena adanya di wi !ayah pertam bangan adanya kesamaan CSR didukung 
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Lampiran 6 Tabel Analisa 

Tnd ikator PT. LAMlNDO PT. DHARMA PT. PRIMA KHARISMA PT. SANGGAM 

INTER MTLIKON JNTlSA WIT LESTART NUSANTARA KAHURIPAN BRI 

INDONESIA 

prioritas yaitu kesamaan prioritas yang memiliki masa prioritas yaitu terutama yang 

membangun yaitu membangun produksi dalam jangka membangun masyarakat menjadi prioritas 

masyarakat lokal masyarakat dengan pola waktu tertentu atau tidak dengan paradigma, pola adalah yang 

dengan pola pikir maju pikir maju kedepan sustainable . pikir, habbit serta attitude bersinggungan 

kedepnn. se rt<l 111 e111 i Ii k i rasa kemandirian. dengan bidang 

kcbersamRa n. usaha yaitu 

perbankan. 

Tanggungjawab Program CSR yang Program CSR yang Program CSR yang telah Program CSR yang telah Program CSR yang 

telah dilaksanakan telah dilaksanakan di laksanakan di laporkan dilaksanakan dilaporkan telah dilaksanakan 

dilaporkan secara di laporkan secara secara berjenjang dan secara berjenjang dan dilaporkan secara 

be~j enjang dan berkala berjenjang dan berkala berkala kepada Kantor berkala kepada Kantor berjenjang dan 

kepada Kantor Pusat kepada Kantor Pusat Pusat dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah berkala maksimal 

dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Daerah Kab. Bulungan Daerah Kab. Bulungan 14 hari setelah 

Kab. Bulungan tanpa Kab. Bulungan tanpa tanpa adanya paksaan dari tanpa adanya paksaan kegiatan 

adanya paksaan dari adanya paksaan dari pihak tertentu. Termasuk dari pihak tertentu. dilaksanakan serta 

pihak tertentu. pihak tertentu. penyampaian paparan ke dipublikasikan 

dalam bulletin. 
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Lampiran 6 Tabel Analisa 

I Ind ikator PT. LAMTNDO PT. DHARMA PT. PRIMA KHARlSMA PT. SANGGAM 
I 
I 

INTER MILIK ON INT ISA WIT LESTARI NU SANTARA KAHURTPAN BRT 

INDONESIA 

Kementerian ESDM 2 kali 

setiap tahunnya. 

Kepatuhan Program CSR Program CSR Program CSR dilaksanakan Program CSR Program CSR 

terhadap aturan dilaksanakan sesuai dilaksanakan sesuai sesuai petunjuk teknis serta dilaksanakan sesuai dilaksanakan sesuai 

petunjuk teknis namun petunjuk teknis namun mapping kebutuhan petunjuk teknis dan petunjuk teknis 

terkadang tidak sesuai terkadang tidak sesuai masyarakat. Hal ini sesuai usulan masyarakat namun terkadang 

dengan usulan dengan usulan dilakukan perusahaan agar pada akhir tahun untuk tidak sesuai rencana 

masyarakat karena masyarakat karena program yang dihasilkan selanjutnya diverifikasi kerja yang telah 

adanya proses adanya proses sesuai kebutuhan untuk dan ditetapkan oleh CEO disusun karena 

verifikasi dari Kantor verifikasi. Hal ini jangka waktu panjang sebagai rencana kerja persetujuan usulan 

Pusat. Hal ini dilakukan perusahaan dinilai dari segi manfaat tahunan diluar kegiatan diputuskan oleh 

dilakukan perusahaan agar program yang sebagai investasi sosial penyediaan lahan plasma Kantor Pusat. 

agar program yang dihasilkan bukan hanya untuk menjadi rencana bagi masyarakat. 

dihasilkan sebagai sekedar keinginan kerja tahunan yang akan 

kebutuhan riil untuk jangka waktu diusulkan ke Kantor Pusat. 

masyarakat untuk pendek melainkan 

jangka waktu panjang. sebagai kebutuhan 
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Lampiran 6 Tabet Analisa 

lndikator PT. LAMlNDO PT. DHARMA PT. PRIMA KHARISMA PT. SANGGAM 

INTER MIUKON INTISAWJT LESTART NUSANTARA KAHURTPAN BRT 

INDONESIA 

Usulan tersebut dinilai untuk jangka waktu 

dari segi manfaat dan panjang. Usulan 

beberapa pertimbangan tersebut dinilai dari segi 

lainnya sehingga layak manfaat dan beberapa 

untuk menjadi rencana pertimbangan lainnya 

kerja yang akan sehingga layak untuk 

ditetapkan oleh level menjadi rencana kerja 

top management. yang akan diusulkan ke 

level top management. 

Sumber: Observasi & Wawancara, 2017 
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Lampiran 6 Tabel Analisa 

Tabel 6 Analisis Komparatiflmplementasi Kebijakan CSR Sub Variabel Sikap Pelaksana 

Indikator Kebijakan CSR lmplementasi Analisis 

Komitmen Petunjuk pelaksanaan TSLP ini Program CSR dilaksanakan sebagai komitmen Pemerintah daerah telah berupaya 

dimaksudkan untuk memberikan arahan, bersama untuk penanggulangan kemiskinan membangun komitmen bersama 

mewujudkan harmonisasi dan sinergisme dengan tujuan kemandirian, pemberdayaan stakeholder lainnya atas dasar 

antara pelaksanaan program TSLP dengan masyarakat, keberlanjutan dan sinergitas. kesamaan prioritas dan tujuan 

program pembangunan Pemerintah Daerah, sekaligus membangun investasi sosial untuk untuk percepatan penanggulangan 

mewujudkan keberlanjutnya keberlanjutan usaha perusahaan. Program kemiskinan di Kabupaten 

penyelenggaraan program TSLP. Sehingga CSR didukung karena adanya kesamaan Bulungan. Termasuk 

dalam mewujudkan nya Pemerintah Daerah prioritas yaitu upaya percepatan menyampaikan program skala 

berperan untuk memberikan pemahaman penanggulangan kemiskinan dengan prioritas sebagai bahan dalam 

kepada perusahan bagaimana mem ban gun membangun masyarakat lokal melalui perencanaan program CSR kepada 

Perusahaan dan kepentingan bisnisnya paradigma, pola pikir, habbit serta attitude forum pelaksana pada saat 

yang berpihak pada pemerataan melalui kemandirian untuk maju kedepan serta Musrenbang, Rakor 

I TSLP, mengsinergikan antara Pemerintah memiliki rasa kebersamaan. penanggulangan kemiskinan dan 
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Lampiran 6 Tabel Analisa 

!ndikator Kebijakan CSR !mplementasi Analisis 

Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam rapat Forum CSR guna 

upaya percepatan penanggulangan mengsinergikan program antara 

kemiskinan; dan menyampaikan program Pernerintah Daerah, dunia usaha 

skala prioritas sebagai bahan dalam dan masyarakat. 

perencanaan program TSLP kepada forum 

pelaksana TSLP. 

Tanggungjawab Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Program CSR yang telah di susun berdasarkan Perusahaan telah menyampaikan 

Program dan kegiatan TSLP di Kecamatan mapping sosial di wilayah desa darnpingan kewaj ibannya dalam ha! pelaporan 

menghimpun laporan dari Perusahaan dilaksanakan dan dilaporkan secara berjenjang baik secara berjenjang maupun 

terkait alokasi pembiayaan TSLP dan dan berkala kepada Kantor Pusat dan berkala. Hanya saja tidak melalui 

I 
pelaksanaannya. Hasil himpunan laporan Pemerintah Daerah Kab. Bulungan tanpa Anggota Tim Koordinasi 

di sampaikan kepada Bupati . kemudian adanya paksaan dari pihak tertentu. Termasuk Pengelolaan Program dan kegiatan 
I 
I di laporkan kepada DPRD Kab. Bulungan untuk perusahaan pertam bangan penyampaian TSLP di Kecamatan mengingat 

untuk selanjutnya dipublikasi melalui paparan ke Kementerian ESDM 2 kali setiap belum terbentuk tim dimaksud. 

media cetak. Ketentuan mengenai tata cara tahunnya. Beberapa perusahaan Sehingga pelaporan dihimpun 

pelaporan dan format laporan ditetapkan mempublikasikannya secara internal dalam secara terpisah baik di Bappeda, 

dengan Keputusan Kepala Badan. Setiap bulletin. Sedangkan pemerintah daerah Bagian Perekonomian Setda serta 

Perusahaan yang menjalankan kegiatan mempublikasikannya secara insidental di TKPKD Kab. Bulungan. 
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Lampiran 6 Tabel Analisa 

lndikator Kebi_jakan CSR Jmplementasi Analisis 

usahanya wajib membuat program dan bersamaan dengan informasi pembangunan Termasuk pelaporan ke DPRD 

kegiatan TSLP dan menetapkannya Jainnya. Kab. Bulungan meskipun 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dipublikasi melalui media cetak 

dalam kebijakan manajemen maupun bersama dengan informasi 

progra m pengembangan Perusahaan. pembangunan lainnya. 

Kepatuhan Monitoring dan evaluasi dilaksanakan Program CSR dilaksanakan sesuai petunjuk Monev masih belum dilakukan 

terhadap aturan untuk mengetahui capaian dan kemajuan teknis namun terkadang tidak sesuai dengan secara intensif dengan observasi 

program; menilai kesesuaian pelaksanaan usulan masyarakat karena adanya proses lapangan secara menyeluruh 

dengan kebijakan; dan mendokumentasikan verifikasi dari Kantor Pusat. Hal ini dilakukan kecuali yang dilakukan oleh 

berbagai kegiatan sebagai bahan untuk perusahaan agar program yang dihasilkan internal perusahaan. Termasuk 

menyusun tindakan perbaikan program . sebagai kebutuhan riil masyarakat untuk evaluasi kesesuaian pelaksanaan 

Setiap Perusahaan yang menjalankan jangka waktu panjang. Usu Ian tersebut dinilai dengan kebijakan yang ada. 

kegiatan usahanya waj ib mem bu at program dari segi manfaat dan beberapa pertimbangan 

dan kegiatan TSLP. Jainnya sehingga layak untuk menjadi rencana 

kerja yang akan ditetapkan oleh level top 

management. 

Sumher: Hasi/ Analisis, 2017 
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Lampiran 6 Tabel Analisa 

lndikator PT. LAMTNDO INTER PT. DHARMA PT. PRIMA KHARISMA PT. SANGGAM 

MILIKON INTISAWIT LESTARI NUSANTARA KAHURTPAN BRI 

INDONESIA 

CSR dilaksanakan CSR dilaksanakan secara internal setiap triwulan CSR dilaksanakan CSR dilaksanakan 

secara internal setiap secara internal sebagai sebagai bahan evaluasi termasuk secara internal sebagai secara internal 

triwulan sebagai bahan bahan evaluasi termasuk pengawasan dari Kantor Pusat bahan evaluasi termasuk sebagai bahan 

evaluasi termasuk publikasinya dengan sebagai justiftkasi atas pengawasan dari Kantor evaluasi termasuk 

pengawasan dari Kantor perusahaan lain yang pelaporan yang telah Pusat sebagai justifikasi pengawasan dari 

Pusat sebagai justiftkasi berdekatan wilayah disampaikan. atas pelaporan yang Kantor Pusat sebagai 

atas pelaporan yang operasi untuk telah disampaikan. justifikasi atas 

telah disampaikan. mengantisipasi pelaporan yang telah 

overlapping program disampaikan. 

CSR. 

Hiera rki Pelaksanaan program Pelaksanaan program Pelaksanaan program CSR Pelaksanaan program Pelaksanaan program 

CSR sesuai usulan CSR sesuai usulan berdasarkan mapping CSR sesuai usulan CSR sesuai usulan 

masyarakat untuk masyarakat untuk permasalahan dan kebutuhan masyarakat untuk masyarakat dan 

selanjutnya diverifikasi selanjutnya diveriftkasi masyarakat di sekitar wilayah selanjutnya diverifikasi lainnya sudah 

berdasarkan mapping berdasarkan mapping operasi perusahaan pada spot- berdasarkan social ditetapkan oleh 

permasalahan dan permasalahan dan spot tertentu. mapping, FGD, PRA Kantor Pusat 

' 
, kebutuhan masyarakat. kebutuhan masyarakat. serta rapat internal guna berdasarkan mapping 

L_ ----- - - l 
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Lampiran 6 Tabel Analisa 

lndikator PT. LAMTNDO INTER PT. DHARMA PT. PRIMA KHARISMA PT. SANGGAM 

MI UK ON INTI SA WIT LESTA RI NUSANTARA KAHURIPAN BRT 

INDONESIA 

penentuan kebutuhan kebutuhan 

masyarakat. masyarakat yang 

mendukung core 

bisnis. 

Pelaksanaan program Pelaksanaan program Pelaksanaan program CSR yang Pelaksanaan program Pelaksanaan program 

CSR yang berkaitan CSR yang berkaitan berkaitan dengan penyediaan CSR yang berkaitan CSR yang berkaitan 

dengan penyediaan dengan penyediaan fasilitas tanah/pembebasan asset dengan penyediaan dengan penyediaan 

fasilitas fasilitas masyarakat memerlukan ekstra fasilitas fasilitas 

tanah/pembebasan asset tanah/pembebasan asset prosedur untuk legalitas. tanah/pembebasan asset tanah/pembebasan 

masyarakat memerl ukan masyarakat memerl ukan masyarakat memerlukan asset masyarakat 

I i ckstra prosedur untuk ekstra rrosedur untuk ekstra prosedur untuk memerlukan ekstra 
i 

I legalitas. I legali tas. legalitas. prosedur untuk 

legalitas. 

Pembagian Pembagian kerja Pembagian kerja Pembagian kerja program CSR Pembagian kerja Pembagian kerja 

ke~ja program CSR program CSR berdasarkan tugas dan fungsi program CSR program CSR 

berdasarkan pi lar-pi lar berdasarkan tugas dan pelaksanaan program CSR yang berdasarkan tugas dan berdasarkan tugas 

program CSR yang fungsi pelaksanaan fungsi pelaksanaan dan fungsi 
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Lampiran 6 Tabel Analisa 

lndikator PT. LAMTNDO INTER PT. DHARM A PT. PRIMA KHARTSMA PT. SANGGAM 

Ml LI KON INTISAW IT LESTA RI NUSANTARA KAHURTPAN BRT 

INDONESIA 

dilaksanakan yaitu : program CSR yang dilaksanakan yaitu : managerial, program CSR yang pelaksanaan program 

pendidikan, kesehatan, dilaksanakan yaitu : operasional dan administrasi. dilaksanakan yaitu : CSR yang 

ekonomi , lingkungan, managerial , operasional managerial, operasional dilaksanakan yaitu : 

infrastru ktur. dan ad1 nini stras i. dan administrasi. managerial, 

entert ainment, clan operas ional dan 

keagamaan . adm in istrasi. 

Tidak terdapat Tidak terdapat Terdapat spesialisasi kerja Tidak terdapat Tidak terdapat 

spesialisasi kerja spesialisasi kerja mengingat pelaksanaan program spesialisasi kerja spesialisasi kerja 

mengingat pelaksanaan mengingat CSR difokuskan kepada mengingat pelaksanaan mengingat 

program CSR pelaksanaan program program jangka panjang, program CSR pelaksanaan program 

bergabung dengan CS R bergabung terpisah dengan eksternal bergabung dengan CSR bergabung 

fu ngs i Humas. dengan fun gs i department yang berfungsi fungsi Humas. dengan fungsi 

Humas. untuk kegiatan jangka pendek account officer. 

dengan masyarakat. Sehingga 

ketika terdapat konflik dengan 

masyarakat tidak mempengaruhi 

interaksi perusahaan dengan 
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Lampiran 6 Tabet Analisa 

l lndi ka tnr I PT. LAM INDO INTER PT. DHARMA PT. PRIM/\ KHARISMA PT. SANGGAM 
I 

MILIKON INTISA WIT LESTAR I NUSANTARA KAHURTPAN BR! 

INDONESIA 

masyarakat karena program 

CSR tetap berjalan. 

Sum her: Observasi & Wawancara, 2017 
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Tabel 8 Analisis Komparatif Implementasi Kehijakan CSR Sub Variabel Struktur Birokrasi 

Jndikator Kebijakan CSR Implementasi Anal is is 

SOP Sinergi program diselenggarakan mulai dari perencanaan, Prosedur pelaksanaan program CSR bersifat Pengawasan 

pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TSLP dengan fleksibel sesuai kondisi di lapangan tanpa be I urn 

usulan dari hasil penjaringan program melalui musyawarah meninggalkan substansi dari prosedur yang dilaksanakan 

perencanaan pembangunan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan ser1a telah ditetapkan terutama yang bersifat secara 

disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah legalitas. optimal guna 

Daerah. Tata cara sinergisme program ditetapkan dengan Keputusan Pengawasan pelaksanaan program CSR sinergitas 

Kepala Badan. dilaksanakan secara internal sebagai bahan program 

Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan kegiatan TSLP evaluasi termasuk pengawasan dari Kantor CSR oleh 

di Kecamatan menghimpun laporan dari Perusahaan terkait alokasi Pusat sebagai justifikasi atas pelaporan yang Pemerintah 

pembiayaan TSLP dan pelaksanaannya. Hasil himpunan laporan telah disampaikan. termasuk publikasinya Daerah Kab. 

disampaikan kepada Bupati, kemudian dilaporkan kepada DPRD dengan perusahaan lain yang berdekatan Bulungan 

Kabupaten Bulungan. wilayah operasi untuk mengantisipasi sesuai 

Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TLSP di overlapping program CSR. struktur 

kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif kelembagaan 

oleh pengurus. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk yang te1ah 

mengetahui capaian dan kemajuan program ; menilai kesesuaian ditetapkan. 

pelaksanaan dengan kebijakan;dan mendokumentasikan berbagai 
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lndikator Kebijakan CSR Implementasi Analisis 

kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan 

program. 

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati. 

Hierarki Kelembagaan TSLP terdiri dari Forum Pelaksana, Tim Fasilitasi dan Pelaksanaan program CSR sesuai usulan Perencanaan 

Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TSLP. masyarakat untuk selanjutnya diverifikasi program 

Sinergi program diselenggarakan mulai dari perencanaan, berdasarkan social mapping, FGD, PRA serta CSR telah 

pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TSLP dengan rapat internal guna penentuan kebutuhan dilaksanakan 

usulan dari hasil penjaringan program melalui musyawarah masyarakat. sesuai 

perencanaan pembangunan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pelaksanaan program CSR yang berkaitan hierarki 

dengan penyediaan fasilitas tanah/pembebasan yang ada 

asset masyarakat memerlukan ekstra prosedur mulai dari 

untuk legalitas. level desa 

hingga 

kabupaten. 

Pembagian FP-TSLP dalam melaksanakan program TSLP menghimpun dan Secara keseluruhan pembagian kerja program Bel um 

ke1:ja memveritikasi usu Ian rencana kegiatan dari masing-masing anggota CSR berdasarkan tugas dan fungsi pelaksanaan terbentuk 

foru m untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah . program CSR yang dilaksanakan yaitu : struktur 

I kelembagaan 
I 
I 
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lndikator Kebijakan CSR Implementasi Anal is is 

TF-TSLP dibentuk oleh Bupati dan bertugas: memfasilitasi managerial, operasional dan administrasi. yang utuh 

pelaksanaan Koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi Sedangkan yang lainnya secara 

pengelolaan program dan kegiatan TSLP; menyusun pelaksanaan pembagian kerja program CSR berdasarkan berjenjang 

advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk pilar-pilar program CSR yang dilaksanakan sehingga 

merurnuskan rekomendasi sebngai sarana perencanan program TSLP rnisal rnasing-masing bidang pendidikan, overlapping 

kepada SKPD; mernbantu percncanaan Pernerintah Daerah dalarn kesehatan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, kewenangan 

rangka kegiatan inforrnasi, publikasi dan penghargaan program entertainment, keagamaan dan lainnya. di TIM 

TSLP dengan pihak terkait; menyusun kebijakan Pemerintah Daerah pelaksana 

terkait kegiatan TSLP dari Perusahaan swasta, BUMN/BUMD; program 

rnenyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan CSR masih 

program TSLP serta rn enyusun sistem informasi implementasi TSLP terjadi. 

berbasis website di Daerah;dan memberikan saran pertimbangan dan 

rekomendasi kepada pihak lain dari unsur pemerintah, swasta dan 

masyarakat. 

Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TSLP dibentuk 

oleh Bupati yang kepengurusannya terdiri dari unsur Pemerintah 

Daerah, Perseroan, dan Masyarakat . 
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